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* SALINAN

PRESIDEM
REPLALIY. IHCOMNES|A,

UNDANG-LUINDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

HAEMONISASI PERATUURAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

FPRESIGEN REPUBLIK INDONESRIA,

bahwa untuk mewujudkan masvarakat Indonesia yang
adil, makmur, dan sejahtera berdagsarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar HMegara Republik  Incdonesiz
Tahun 1945 vanp menputjung Unge hak dan kewapban
warga negara dan  penduduk Indonesia,  perlu
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan
hewapban kenegaraan dalam  upaya  peningkatan
kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;

bahwa untuk meningkatkan pertumbuban perekonomimn
yang berkelanjutan  dan mendulunp  percepatan
pemulihan perekonomian, diperlukan stratogl konsclidasi
fiskal yang berfokus puda perbaikan defisit anggaran dan
peomgkatan rasio pajak, yang antara lan dilakukan
melalui penerapan  kebijgkan pemingkatan  kinena
pencnmaan pajak, reformasi administrasi perpajakan,
peningkatan  basis  perpajaken, penciptaan  aistem
perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan
kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela
Wajih Pajak,

tahwa untuk menerapkan strateg Konsolidas! hiskal yvang
berfokus  pada  perbaikan  defisit  angearan dan
penungkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam
hurul b, diperlukan penycsuaian kebijakan di bidang
ketentuan umum dan @ala cara  perpajakan, pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilal, dan cukar ssrta
pengaturan mengens pajak karbon dan kebijakan berupa
program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1
(salu) Undang-Undang secara komprehensil,

d. bahwa ...
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Lahwa berdagarkan periimbangan sebapaimans dimaksud
dalam hurul 1, hurul b, dan humaf ¢, perlu membentuk
Lngdang-LUndang Ientang Harmeonigasi Feraturan
Perpajakan;

Pasal 5 avat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
Drasar Negara Eepubhk Tndonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Numor © Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tala Cara Perpajakan {Lembaran Nepgara
Eecpublik [ndoncsia Tahun 1983 Nomor 4%, Tambahan
Lembaran  Megara Republik Indonesia Momnor 2263}
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhic dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenrpan Umurmn
dan Tata Cara Perpajakan BMenjadi Undang-Undune
(Lembaran Megara Repubhk Indonesia Tabnan 2009 Nomor

&2, Tambahan Lembaran WNegara Republik Indoncsia
Moot LG9

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1933 tentang Pajak
Penghasilan  [Lembaran  Megara  Republik  Indenesis
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Neoemeor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali dinbah terakhbir dengan Undang-Undang
Nomaor 36 Tahun 2008 wniang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang HNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajalk
Penghasilan  {Lemburan  Negara  Republik  Indonesia
Tabun 2008 Homor 133, Tambahan Tembaran Wegara
Republik Indonesia Nomer 48493,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tenmng Pajak
Pertambahan MNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah [Lembaran Megara Ecpublik Indonesia
Tabun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3264) schagaimana telah
beberapa kali dimbah terakhir dengan Undang-Undang
Momor 42 Tahun 2009 tecntang Perubahan Keliga atas
Undang-Undang Nomer ¥ Tahun 1983 entang Pajak
Pertambahan Nilal Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
alas Barang Mewah [Lembaran Negara Republik Indonezia
Tahun 2002 Momor 150, Tambahan Lombaran Megara
Republik lndonesia Nonor 5069,

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang homer L1 Tahun 1995 tentang Cuka
{Lembaran WNeopara Ropublik Indonesia Tahun 1995
Nomeor 76, Tambahan Lembaran MNegara Repubiik
indoncsia Tahun 1995 Momor 3613) sebageimena telab
diubah dengan Undang-Undang Nomar 39 Tabn 2007
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor )1
Tahun 1995 tentang Cukal {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4755);

Undang-Undang Momor 11 Tahun 2016 tentane
Pengampunan Pajak [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Momge 131, Tambahan Lembaran
Negara Repahlik Indonesia Nomor 58949);

Unidang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penpganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 rtentang Kebijakan Keuangan MNegara dan
Stabilitas Sistem Keuanpgan untuk Penanganan Papndermi
Corona Virus Disease 20109 [COVID-1%) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayaksn
Perekonormian  Nasional  dan/ateu Stabilitas  Sistem
Kevangan Menjudi Undang-Undang [Lembaran Negara
Republik Trdonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipra
Kerja |Lembaran Nepara Republik Indonesig Tahun 2020

Momor 245, Tambahan Lembaran BNegara Republik
indnmesia Nomar 637 3);

Denpan Persctujuan Berzama

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDOGNESTA

AN
FEESIDEN REPUBLIK INDOMWESLA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANCG TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PEEPAJAKANM.

EAaB 1 .
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BAB [

ASAGS, TULFUAN, DAN RUANG LiNGRUP

Fazal 1

Indang-Undang ini disclenggarakan berdasarkan asas:

a
b
r.
d
=

f.

keadilan,
kesederhanaat;
elisiens;
kapastian hukum;
kemanflaartan; dan

kepeontingan nasional.

Undang-Undang ini dibenmik depgan ojuan wntak:

.

c.

meningkatkzan  perfumbuhan perekonomian  vang
berkelanjutan dan mendukung perccpatan
pemuliban perekonomian;

mengoptimalkan pencnmaan negara guna membiavai
permbangunan  nasional  secars mandin menwu
masyarakat Indonesia yvang adil, makmur, dan
sejahtera;

mewupldkan  sistem perpgjakan vang  lelsih
berkeatilan dan berkepastian hukuemn;

melaksanakan reformasi administeasi, kebijakan
perpajakan vang konsclidatil, dan perluasan basis
perpdjakan; dan

mecninpgkatkan kepatuhan sukarela Wajib Fajak.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2], Undang-Undang ini mengatur kebijakan stratepis
yvang melipnari:

a.

perubaban Undang-Undang Nemor & Tabun 1983
tentang Keterluan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebapaimana telah beberapa kali dinhah terakhir
dengan Undune-Undang Momor 16 Tahun 2009
lentang Penctapan Peraturan Pemennlah Pengpanti
Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomaor 6
Tahun 1983 tenrang Kelentuwan Umum dan Tata Cara
Parpajakan Menjadi Undang-Undang;

b. perdbaban ...
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b.  perubahan Unang-Unedang Nomor 7 Tahun 1933
terilang  Pajak  Penghasilan  scbagaimanz telah
beberapa kall diubah  terakhir dengan Undang-
Undang MNormor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keetnpat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
rentang Pajak Penphasilan,

.  perubshan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
teritang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pgjak Penjualan  atas Barvang Mewah
sebapaimana telah beberapa kali divbah terakhue
dengan Undang-Undang Nemor 42 Tahun 2004
tcntang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang
Momor § Tahun 1983 tenteng Pajak Pertambaban
Milan Barang <lan Jasa dan Pajak Penjualan artas
Gorang hMowah:

d.  pengaturan mengenal | program pengungkapan
sukarcla Wajib Pajak,

€. pongaturan mengenai pajek karbon, dan

f. perubahan Undang-Undang Nomar 11 Tahun 1595
tentang Cukei sebagaimana telah diubah dengan
Undang:-Undang Nomor 3% Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Momor 11 Tahun
19535 tentang Culial,

BAB 11

KETENTUAN UMUN DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Pasal 2

Bebcrapa ketentuan  dalam Undang-Undang Momor 6
Tahun 1933 rentang Ketentuan Umum dan Tata Care
Ferpajakan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Motrner 49, Tambahan Lembaran Megara Repulblik Incdonesia
tommer 32627] sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 16 Tahun 2009 wentang
Fenelapan Peraturan Pemerintah Pengpanti Undanp-Undang
Nemor 3 Tahun 2008 tentang Perubuhan Keempat atas
Undang-Undang MNomor & Tahun 1983 tentanp Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2009 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor d999)
dinbah selxapai berikul:

1. TM anlara _..
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Di antara awat {1] dan ayat [2} Pasal 2 disisipkan | [saly)
avat, vakm ayat {(laj), Pasal 2 avab (3) dihapus, serta
ditammbahkan | {saru] ayual, vakni ayat (10) schingeza
Pasal 2 berbuanyt sebwagan berikut;

(H)

i12]

2]

()

(4]

Pasal 2

setjap Wajib Pajak vang telah memenuhi peresyaratan
subjekil dan objcktif sesual dengan  ketentuan
peraturan porundang-undangan perpajakan wajib
mendaftarkan dinl pada kantor Direkiorat Jenderal
Pajak yang wilavah kerjanyva meliputi tempat tinggal
atau tempat kedurdukan Wajib Pajuk dan kepadanya
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Mormor Pokok Wanb Pajpk scbagaimana dimalksyd
pada ayat (1} bagi Wajib Pajak arang pribadi yang
merupakan  pendudnk  Indonesia mengeunakan
nomor mduk kependudukan.

Setiap Wapb Pgjak schagni Pengusaha vang dikenal
pajak berdazarkan Undang-Undang Pajak
Pertambahan MNila 1934 dan perubahannya, wajib
melaporkan  usabhanya pada kantor  Direktorac
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliput tempat
tmggal atau tempat kedudukan Penpussha, cdan
lempal kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan
menjadl Fengusaha Kena Pajake.

[hrektur fenderal Pajak dapat menetapkan:

a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan
uzsahe selan vang ditctapkan pada ayat (1) dan
ayal [2]; dan/atau

b, temnpat pendaflaran pada  kantor  Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliput
lempat tinggal dan kantor Direktoral Jendera)
Fajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kegiatan usaha dilekukan, bagi Wajib Pajak
orang pribadi penpusaha werlentu,

Dircktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokaols
Wajb Pajak dan/atau mengukuhkan Penpusaha
Kena Pgak secara Jabatan apabila Wajib Pajak atang
Pengusaha Kena  Pwgak udak  melaksanakan
kewgjibannya schagaimana dimaksud pade avat {1)
dan/arau avat [2).

(daj Kewajiban ...
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6]

=]

{4

[£]

diterbitkan Momor Pokok Wanb Pajak dan/fatao yang
dikukuhkan sebagai Penpusaha Kena Pajak secara
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayvat (4 dimula
setak saal Wanb Pajak memenubln  persvaratan
subnekil dan objekhf sesual dengan  ketentuan
peraluran perundang-undangan perpajakan, paling
lama 3 [ima} tahun scbelum diterbitkannya Nomor
Fokok Wank Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai
Pengusaha Kena Pajak.

Dihapus.

I*znghapusan Nomor Pokok Wajibh Pajak dilakukan
cleh Threktur Jenderal Pajak apatila;

a. dajukan permohonan penghapusan Nemor
Pokok Wajlb Pajak olch Wanb Pajak danfatan
ahli wansnya apabila Wajib Pajak sudah tidak
memenuhl  persyaratan  subjektild  danfartan
objektil sesvai dengan ketenluan  peraluran
perundang-undangan perpajakan;

. Wajib Pajak  badan  dilikaidast  karcna
penghentian atau penggabungan usaha;

. Wajbh Pgjak benluk usaha terap menghentikan
kegintan usahanva di Indonesia; atau

d. dianpgap perlu oleh Birektur Jenderal Pajak
untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Paak
dari Wajb Pajak wang sudah (idak memenuhi
perzyararan subjekol danfatau chickul sesznai
denpgan  kelentan peraturan porundang.
unclangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak  setelah melabukan
pemeriksaan harus memberikan  kKepulusan  atas
permohonan penghapusan Nomar Pokok Wajibh Pajak
dalam jangka waktu & fenamj bulan untuk Wajh
Pajak orang pribadi atau 12 [dua belas) hulan untuk
Wanb Park badan, sejak fanggal permoehonan
dilerima secara lengkap.

Direktur Jenderal Pajak karena Jjabatan atau alas
permohonan Wajib Pajak dapat melakukan
pencabutan peogukuhan Penpusaha Kena Pajak.

9, D[arcktur ...
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Lhrektur  Jenderal  Pajak  setelah  melakulan
pemeriksaan harus memberikan  keputusan atas
permohonan pencabutan  penpukuhan  Penguseha
Kcna Pajak dalar jangka walety & {enam)] bulan sejak
tanggal permohonan thierimg secary lenghkap,

Dalam rAnRkE, PETLERUTIE AT nomor  1nduk
kependudukan schagma Momor Pokok Wapbk Payak
sebagaimana dimaksud pada ayat [laj, menteri yang
menyclenggarakan urusan  pemerintaban dalam
ncpert memberikan data kepeodudukan dan data
balikan dari pengpuna keparda Menteri Keyangan
untuk disntegrasikan dengan basis data perpajakan-

Ketentuan ayat (4 Pasal 3 diubah sehingga berbum
s¢hagan berikut:

|1}

[lal

(<)

Pazal 8

Wajlb  Pajak dengan  kemauan  sendiri dapat
membetulkan Surat Pemberitahuan yang  telah
disampaikan dengan menyampaikan  pernyataan
tertulis dengan syarat Direkiur Jenderal Pajak belum
melalukan tindakan pemeriksaan.

Dalam  hal pembetulan Surat Pembentabuan
sehagaimana dimaksud pada avat (1] menyatakan
rugl  ataa  lebih kavar, pemberulan Surat
Pemberitahuan harus disampaikan paling
lama 2 {dua) rahun sabelum daluwarsa penetapan.

Dalatn hal Wanly Pajak membetulkan sendirl Suarat
Pemberilahuan Tahunan yang mengakibatkan utang
pajak menjach lebih besar, kepadanva dikenai zanksi
administrasi berapa bunpa schbezar tarif anga per
lulan yang ditetapkan alch Menteri Kenangan atas
jutmnlab pajak yang kurang dibayar, dihitung zejalk
saal penyampalan Surat Pemberttabuan berakhir
sampal denpan tanggal pembayaran, dan dikenakan
paling lama 24 [dua puluh empat] bukan, serta bagian
dar bulan dihitung penuh 1 satu) balan,

[2a) Dalam ...
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Dalam hal Wajily Pajak membetullkan zendiri Surat
Pemberitahuan  Masa vange mengakibatlkan utang
pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenal sanks
administrast berupa bunga scbhesar tanf bungs per
bulan yang ditctapkan sleh Menten Keuanpan atas
jumlah pajak vang kuranpg dibayar, dibitung sejak
jatuh tempo pembayaran sampar dengan tanggal
pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 [dua
pulih empat) bulan, serta bagian dar balan dibimang
penuh 1 {satu) balan,

Taril bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menten
Kcuangan schagaimana dimaksud pada avat (2] dan
avat [Za| dihitung berdasarkan suku bunpa acuan
ditambah 3% [lima persen] dan dibagi 12 [dua belas)
vang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan
sanksi.

Walaupun telah dilakukan rindakan permerilsaan
Bukil permulaasn, Waib Pajak denpan kemawan
sendirl dapat mengungkapkan dengan pernyatzan
tertulis  mengenar  kctidakbenaran  perbuatannya,
yairu scbapgai berikur: '

A, odak menyampalkan Burat Pemberitahnan, atau

b. menyampaikan Sural  Pemberitahuan  yang
isinra ridak benar atag tidak lengkap, alaa
melamprkan kelerangsan yang 15unya tidak benar

sebugsimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39
ayvat {1 huruf ¢ dan huwruf d sepanjang mulainva
peoyidikan bclum diberitahukan kepada Pernuntue
Umum  melaloi  penyidik  pejelat Palisi Negara
Kepublik [ndonesia.

Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
sebagaimana  dimeksud  pada oayal (3 disertan
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak
yang  sebenarnya  erutang  beseris sanksi
administrasi berupa dends sebesar 100% (seratus
persen) dac jurmlah pajak yang kurang dibayar,

{4] Walaupur ...
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Walaupun Direletur Jenderal Pajak 1elah melakukan
pemetiksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum menyampaikan surat pembenlabuan hasil
pemenksaan, Wanb Pajak dengan kesadaran sendir
dapat mengunghapkan dalam  lapersn  tersendin
tentang ketidakbenaran pengisian Surat
Femberitahuan  vang  telah  disampaikan  sesual
dengan  kcadaan vang  sebenaroya, dan proses
permerilisaan lelap dilamuckan,

Pajak vang kurang dibayvar yang Hmbl sebapal akibal
dan pengungkapan kctidakbenaran pengisian Surat
Femberitahuan sebagaimana dimaksudl pada ayal {4]
harus dilunasi oleh Wagb Pajak scbelum laporan
tersendin dizampaikan besecra sanks administrasi
berups bunga sebesar tanf bunga per bulan yang
ditctapkan oleh Menteri Kegangan dan pajak yanpg
kurang dibayar, yang dihitung sejak:

a.  batas wakiy penyvampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan berakhir sampai denpan  ranpeal
pembayaran, LntLak PCnEUngkapan
ketidakbenaran pengisian 3urat Pemberilabuan
Tahunan; alan

b.  jatuh tempo  pembavaran berakhir sampai
dengan tanpeal pocmbayaran, untuk
pengungkapan ketidakhenaran pengisian Surat
Femberitahuan Masa

dan dikenakan peling lama 24 {dua puluh empat)
trulan, serta bagian darn bulan dihitung  penuah
1 {zatu} bulan.

Tan! Minga per bulan vang ditetapkan oleh Menter
Kruanpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah
10% [sepuluh persen) dan dibagi 12 (dus belas) yang
berlaky  pada  tanggal dimulainva  penghitungan
sanksi.

(6 Wajibs ...
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Wajib Pajak dapat membetulkan Surat
Pemnberitahuan Tahunan yang telah dizampaikan,
dalam hal Wajlb Pajak menerima surat ketetapan
rajak, Surat Keputusan Keberatan, Sarat Kepufusan
Pembetulan,  Puotusan  Banding, atau  Putusan
Feninyauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau
beberapa Tahun Pajak sebelumnys, vang menyatakan
rugi liskal vang berbeda denpan rugi fiskal yang relah
dikoenperisasibkan . dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan vang akan dibetulkan tersebut, dalam
Jangka waktu 3 [iiga) bulan setelab menernima surat
ketetapan pajak, Surat Keputiisan Keberatan, Surar
Keputusan Pembetulan, Pulusan Banding, atau
Purusan Peninjauan Kembali dengan syarac Pircktur
Jenderal  Pagjalk  belum melakukan  tindakan
pemeriksaann.

Keleniuan avat (1) dan avat (3) Pasal 12 diubah, 41 anlara
ayat [Jal dan ayat [(4) Pasal 13 disisipkan 2 [duz) ayat,
yakni avat [2b] dan ayat [3¢) sehingea Pasal 13 berbunyi
scbagar berikut:

(1}

Pasal 13

Direktur Jenderal Pajak dapat menechitkan Surat
Eetletapan Pajak Kurang Bavar dalam jangka waktua S
{ima] tahun setelah saal terulangnya pajak atau
berakhimya Masa Fajek, Bagian Tahun Pajalc, atan
Tahun  Pajak setelah dilakukan  tindakan
pemeriksaan dalam hal sebapai berikut:

a. terdapat pajak yang ridak atau kurang dibavar;

k.  Burat Pemberitahuan tdak disampaikan dalam
Jangks wakin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat {3] dan setelah cditegur secara
tertulis  tidak disampalkan pada  waktunya
sthagaimana ditcntukan dalam Sural Tepuran;

<. terdapat Fajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Fenjualan atas Barang Mewah ternyata tidak
scharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak
atau tidak seharusnya dikenal tarid 0% (ool
perseny;

d. terdapat ...
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d. terdapal kewajiban  sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 228 atau Pasal 29 vang tidek
dipenutn sehingga  ridak  dapat  diketahui
besarnya pajak vang tcratang;

¢. kepada Wajib Pajak diterbitkan Womor Pokok
Wajib Pajak danfatau dikukuhkan sebagai
Pcnguzaha Kena  Pajak  sccara jabatan

sehagamimang dimaksud dzlam Pasal 2 ayat (4a);
atau

f. Pengussha Kena Dajak tidak welakukan
penrerahan Barang Kena Pajak den/atal Jusa
Kenwe Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Fajak
dan/atau Jfasa Kena Pajak dan lelah diberikan
pengembalian Pajak Masukan  atau  telah
mecngkreditkan Pajak Masukan scbapaimana
dimaksud dalam Pusal 9 ayat [6e) Undang-
Undang Pajak Pertambahan MNilal 1984 dan
peribiahannya,

Jurnlab kekursngan pajak vang terutang dalam Surat
Fetetapan  Pyiak  Kurang  Bayar  sehagaimana
dimaksoud pada ayat (1) huruf a dan hurwed ¢ ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunpga sebesar
tarll bunga per bulan yang ditctapkan aleh Menteri
Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atay
berakhirnyva Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atay
Tabun Pajak sampal dengan diterbitkannya Suratl
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling
lama 24 fdua puluh empat] bulan serta bagian darl
tralan dihitung pecnuh 1 {saty) bulan.

Jumlah kekurangan pajak vang terutang dalam Surat
Ketetapan  Fajak Kurang Bayar sebapaimana
dimaksud pada ayar [1] huruf { ditambah dengan
sanksi administrasi berapa bunga sebesar tarif bunga
per bulan yang ditctapkan oleh Menteri Kewangan
dihitung sejak sasl juiuh tempo pembayaran kembali
berakhir sampai dengan tanggal diterbitkanpya Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling
lama 24 {dua puluh empat] bulan serta bagian dari
bulan dikitang penuh 1 [sata) bylan.

|2b) Tarif ...
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Taril bunpa per bulan yang ditelspkan oleh Menteri
Keuanpan sebapaimane dimaksud pada avat (2] dan
ayvat [2a) thhitung berdasarkan suku bunpa acuan
ditambzah 15% (ima belas persen) dan dibagi 12 (dua
belas])  yang berlaku  pada  tanpggal  dirmulainya
renghitungan sanksi,

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Korang
Bavar scbagaimana dimaksud peda ayvat (1] aoal b,
hural ¢, dan hurmf 4 ditambah dengan sanksi
administratif berupa:

a. bunga dari Pajuk Penghasilan vang tidak atau
kurang dibayar dalam 1 (satu} Tahun Pajak;

b.  bungs dari Pajak Penghasilan vang tidak atau
kurang dipoteng atau dipungut,

<.  kenaikan sebesar 73% {lujuh puluh lima persen)
dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan alas Bawrang Mewah yang
udak atau kurang dibayar; alau

d.  kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
fdarm Pajak Penghasilan vang dipotong atewy
clipupgut tetapl bidak atau kurang disetor.

Dalam hal terdapar penerapan sanksi administrasi
herlipa bunga dan kenaiken berdesarkan hasil
pemeriksaan Payak Pertarobahan Nilal dan Pajak
Penjualan  Atas  Barang Mewah sechagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurof ©, hanya
ditcrapkan satu jenis sanksi administrasi yanp
tertinget nilai besaran sanksinya,

Bunga sebagaimans dimaksud pada avat {3} hurad g
datt hurul b schesar tanf bunpga per bulan yanpg
ditetapkan oleh Menteri Kenangan dihilung sejak saat
lerutanpnya payak atau berakhirnya Masa Pajak,
Bagian Tshun Pajak, atau Tahun Pajak sampsd
cdengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayuar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puiuh
empat) bulan serta bagian dueri bulan dihitung penuh
1 [zatu] bular.

f3c) Tanf ...
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i2c} Taril bunga per bulan yang ditctapkan oleh Menteri

{4]

5]
18]

Keuangan sebagaimana dimaksud pada avat |34
dibitung berdasarkan suku bunpga acuen ditammbkah
2P (dua puluh persen) dan dibagi 12 {dua belas)
¥dng berlaku pada @nggal dimulainyy penghitunpgan
sAnkst,

Besarnya pajak vang terutang yang diberitahukan
olch Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjacli
pasti sezuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan apabila dalam jenpgks walkow 5
(lima) tahun scbagaimana dimaksud pada avat (1),
setelah saat terutangnya pajak afay berakhirnya
Mazsa Pajak, bagian Tahun Pgjak, atau Tahun Majak
lidak diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib
Fajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak dimaksud.

Dihapus.

Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bavar sebapaimana dimaksud pada ayat (1) diatar
dengan atau  berdasarkan  Peraturan  Meonteri
Keusnpan,

Ketenluan ayat (1) Fasa! 14 diubah sehingega berbunyi
selagan berkut:

{1]

Pasal 14

Direktur Jenderal Pajab dapat menerbitkan Surat

Tagihan Pajak apahbila:

d. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak
glau kurang dibavar;

t». dan hasil penelitian  terdapat  kekurangan
prmbayaran pajak =wehagai skibat salah tyhs
dan/atau salah hitung;

o Wajib Pajak dikenai sanks administratil hergpa
denda danfatay bunga;

d.  pengusaha yang telah  dikukohkan  sebagai
Fengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membiar
faktur pajak alau terlambat membaat faktur
pajak;

& pengusaha ...
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¢ pengtisaha vang telah  dikwukuhkan  scbapai
Fengusaha Kens Pajak vang tidak mengisi fakour
pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud
dalam Fazal 13 ayat [3} dan ayat (6] Undanog-
Undang Pajak Pertambahan Wilai 1984 dan
perubahannya, selawn identitas pembell Barang
Kena Pajak atau penerita Jasa Kena Pajak seria
nama dan randa tangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayal {3} huraf b dan hurl g
Undang-LUndang Pajak Pertambahan Wilai 1954
tJan  perubahannya  dalam  hal  penyerahan
dilakukan olch Pengusaha Kena Pajak pedagang
£Ceran;

1. dihapuas;

g.  dihapas;

h.  rterdapat imbalan bungs yvang seharusnya todak
dibenkan kepada Wanb Pajak, dalam hal:
I diterbitkan keputusan;
4. diterima putusan; slau
2. ditemukan data atau informas,
vang menuyukkan adanya imbalan bungs vane
scharasnya tidak dibervikan kepada Wajib Pajak;
atau

I terdlapal jumlab pajak yang tidak atau kurang
chilravar dulam jangks waktu =esum dengan
perseljuan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran  pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4).

Surat Tagihan Pajak zebapaimana dirmaksud pada

aval (1) mempunvar kekuaran hukum rang sama

denpan aurat ketetapan pajak.

Juralah kekurangan pajak vang terutang dalam Surat

Tagihan Payjak sebugsimana dimaksud pada ayat (1)

hural A dan huruf b ditambah dengan sanksi

admunistratil herupa bunga scbesar tanf bunga per

bulan  vang ditelapkan oleh Menteni Keuangan

ditviuing  scjak saat  terutangnva pajak atau

berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atay

Tahun Pajak sampai denpan diterbitkannya Sural

Tagthan Palak, dan dikenaken paling lkme 24 {dua

puluh empat] bulan serta hagian dari bulan dihitung

peniub 1 [satu) bulan.

(1} Terhadap ...
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Terhadap pengusaha atawy Pengusabus Kena Pajak
scbagairnana dimaksud pada ayal (1 horul d ataa
huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak
vang terutang, dikenal sanksi administratif beropa

tlendda sebesar 1% [satu porsen) dari Dasar Pengenaan
Pajak.

Dihapus

Tan! bunpa por bulan yang dhtetapkan oleh Menten
Keusnpan sebagaimana dimaksid  pada ayar {3
dihitung berdasarkan suku bhunpa acuan ditambah
% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang
berlaky  pada  tanpesl dimulainya  penghitungan
sanks.

Sural Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima)
tahun  sectelah zaat  teratanpnyse pajak  atau
berakhirnya Masa Pajak, bapgian Tehun Pajak, atau
Tabun Pajak.

Dikecualikan  dari keteniban  jangka  wakto
ponorbitan sehagaimana dimaksud pada ayat [Sby:

a.  2urat Tagibhuan Pajak stas sanksi adminisiralif
sthagamana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
diterbalkan paling lama sesuai dengan daluwarsa
penagihan Surat Ketetapan Pyak Kurang Bavar
scrta  Surat Ketetapan Pajak Kuarang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan,
Burat Keputusan Keberatan, Putusan Baoding,
setta Purlsan  Peninjauan  Kembali  yang
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus
dilayar bertambah;

. Jural Tagihan Pajak atas sanksi administracil
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat {99
dapat diterbitkan paling lama 5 |lima) tahun
sejak  tanggal penerbitan Surat  Keputuzan
Keberaran  apabila Wanb  Pajak  tdak
mengajukan upaya banding; dan

¢  Surat Tagihan Pajak atas sanksi administeatil
sebagaimana dimuksud dalam Pasal 27 ayat [5d)
dapat diterbitkan paling lama dalam Jangka
wakiu 5 (ima} tahon z2ejak tapggpal Putusan
Banding diucapkan cleh hakim Pengadilan Pajak
dalam silang terbuka untuk umum,

(&) Tata ...
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&) Tata cara penerbilan Surat Tagihan Pajak diatue
dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Menteri
Keuangan.

Diantara Pasal 20 dan Pasal 2] disisipkan 1 (satu) pasal,
yvakni Fasal 204 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

{1} Blenten Keuangan bervenang melakukan kerja sama
yrirulk pelaksanaan bantuan penagihan pejak dengan
negara mitra atan yunsdiksi mitca.

[Z}  Pelaksanaan bantuan penagihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] dilakukan cleh Dircktar
Jenderal Pajak, vaong melipuli pemberian bantuan
penagihan pajak dan parmintaan bantuan penagihan
pajak kepada negara mitra atau vurisdiksi micra.

(3} Pemberian banluan penagihan pajak dan perminraan
bantuan penaphan pajak sebagaimane dimaksud
pada ayar [2] dilakukan berdasarken penanjian
mtemasional secara resiprolzal.

(4}  Ncpara mitra atau yurisdiksi mitra scbagaimana
dimaksud pada aval {1} merupakan negara atau
vurisdiksi yang terikal dengan Pemerintah Indonesig
dalam perjanjian mlermasional.

(34 Perjanjian inlernasional sebagaimana dimaksud pada
evat [} merupakan perjanjian bilateral atau
multilateral yvang mengatur kerja sama menegenai hal
vang berkaitan dengan bantuan penagihan pajak,
meliputi;

g, persetujuan penghimdaran pajak berganda;

B konvensi tentang bantuan sdminiscracif bersama
di bidang perpajakan; atau

c.  perjanjian bilateral atau multilateral fainnya.

(B0 Bantuan penagihan pajak sebagamana dimaksuod
pada aval (2] dapar dilakukan setelah diterima klaim
pajak ac negara mitra atau yurisdiksi mitea,

(7] Klaim ...
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Klaim pajak sebagammana dimaksud pada ayar {9
merupakan instrumen legal dam negara utra atag
yurisdiksl mitra yang paling sedikit memual:

a. nilai klaim pejak yang dimintakan bantuan
penagihan; dar

h. dentitas penanggung pajak atas klawn pajak.

Elaim payek schapaimana dimaksud pada ayat [7)
merupakan dasar penagihan pajak yang
dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksz
sesual  dengan  ketentuan  peraturart perundang-
undanpan di bidang perpajakan vaog berlaku mutaris
mutandis dengan kotentuan penagihan pajek vang
Lerlaku di negara milra alaw yurisdiksi mitra.

Hasil penagihan pajak alas klaim pajak dar negara
mitra  atau  yurnsdiks: mitra ditampung  dalam
rekening pemenimtah lainnya ssbelum dikirimkan ke
Tiegara mitra atau vurisdiksi matra.

Ketenrnlan ayat (9) dan avat {10 Pasal 25 dwbah, dan
penjelasan avat (7] Pasal 25 diubah  sebagaimeana
lercantum dalam pergelasan pasal demi pasal sehingea
Pasal 25 berbuny sebagai berkyr:

(1]

2]

Pazal 25

Wajib Pajak dapal mengajukan keberatan hanya
kepada Ditektyur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Keretapan Pajak Kurang Bavar,

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambaban,;
Surat Ketctapan Pajak Mihil;

Surat Kctetapan Pajak Lebih Bayar; atau
pemotongan atag pemungutan pajak oleh pihak
ketiga berdasarkan kefenruan  peraturan
perandang-undangan perpagakan.

Keberatan diajukan secora tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yanpg
terutang, jurnlah payjak yang dipotong atau dipungmat,
atau jurolah rugl menurur penghitungan Wajgih Pajak
dengan  dJisenal  alasan yang  menjadi | dasar
penghitiingan.

oo f o

(3] Keberatan ...
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Keberatan harus diajukan  dalam jangka waktu
J irga) bulan sejak tanggal dikicim surat ketetapan
pajak atau  sejak  tanggal pemotongan  atan
pemunglran paak schagaimana dimaksud pada
Ayal (1] kecuali apabila  Wajib  Pajak  dapar
menunjukkan bahwa jangka wakfy tersebut cdak
dapat dipecnuhi karena keadaan  di o luar
kekuasaannya.

Calam hal Wajib Pajale mengajubkan keberalan atas
surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wapb melunasi
pajak yang masibh hurus dibayar paling sedikic
sejutnlah yanpg r(elah disetupu Wajilb Pajak dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelom sueat
keheralan disampaikan.

Eeberatan yong  ndak  memenuibn persyaratan
schagaimana dimaksud pada ayar (1), avat (2],
ayat [3), atau ayar [Ja) bukan mermpakan surat
keberatan sehinggs tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimesn surat keberatan yang diberikan
nleh pegawal Dhrektorat Jenderal Pajak yang ditunjuk
untuk mepenima sarat  keberatan aaua landa
pengiriman sural keberatan melalui pos dengan bukri
pengiriman surat, atan melahai cara lain yang diatur
dengan  atau berdasarkan Peraturan Menten
Kruangan menjadi tanda bakli penerimaan surat
keboratan.

Apabila diminta oleh Wajit: Pyjak unwk keperluan
pengajuan keberatan, Dircktur Jenderal Pajak wajil
memberikan keterangan sccara tertulis hal-hal vang
merjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan tugi,
atay permoalongan ataw pemungutat pagak.

BPulam hal Wanb Pajak  mengajukan  keberatan,
Jangka waktu pelunesan  pagak  scbapaimana
dimaksud dalam Pazal @ avat [2] atau avat [Ja} atas
jumlah pajak yaong belum  dibayar pada =saar
perpajuan  keberatan, terwngguh sampal dengen
1 [satu) bulan sejsk tangeal penerbitan Sural
Kepurusan Kebreralan,

(3] Jumlah ...
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Jumlah pajak yang belum dibayar pada  saat
pengdjuan  pertmohonan keberatan  schaeaimana
dimaksud pada ayat (7] tidak termasuk schagal utang

pajak sebagaimana dimeaksud dalam Pasal 11 ayat [1]
dan avar | 1#].

Dalam hal keberatan Wanb Pajak ditelale atay
dikabulkan scbaglan. Wajlb Pajak dikenai sanksi
admimisiran! berupa denda sebesar 30% (Hga pulah
persent darl jumlah pajak berdasackan Keplbusan
keberatan dikurangy dengan pajak vane lelah dibavar
zebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wanpbk Pajak mengsjukan permehonan
banding, sanksi adminisiralil berupd denda scbesar
J30% {tiga puluh persen) sebapaimana dimaksad pada
ayvat (‘3 tidak dikenakan.

Ketentuan ayat {4a), avat {5c), dan ayvat [5d4) Pasal 27
diubah, di antara ayat [5d) dan aywt (5 Pasal 27 disisipkan
3 (nga) ayat yakni avar (5], ayal (5f), dan ayat [5p), serta
penjelasan ayat [5a) Pasal 27 diubah schagaimana
tercantum dalamn penjelassan pasal dem pasal sehinpga
Pasal 27 berbunyi sebaga berikuat,

(L]

(2]

(3]

Fasal 27

Wanb Pajak dapat mengajukan perrnobonan banding
hanya kepada badan peradilan pajak atas Sarat
Keputusan Keberaran sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 26 avat (1)

Patuzan  Pengadilan Pgjak meropakan  putusan
pengadilan khusus di hngkungan peradilan tata
usaha negard,

Fertmohonan sebapgaimana dimaksud pada ayat (1]
diajukan secara \ertulis dalam bahasa Indonesia
dengan alasan vang jolas paling lama 3 (tiga) bulan
se1ak Surat Keputusan Keberatan direrima  dan
dilampin dengan salinan Surat Keputusan Keberatan
lersebur,

4] Dhhapus ..
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Dihapus.

Apabila diminta oleh Wajih Pajak untuk keperuan
penpajuan permohonan banding, Direkiur Jenderal
Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis
hal yang menjadi dasar Sural Keputusan Keberatan
yang diterbitkean paling lama 1 [satu] bulan terbutung
sejak  permmlaan tertulis ditenima olch Divektar
Jemderal Pajak,

Dhhapus,

Dralam hal Wa)yib Fajak menggjukan banding. jangka
waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksad
dalam Fasal 9 ayat (3], ayal {3a), atau Pasal 25
ayat [7}, atas jumlah pajak yvang belum dibavar pada
saat penganian keberatan, tertangguh sampal dengan
1 [sall) bulan sejak tangegal penerbitan Putusan
Banding.

Jumlah pajak vang belum dibavar pada sazt
pengajuan  permohonan keherslan sebagaimana
dimaksud pada avar [3a) fidak termasuk sebagai

utang pajak sebagaimana dimaksudd dalam Pasal 11
ayat {1) dan avat [la).

Jumlah npajak yang belum dibayar pada saat
pergajuan permehonan banding tidak termasuk
sehagal ulang pajak schagaimana dimaksud dalam
Fasal 11 ayat (1] dan ayat [la) sampal dedgan
Putusan Banding direrbitkan.

Dalam  hal  permohonan banding  ditolak  atau
dikabublkan sebagian, Wajib Pajak dikcnal sanksi
adminisiralif berups denda sebesar 60% [enarm puluh
persen) dar jumlah pajak berdasarkan Putuszan
Baowlimg dikurangl dengan pombayaran pajak yvang
telah dibayer sehelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wanb Pajak atau Dircktur Jenderal Pajak
mengajukan  permmohonan pendimjavan kernhali,
relaksanaan putusan Pengadilan  Pajak  tidak
ditanypuhkan atau dihentikan.

{50 Dalam ...
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Dalam  hal Puatusan  Penimjavan  Kembali vang
menyebabkan jumlah pajak yang masih  harus
iitvavar  bertambah, dikenail sanksi administratif
berupa denda sebesar 60% {cnam puluh persen) dari
Jjumlah  pajak berdasatkan Putusan Penimauan
Kembali dikurangl dengan pembayaren pajuk yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Sural Tugihan Pajak atas sanksi  administratif
schagaimana dimaksud pada avar {(3f] diterbitkan
paling lama 2 {dus) whun sejalt tanggal diterima
Putusan Peninjauan Kermbali oleh Chirekoor Jenderal
Pajak.

Badan peradilan pajak sebapaimana dimaksud pada
aval (1) dan dalam Fasal 23 ayat (2] diatur denpgan
undang-undang.

i antara Pasal 27E dan Pasal 28 disisipkan 1 {salu) pasat,
yakni Pasal 27C sehngga berbunyi sebagai berikut:

(1]

{2]

Fasal 27C

Durektur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan
presedur perserujan bersama uncuk mencegah atany
menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam
peterapar  perschujuan  penghindaran pajak
Lecganda.

Progsedur  persetujuan bersama sehagaimana
dimaksud pada avat [1] dapat chiajukan oleh:

a.  Walib Pajak dalam negeri;
Chrektur Jenderal Pajak,;

£. projabat berwenang negara mitra atau yurisdiksi
mitra  persetujuan penghindaran pajak
berganda, atay

. warga ...
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d. warga negara  Indonesia melalui Dirckeur
Jenderal Pajak ferkait perlakuan diskriminatif di
negara mitka aray yunsdiksl mitra persetujuan
penghimdaran pajak berganda YHIE
heclerntanpgan  dengan ketentoan mengenai
rnoTidisknmingsi,

tesual  dengan ketentuan dan batas  waktu

sebagaimana diatur dalam persetujuan penghindaran
pajak berganda.

Fermintaan pelaksanaan  proscdur  persetujuan
borzama  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (2)
buraf a, huruf b, dan huruf ¢ dapat diajuken
bersarnaan dengan permohonan Wajib Pajak dalam
nepert Uik mengsyukan:

a.  keberatan scbapaimana  dimeksud  dalam
Pasal 25;

k. permohonan banding  sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 27, atay

C. pengurangan alay pembatalan surat ketetapan
pajak yanp Ldak benar sebagaimana dimalesuel
tlalam Pasal 36 ayat (1] huruf b

Dalam  hal  pelaksanaan  prosedur persetujuan
bersama scbapaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf B belum menghasilkan persetowjuan bersama
sampal dengan Putusan Banding atau Putusan
Feninjauan Kembab divcapkan, Direktur Jenderal
Pajak:

a.  melanpitkan perundingan, dalam hal materi
sehghkela yang diputus dalam Putusan Banding
slal  Putusan Penimjauan  Kembmali - bukan
meénlpakan materi yang digjukan  prosedur
persebujuan bersama; atau

B omenggunakan Putusan Banding atalw Pulusan
Penimpsuwan Kembaly  zebagai posisi dalam
perundingan atan menghentikan peruandingan,
dalam hal mater sengketa yang  diputus
merupakan materi yang digjukan prosedur
persetujuan bersama.

5. Threllur ...
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Direktar Jenderal Pojak  menindaklanjuti  hasil
pelaksanaan proscduar perselujusn bersama
sebapaimana dimaksud pads  avat (1] denpan
menertnikan surat keputusan tenlang persctujuan
hersama.

Surat  keputuzen tentang persctujuan  bersama
schagaimana dimaksud pada avat (3) termasul dasar
pengembalian pajak scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (lal atau dasar penagihen pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,

Ketentuan avat (Jal Pasal 32 diuhah schingga berbunyi
sebagan rerikout:

{1]

(<)

Pazal 32

Dalam rmenjalankan hak dan kewsjilan sesuai
dengan Ketentuan peraturan perindang-undangan
perpajakan, Wanb Pajak diwakili dalam hal:

a.  hadan eleh pengurus;
b, badan yvang dinvatakan pailit oleh kurator:

¢. badan dalam pembubaran oleh orang ataun
badan yeng ditugasi  untulk  melakukan
prcmberezan;

d. badan dalam likuidasi oleh likuaidator;

£, zuatu warisan yang belumm lerbagl olch salah
secrang ahll warlsnya, pelaksana wasiatnya atau
¥ANE mengurus harta peningealannya; atau

f.  anakyang belum dewasa atau orang vang berada
dalam PENEATIEEAT oleb wali atau
DCTLgApLUtYa.

Weakil  schagaimena  dimaksud pada  ayat (1)

berlanggungjawab secara pribadi dan/atay secara

rénleng  dtas pembayaran pajak yang  terutang,
kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkar

Dhirektur  Jencderal Pajak bahwa mercka dalam

kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk

dibebani tangeung jawab atas pajak yang terurang,
tersebut.

(3} Orang ...
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Orang pnbadl atau badan dapat menunjuk secorane
kuasa dengan  surat kuasa  khusus unmuk
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanean
perpajakan.

Scorang kuasa yang ditunjuk sebapaimana dimaksud
pada ayat {3) harus mempunyail kompetensi tertentu
dalarm  aspek  perpajakan, kecuali kuasa vane
diturguk merupakan suami, istri, atau keluarga
serlarah atau semenda sampai derngan derajat kedua,

Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hural a adalah orang yang
nyata-nyata mempunyai wewengng ikat menentukan
kebijaksanaan danfatau  mengambil  keputusan
dalam mecnjalankan pergsalisan,

[ antara Pasal 32 dan Pasal 33 disizipkan 1 [satu) pasal,
valeni Pasa] 324 achingga berbunyi sebagai berikut;

1]

12]

{3)

{4]

Pusal 324

Mentert keuangan menunjuk pihak lain unk
melakukan pemotangan, pemungutan, penyetoran,
danfatau pelaporan pajak sesuui dengan ketentuan
poraturan perundang-undangan,

Pihak lain sebagsimans dimaksud pada ayat [1)
mcrupakan pihak wang terlibat  langsung  atau
memflasilitasi transaksi antarpihak YANS
Detrtransaks.

Penetapan, penagihan,  upaya hukum, dan
pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sebagaimana
diatur dalam  peraturan  perundang-undangan i
bidang porpajakan berlako sccara muctalls mutandis
tcrhadap pihak lbin scbapaimana dimeksud pada
ayat [2),

Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada
aval (2] merupaken penyclengpara sistem el=ktronik,
sclain dikenai sanksi scbagaimana dimubkzsud pada
ayat (3], terhadap penyelengpara sislem e=lektronik
dimakaul dapat dikenal sanksi berupa pernutusan
akses setelah diberikan temuiran,

(2 Dalam ...
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Dhalam kal pihak lain sebagaimana dimaksud pada
ayat 4 telah melakoukan permotongan, pemungulan,
penyetoran, danjfatau  pelaporan sesuai dengan
ketentuan perataran perundang-undangan sctelah

diberikan teguran, erbwdap pihak lain tidak dikenai
sanks pemubiisan aleses,

Cralarn hael pibhak Jain schbagaimana dimaksud pada
ayal (4] telah melakukan pemotongan, pemungutan,
penyeloeran, danfatau pelaporan  sesuay  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah
dilakukan pemutusan akses, terhadap pihak lain
dilakukan normalizasi ekses Kembual.

hlenteri YAang menyelengearakan Urusan
pemerintahan di bidang komunikas) dan informatika
berwenang melakukan pemutusan akses

stbagaimana imaksud pada avat (4) dan melakukan
normahsas  akses schagaimana dimaksud pada
gval (& berdasarkan permintaan Menteri KeQangan.

Ketcntuan ayat (3] Paszal 34 dinbah sehinges berbunyl
scbagai berikut.

{1}

[2a)

Pasal 34

Setiap pejabal  dilarang memberitahukan  kepada
pithak |am segala sesuatu yang diketahni atawy
diberitahukan kcpadanyva oleh Wajitr Pajak Jdalam
rangka  jabatan  atau pelerjaannya untuk

menjalankan  ketentuan  peraturan  porundang-
undanpan perpajakan,

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
berlabku juga terhadap tenaga ahli vang ditunjuk oleh
Threklur Jenderal Fajak untak membant dalam
pelakzanaar ketentuan  peraturan peruhdang-
unclangan perpajakan.

Thkecuabikan dan ketentuan sebapaimana dimaksacd
pada ayar (1) dan ayat (2] adalah:

#. pejabat dan tenaga ahli vang herlindak sebapa;
saksi atau zaksi ahli dalam sidang pengadilan;
atau

b. pejabat ...
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b pejabat dan/ataw tenaga ahli yanp ditetapkan
blcntort Keuangan bk rmemberiian
keterangan kepada pejabat lembaga negara atau
imstansl Pemerintah vang erewenang melakukan
pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

Bremi kepentingan negatn, dalam rangka penydikan,
penuntutan, atal dalam rangka mcongadakan kerja
sama dengan lembaga nogara, instansi pemerintah,
badan hukum vyang dibentuk  melalui Undang-
Urndang atau Poraturan Pemerintah, alau pihak lain,
Mentemi Keuangan bherwenang memberikan  izin
tertulis kepada pejabat sehzagaimana dimaksud pada
ayat (1] dan tenaga ahll sebhagaimana dimaksud pada
ayat [2y untuk memkberikan  keterangan  dan
tnemperlihalkan bukti tertulis darn atau tentang
WA Paiak kepada pihak yang ditunjulk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalar
perkara pidana atau perdata, atas perminiaan Hakim
sexual dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum
Acara Perdata, Menteri Kevangan dapat memberi 1zin
tertuliz kepada pejabar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan teraga ahl sebapaimana dimaksud pada
avat (2], untuk membenkan dan memperlibatkan
Lukll tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada
padanva,

Permintaan hakim  sebapaimana dimaksud pada
aval (4) harus menyebutkan nama lersanpgksa atau
nama tergugat, keterangan yang diminta, scrta kaitan
ancara perkarad  pidena  atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang dinunta.

Kelenluyan Pasal 40 diabah sehingga Derbunyi sehagai
e kLan:

Pasal 40

Tindnk prdana di lidang perpajakan tidak dapat dilakuksn
petiuntutan setelah lampan waktu 10 {sepuluh) tehun
sejuk saal rerutangnya pajak, berakhienye Mausa Pajak,
berakhirnya Bagian Tahun Pajak, ataw berakhimmya Tahun
Payak vang bersangkutan.

13 Ketentuan ...
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13. Kerenluan ayat (2] Pasal 434 dinbkah, di antara ayat [1} dan

14,

avat (2} disisipkan 1 [satu) ayal, yaknl ayat {1a), seria
penjelasan ayat (1) Pasal 433 diubah  sebagaimana
tcrcantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga
Pasal 43A berbunyi sebagai benikuot:

Pasaal 434

(1} Dhrektur.Jenderal Pajak berdasarkan informasd, datia,
laporan, dan pengaduan  berwenang  melakukan
pemetiksaan bukty permulaan sebelum dilakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

(la] Pecmenksaan Buknh Permmulaan dilaksanakan oleh
Prjabat Penyidik Pegawai Negerl Sipd di lingkungan
Lirektorat Jenderal Pajak yang menericma surat
perintah pemeriksaan bukt permulaan.

(21 Dralam hal terdapat indikasi tindak pidana i bidang
perpajakan yang menyangkut perogas Direkrorat
Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi
unil pemeriksa mternal di lingkungan Kementerian
Eeuangan untuk melalkukan pemeriksaan  bukti
permulaan.

(3} Apabila dari buktl permulaan diterukan unsur
tindak pidana korupsi, pegawai Diveltioral Jenderzl
Pajak yang lersanpgkut wajib diproses  menunat
Letentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.

(4} Tata cara pemeriksnan buko permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksod
pada ayat (1} dan awat (¥) diatur denpan atan
terdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan avat (2} dan ayat (3] Fasal 44 diubah schingga
berbunyi sebapai beriku:

FPasal 44

(1} Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya
dapat dilakukan clch Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Direktorac Jenderal Pajak vang
diberi wewenang khusus sebawai pemvidik tindak
pidana i bidang perpajakan.

(2) Wewenang ...
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Wewenang pentiuhk sebapamana dimaksud pada
ayar(1):

.

tnenetima,  mencan, mengumpalkan, dan
rnenelitt keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di idang perpajakan apgar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan |clas;

mcnelitl,  mencari, dan mengumplilian
keterangan mengenal orang pribadi atay baden
tentang kebenaran perhuatan vang dilakokan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan;

rmeminla keterangan dan bahan bukti dari crang
pribadl atau badan sehubungan denpan tindalk
mdana di bidang perpayakan;

mcmeriksa buku, catatan, dan dokvumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang

perpajakan;

melakukan pengeeledahan untuk mendapatkan
Barang bukll berupa pembukuan, pencatatan,
dan dukumen lain, serta barang bukti lain yang
diduga terkait dengan tindak pdana di bidang

perpajakan  danfatan melakukan  penyilasn
terhadap barang bukei rerseba;

theminta bantuan tenzegs ahli dalam rangka
pelaksanaan {ugas penyidikan rindak pidana di
bidahg perprajalian;

metyuryh berhenti dan/atau melarang
sesenreng meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang, benda, dan/atas
dokumen vang dibawa;

metnatret  sescorang yang  berkaitan  dengan
tindak pidana di bidang perpajakan;

memanggl] orang untuk didengar kererangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atalw saksi;

1. melakukan ...
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). melakubkan pemblokitan harta kckavaan milik

tersanpgha sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atan penyitaan harta
kekayaan milik  tersangka  sesual  dengan
Undang-Undang yang mengatur mengenal
hukum acara pidana, termasulk tetapl tidak
terbatas dengan adanya win ketua pengadilan
negeri setemal;

k. menghentikan penyidikan; dan/atan

I melakukan tlindakan lain yvang perlu uniyk
kelancaran penyidikan tindak pidane i bidang
perpajakan  menuwut ketentdan  peraluran
perundang-undangan.

Penyidik sebapaimana dimaksud pada avat (1)
membentahukan  dimulainye penvidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melalui peoyidik pejabat Kepolisian Negara,
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidans.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penvidikan
sebapaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat
rmerrinta bantuan aparat penegalt bukum lain,

Ketemluan Pasal 44A diubah sehingga berbunyi sebagai
Berikal:

Pasal 444

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)

menghentikan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat {2) huraf k dalam hal;

a.

Wanb Pajak melakukan pengungkanan
ketidakbenaran perbliatan sebagairmana diatur dalam
Pazal 8 ayat {3);

tidak terdapat cukup bukti;

peristiwa terscbut bukan merupakan tindak pidana
di ndanyg perpajakan; atau

denti hukum.

16 Ketentoan ...
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16, Ketentuan ayal (2] Pasal 44E dinbah, diantara ayar (2) dan
ayat (2] Pasal 44B disisipkan 3 {tiga} ayat, yakni ayat [Za],
ayat [2h], dan ayat (2c), dan Pasal 44B ayat (3] dihapus
sehungpa Pasal 44B berbunyi scbapal berikut:

{1}

(]

[Za}

Pazal 44B

Uniuk kepenlingsan  penerimasn negara,  atas
permintaan benten Kewvangsn, Jaksa Agung dapar
menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan paling lama dalam jangka waktu B jenarm)
bulan sejak tanggal surat permintaan.

Penphentian penyvidikan tindak pidane i budang
perpajakan sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
hanyva dilaltukar setelah Wajity Pajakc atau tersangka
melinas;

#. kerugian pada pendapatan negara sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan
sankst administratil berupa denda  sekbesar
1 [satu) kall jumlah kerugian pades pendapatan
negara;

b,  kKeragian pads pendapatan negars scbapaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ditambah dengan
can ksl admimstraufl becrupa denda sebesar 3
itiga)] kahl jumlah kecrupion pada pendapatan
TLEgAra; akau

o Jumlah  pajak dalam faktur pajak, bubkti
pemungutan pajak, bukt pemolongan pejak,
dansatau buki =zetoran pajak sebmeaimana
dimaksud dalam Pasal 394 ditambah dengan
sanksi adminisiratil berupa denda schesar 4
{empat] kali jumlah pajak dalam faktur pajak,
bukii pemungutan pajak, bukt pemotongan
pajek, danfatau bukti setoran pajak.

Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke
pengadilan, terdakwa totap dapac melunasi

a. kerupian pada pendapatan negara dilambah
dengan  =anksi  administratif  sebagaimana

dimaksud pada ayat [2} hurul a atau hural b;
atau

b. jumlah ...
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b.  jumlab  payyak dalam  fakiar paojak,  bukt
permungutan pajak, buktli pernotongan pajak,
tan/atau bukn sctoran pajak ditambah dengan
sanksi administratif sebagaimana  dihaksud
pada ayal {2) hural ¢

i2b} Felunasan sebagaimana dimaksud pada ayat [2a],

{2}

mcnjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa discrtai
penjatuban pidlana penpara,

Dalam hal pembayuaran vang dilakukan oleh Wajib
Fajuk, tersangka, atau terdakwa  pada  tahap
penyidikan  sampal dengan persidangsn bBelum
rmemenlhl jumlah  schagaimana dimaksud  pade
aval (2), atas pembayaran feesebnll  dapat
diperhitungkan sebagai pembavaren pidana denda
vang dibcbankan kepada terdalwa,

{3] Dihapus.

Dh antara Pasal 442 dan Pasal 45 dizizsipkan 2 (dua) pasal,
vakn Pasal 44C dan Pasal 4410 sehingga hertanyi sehapal
berilkuar:

[1}

)

()

Pasal 44C

Fidana denda sebapaimena dimaksud dalam Pasal 39
dan Pasal 39A bdak dapat digantikan denpan pidana
kurungan dan wajily dibayar oleh terpidana.

Dalam hal terpidana tidak membayar pidang denda
sebagaimana dimaksud pada ayvat [1} paling lama
1 [satw) bulan scsudah putusan pengacdilan yanp
telalh memperoleh kckuatan hukum tetap, jaksa
melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta
kekayaan terpidana untuk membuayar pidana denda

scsual dengan ketenluan peraturan  perundang-
Undangan.

Dalam  hal setelah  dilakukan penclusuran dan
penvitaan harta kekavasn, terpidana orang odak
memiliki harta kekayasn yvang mencukupi untuk
membayar pidana denda, dapat dipsdana dengan
pidana penjara yang lamanya tidak melelihi pidana
penpara yang dipatus,

Pazal 44D ..
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Fazal 440

Dalam hal rerdakwa telab dipangel sccara sah dan
tidak hadir di sidlang penpadilan tanpa alasan yang
gsah, perkara tindak pidana di bidang perpajalien
letap dapal diperiksa dan diputus tanpa kehadiran
lerdakwa,

Dalam hal terdakwa zebagaimana dimaksud pada
gvat [1} hadir pada sidaneg sebelum  putusan
dijjatubkan, terdalwa wajib diperiksa, dan sepala
keterangan saks dan surat vang dibacakan dalam

sidang sebelumnys  dianggap schagar diucapkan
dalam sidang,

[h anrara BAER 1X dan BAB X disisiphan 1 (sata) hal, yakni
BAB IXA schingea berbunyi sebagai berknt:

BAB 13A

PENDELEGASIAN KEWENANCAN

[ antara Pasal 44D dun Pasal 45 disisipkan 1 [satu) pasal
yvakri Pasal 44E schingga berbunyi sebagai lerikul:

[1}

(<)

Faszal 44K

Eetentuan Icbih lanjut mengenal pemberian data
dalam rangka integrasi basis datw keprndudukan
denpan  basis  data  perpajakan  sebagaumana
dimaksud dalamn Pasal 2 ayart (10 diatur dengan atan
berdasarkan Peraiuran Pemerintah.

Ketentuar Jehih lanjut mengenal:

a. Janpgka waklu pendaftaran dan pelaparan secla
rata rara pendaftaran dan penpukuoban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aval {1,
gval (2], ayat [3}, dan ayat {4] lermasuk
pengpunaan nomoer  anduk kependodukan
schagal Nomor Pokok Wajilhh Pajak, penghapusan
Momor Pokok Wajib Pajak danfatau pencabutan
Pengukuhan Penpgusaba Kena Pajak;:

b, pemberian ...
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pemberian dan permintaan bantvan penagihen
pajak scbapaimana dimaksud dalam Paszal 20A
ayat (2

penampungan dan pengiriman hasil pensgthan
pajak atas klaim pajak sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 2004 ayvat [9);

pelaksanasn  prosedur persetyyuan  bersama
sebagmmans  dimaksud dalam  FPasal 27C
ayal {1];

prlakisanaan hak dan pemenuban Kewajiban
perpajakan oleh seorang kuasa sebagaimana
dimaksnd dalarn  Pasal 32 ayal (3] serta
kompetensi tercentu yang harus dimiliki seorang
kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat |3a);

penunjukan, pematongan, permungutan,
penystoran, danfataun pelaporan pajak yvang
telah dipotong atau dipungut oleh pinale laico
schagaimana  dunaksud  dalam Pazal 324
aval [3);

ponctapan, penagihen, dan upaya  hukum
schagaimana  dimaksid  dlalamm Pasal 324
ayat [3];

pemberiEan leguran scbapaimana dimaksud
dalam Pasal 32A ayat [4) serta permintaan
pemutusan dan normalisasi akses sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 32A ayar (7); dan

permintaan  penghentian penyidikan timdak
pidana di bidang perpajakan  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal 44B ayat (1) dan
pelunasan sebagaimang dimaksud  dalam
Pasal d4B ayat (2) dan ayalb (2a),

diatur dengan alau berdasarkan Peraturan bMenteri
Keuanpgan.

BAB 111 ...
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FAJAK PENGHASILAN

Pazal 3

Becberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasmilan [Lermbaran Mepara
Republik  [odonesin Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran . Negara  Republik Indonesia Nomor  3263)
sebagaimanys telah beberapa kali digbah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentanpg Perubahan
Keempalt atag Undang-Undang Notaor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Megara Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 1533, Tambahan Lembaran Negara Repabilik
[ndonesia Nomor 4893) diubah sebagai berikue

1. Ketentuan ayat {1). ayat{la), ayat (2}, dao ayal [2} Pagal 4
diubab serts Pasal 4 ayar [1d) dihepus sehinges Paszal 4
berbunyi sehuayai berikut:

Fazal 9

(1] Yang menjads objek pajuk adalah penghasilan, yaitu
sctiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yene
diterima arau dipercleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia mavpun deri luar Indonesia,
vang dapal dipakai untuk koosumsi ataou antuk
menambah kekayaan Wajib Pajak  vang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa
pun, termasuk:

#. penggantian alau imbalan berkenaan dengan
pckerjaan atau jasa vang diterima atau diperoleh
termasul gaji, wupah, tunjanpgan, honorariam,
komisz1, bonus, gratilkasi, uang pensiun, atau
imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura
dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini;

b.  hadiab  dari undian  arau  pekerjaan atau
kegiatan, dan penghargazn,

. laba usaha;

d. kcuntunganp ...
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keuntungan Karema perjualan atan karena
pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karcna pengalihan  harta
kepada persersan, persekutuan, dan adan
lainnya sebagal penggantt saham  ataa
penyertaan modal;

2. keuntungan karena pengalihan  harta
kocpada pemegang sabam, sckutu, atau
anggota  yang  diperoleh  persernan,
persekuatuan, dan badan lainnya,

3. keuntungan karcna likuidasi,
penggabingan, peleburan,  pemekacan,
pemecaban, pengambilalihan usaha, atau
reorganisast dengan nama  Jdan dalam
Benik apa pun;

4. keuntungan  karena pengalihen  harta
berupa hibah, bantuan, alau sumbangan,
kecuali vanp diherikan kepada keluarga
sedarah calam garis keturunan lurus salu
derajal  Jdan  badan keagameen, badan
pendidikan,  badan  sosial  lermasuk
yayusan, kopoerasi, atau orang pribadi vang
menjalsnkan usaha mikre dan keeil,
sepunjang tidak ada hubunpan dengan
usaha, pekerjpan, kepemilikan, aran
penguasaan i antara pihak-pihak yang
bersanghkutan; dan

|

keuntungan  karena  penjualan atau
pengalihan schagian  atau  seluruh hak
penambangan, tanda turut seria dalam
pemblayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambanpan;

petenmnann kembali pembavaran pajak yang
ielah dilebankan sebapai liaya dan pembayaran
tambahan pengembalian pajak;

bunga termasuk  premium,  diskooto,  dan
imbalan karena jaminan pengembalian utang;

¢ dividen ...
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dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk dividen dard perusshasn asaransi
kepada pemegang polis;

rovalll ataw imbalan atas pengrunaan hak;

stwn dan penghasilan lain sehubungan dengan
pPenggunaan harta;

peocrimaan atau perplehan  pembayaran
berkala:;

Leuntutigan karena pembebazan utang, kecuah
sampai dengan jumlah tertenta vang ditetapkan
tdlengan Petutursn Pemernintah;

keuntungan schisih kurs mata uang asing,
gelisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

Preml asuranst,

aran yang diterima atay diperoleh perkumpalan
dari anpggotanya vang terditi dari Wajib Pajak
yvang menjalankan usaha ataw pekerjaan bebas;
tarnbwban kekayaan neto yang berasal dari
penghaslan yang belum dikenakan pajak;
penghasilan dar usaha berbasis syamah;
imbalan bunga sebagaimans dimakyud dalam

Undang-Undang yang merngatilr  mengonai
ketentuan urnam clan 1ala cara perpajakan; dan

surplus Bank Indnnesia.

Dikecualikan dari ketentuan sebapaimana dimaksud
pada ayal {1], warga negara asing vang telah menjadi
sulyek pajak dalam negen dikenal Pajak Penghazilan
hanya atas penghasilan vang diterima atay diperaleh
dan Indonesia dengan ketentuan:

H.

b

memilikl keahban  tertentu  sesvai  dengan
ketentuan peracturan perundang-undangan; dan

berlaku selama 4 {empar] rahun pajuk yanp
dihitung =sejak rmenjadi subjek pgjak dalam
negeri.

{16} Termasuk ...
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Termasuk  dalam  pengerdan  penghasilan  yang
diterima atauw diperoleh dari Indonesia sebagaimana
ditneksud pada avat {la)] betupa penghasilan vang
diterima atau  diperoleh  warga negara asing
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau keglatan di
[adonesia dengan nama dan dalam benwak apapun
yang dibayarkan di luarc Indonesia,

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (la)
tdak berlaku terhadap warga negara asing yang
memanfaatkan  Persetyjuan  Penghindaran  Pajak
Berganda  anlara  pemermtah  Indonesia dan
pementitah  negara mitra atau yurisdiksl  mitra
Fersetujuan Penghindaran Pajsk Berganda tompat

warga nepara asing mernperoleh penphasilan dari luar
Tnddonesia

Dihapus,

Fenghasilan di bawah ini dapat dikenal pajak bersifat
final:

a. petnghasilan  berupa  bunga deposite dan
rablingan lamnya, bunge oblipasi dan surat
Lutang negara, bunga alauw  diskonto  surat
berharga jangka pendek vang diperdagangkan dJi
pasar uang, den bunga smpanan yang
dibayarkan oleh  koperasi kepada  angpeta
koperas: orang pribadi;

b.  pecnghasilan berupa hadiah undian;

penghasilan darn transaksi saham dan sekuritas
lainnye, transaksi derivanf vang diperdagangkan
di brirsy, dan transaksi penjualan saham ataw
pengaliban penvertaan moddal pada perusahaan
pasangannya vang dilerimma oleh perusahaan
rmixlal ventura:

d.  penghasilan dam transaksi pengalihan hacta

berupa tanah dan/atau bangunan, vsaha jasa
konstruksi, usabie real cstat, dan persewaan
tanah danfartau bangunan; dan

£, penghasilan __.
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e.  penghaztlan  tertentu  lainnya,  tenmesuk
penghazilan dar usaha yang diterima alal
dipercleh Wanb Pajak yang memilikl peredaran
brule tertentua,

vang diatur dalam atan berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

{3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. 1. bantuan atau sumbangan, tecmasuk 2akatf,
infak, dan sedekah vang diteritna oleh badan
armal rakal arawy lembaga armil zakat vang
clibentuk atpy disahkan oleh pemennrah dan
yang ditetima oleh penenma zakat yang
berhak atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wanb bapgi pemeluk agama yang
diakur di [ndonesia, yang diterima  oleh
lernbaga  keagamaan yang dibentuk atay
disahltan oleh pemerintab dan yang ditérirma
oleh penerirna sumbangan varg berhak, yang
Kete nCUATITIY A diatur dengan flan
berdasarkan Peraturan Pemenntah; dan

2. harta hibahan vang diternima oleh keluarga
sedarah dalam gans keturanan lurus satun

derajat, badan keapamaan, badan
pendidikan, badan sosial rermasuk yayasan,
koperasi, atau OrETE pribach WHTIR

menjalankan wsaha mikro den kecil,

sepanjang tidak ada hubunpan dengan usaha,
pekenjpan, kepemilikan, atau penguasaan di
antara mhak-mhak yang bersangkutan;

b. warisan;

c. harta termasuk setoran tunar yang ditecima oleh
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
avat {1] huruf b sebapgai penpganti sahar atay
sebaga pengganti penyertaan modal;

. penggantian ...

SK No 1135341 A
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penggantan ataw lmbalan sehubungan denpan
pEkerjaan sty jasy vang diterima 21au diperileh
dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan,
meliputs:

1. makanan, bahan rmakanan, Lahan
minuman, dan/atan minuman bagi seluruh
reganai;

2. mnatura danfatau  kcnikmatan  vang
disediakan di dagrah terienig;

3. natura dan/atau kenikmatan yang haras
disedinkan  oleh pemberi kega  dalam
pelaksanaan pekerjaan;

4, natura dan/atau  kenikrhatan  yang
Bersurmbier  atauy w [ TEREET Angpgaran
Fendapatan dan Belanja Nepara, Anggaran
Fendapatan dan Belanja Dacrab, dan/atau
Anpgaran Pendapatan dan Belanja Desa;
aray

2. natura danfatau kemkmatan dengan jenis
datfatau batasan tertentu,;

pembayaran darm perusshaan asuransi karena
kecelakaan, sakit, atau karcna meninggalnya
orang  yang tertanggung, dan permbayaran
ARUTANSL BCasIows;

dividen atau penghasilan lain dengan kerenbyan

sebagar benikut;

1. dividen yang berazal dar dalam negeri yang
dilernima atag diperoleh Wajib Pajak:

al  orvang pribadi dalam negen sepanjane
dividen terscbut diinvestasikan
di wilayah Negara Kesaluan Republik
Indonesia dalam jangka  waktn
Lertentu;, danarau

bl badan dalam ncger;

2. dividen ...
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dividen yang berasal dan luar negern dan
penghasilan sctelah pajak dari suam
bentuk usaha tefap di luar negen yang
diterima ataw diperoleh Wayib Pajak badan
dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi
dalam necperl, scpanjang  diinvestasikan
atau  digunakan uniuk  mendukung
kegiatan usaha lainnyva di wilayah Negaca
Kesatuan Repubiik Indonesia dalam jangka

wakiu lertentu, dan memenuhi persyaratan
berikut:

4] dividen dan penghasilan setelah pajak
yang dimvestasikan tersebul paling
sedikit sebezar 30% [tiga puluh persen)
tdari laba setelah pajak, atau

b dividen vang berasal dar badan usaha
et luar negen yang sahamnya tidak
diperdapganghkan di  bursa  efek
dinvestasikan di Indonesia zebelum
Direlcruar Jenderal Pajak menerbitkan
surat ketetapan pajak atas dividen

teraett sehubungan dengan
pencrapan Pasal 18 ayal [2) Undang-
Undzang in,

dividen yang herasal edari luar negeri
sehagaimana dimaksud pada angke 2
merupakan:

al] dwvelen yang dibagikan berasal dard
badan wusaha i Juar ncgeri yang
sahamnya diperdagangkan i bursa
clek; atau

by dividen wang dibagikan berasal das
badan wusaha di Towr negen yang
saharnnya tidak diperdagangkan o
bursa efelkk seswai dengan proporsi
kepemilikan saham;

Jd . dalam ..,
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dalam hal dividen sebagaimana dimaksud
pada angka 3 huruf b} dan penghasilan
setelah pajak dari snatu bentuk usaha tetap
di luar negen sebageimana dimakesud pada
angka 2 dinvestasikan o wilayah Negara
Kesabuan Republik Indonesia kurang dan
40% [tiga puluh porsen] dan jumlah laba
setelah pajak scbapaimana dimaksud pada
angka 2 hurul a] berlaku ketentuan:
al atas dividen dan penghasilan sefelah
pajek vang dunvestasikan tersebut,
clikecualikan darl pengenaan Pajak
Penghasilan;
bl alaz szelissth dan 30% [biga puluh
persen) laba setelah pajak dikurangi
denegan dividen dan/atau penghasilan
setelah  pajak  vang diinvestasikan
sebagaimana dirneksyd pacla huea! a)
dikenai Pajak Penghasilan; dan
] ates sisa Jaba selelah pyak dikuranp:
dengan dividen dan/atan penghasilan
setelah pagak  wang  dunvestazikan
schagaimana dimaksud pada huruf a)
geTta atas  selisih sehagaimana
dimaksud pada hurul b), tidak dikena
Fajalr Penghasilan;
dalam hal dividen sebagaimana dimaksud
pada angka 3 huruf b dan penghasilan
setelah pajak dan suatu bentuk usaha tetap
di luar negeri schagaimana dunaksod pada
angksa 2, dilnvestasikan di wilavah Nepara
Kesatuan Hepublik lndonesia sebesar =il
dari 30% (tipa puluh persen) dan jumlab
laba setelah pajak sehagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf a) berlaky ketentuan:
al atas dividen dan penghasilan sefelah
pajak vang dinvestasikan tersebuat
dikecualikan dari pengenaan Pajak
Penghamilan; dan

L} atas ...
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b] atas =isa laba setelah pajak dikurangi
dengan dividen dan/atau pernphasilan
getelah pajak yanp  diinvestasilan
sebapaimana dimaksud pada baral a),
tidak dikenal Pajak Penghasilan;

dalam hal dividen yang berasal dari badan
usaha di luar negeri yang =ahamnya tidalk
diperdagangkan ei bursa efelk
diinvestasikan di Indonesia setelah Divekour
Jenderal Pajal renéerkntian surat
kelstapan pajak atps  dividen  terschut
sehiubungan dengan penerapan Paszs]l 18
ayat (2} Undang-Undang ini1, dividen
dimaksud tidak dikecualikan dari
pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana
ditnaksud pada angka 2,

PEFEE Naat Pajak Penphasilan alag
petighasilan dar uar negert tidak melalol
bentuk usabha tefap yang diterima 4ran
diperaleh Wank Pajak badan delam nepent
atau Wajib Pajak orang prnibadi dalam negeri
dikecuahkan dan pengenaan Pajak
Penghasilan dalam hal penghasilan tersebuat
diinvestasikan di wilayah Negara Kezatuan
Repukblik [ndonesia dalam janpghka waktn
terteni dan memenuhnl | persyardlan
berikoud:

4] prnghasilan berasal dan usaha akhl di
luar negen; dan

by bukan penghasilan dari perusahaan
vang dimiliki di luar negeri;

pajak atas penghasilan yang telah dibayar

atau  terutang  di lwar  negert aras

penghasilan sebagaimana dimalsad pada

anghka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:

ap tidak dapat diperhitungkan dengan
Pajak Penghasilan yang teratang,;

k]  lLidak dapat dibebankan schapal maya
Atau pEngLUrang penghasilan,
dan/atan

c] tidak dapat dimintakan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak;

9. dalam ...
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9. dalam hal Wajib Payak tidak

MENEINYeSFas Karl penghasilan dulam
Jangka  wakmn tertentur sebagmimana
dimaksud pada anghka 2 dan angka 7,
beriaku ketentuan:

a)  penpghasilan dari lar neger terssbaat
memypakan penghasilan pada lahun
pajalk diperoleh; dan

B Pajak ataz penghasilan vang telah
dibayar atau terutang di luar negeri
Atay penghasilan tersebut merpakan
kredit pajak scbagaimana dimaksud
dalam Fasal 24 Undang-Undang ini;

10, dihapus;

iuran yang diteritna atay diperoleh dana pensiun
vang pendiciannya telah disahkan Omritas Jasa
Kevangan, baik yang dibayar oleh pomberi kerja
MAUPUN pogawai;

penghasilan dar modal yang ditanamian oleh
dana pcnsian sebagaimana  dimaksud  pada
hurul g, dalam bidang-bidang tertenfu,

bapian laba atau =izsa hasil usabs vang diternima
atau diperoleh angeota darl koperasi, perserodan
kamandirer yang modalnya tidak terbagi atas
saharn-saham, persckutuan, perkumpulan,
firma, dan kongsi, termasuk pemegang undt
penyertaan kontrak investasi kolelnf:

dihapus;

penghasilan yang  diterima ateu diperoleh
perusahaan modal ventura berupa bagian laba
dari badan pasangan usaha yang didinikkan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
dengan syarat badan pasangan usabu tersebut:

1. mergpakan perusahaan mikre, kecil
menengal,  atau yang  menjalankan
kegiatan dalam scktor-scktor usaha yang
diatur dengan atau berdasarkan Peralliran
Menten Keuangan: dan

2. sahamnya ...
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2. sahamova ddak diperdagangkan i bursa
efek i Indonesia;

heasiswa vang memenuhl persyaratan tertenta,

siza lebih yang ditcrima atau dipereleh badan
atau lembapga nirlaba vang bergerak dalam
bidang pendidikan dan/ataon bidang penelitian
dan pengembangan, vang telah terdaftar pada
inatansi yang membidangiovy, yang ditanamkan
kembel dalam benink sarana dan prasarana
kegration pendidikan dan/ataw penelitian dan
penpemlangesn, dalam jangka wakiu paling lama
4 fempat) tahun seak diperolehnya sisa lebih
tersebul;

banilian atau santunan yang dibayarkan oleh
Badan Pcnvelcngeara Jaminan Sosial kepada
Wajib Pajak tertentu,

dana seteran Biayva Penyelenggaraan Ibadah Hag
[BPIH) <lan; ntau BPIH khusus, dan penghasilan
dan pengembangan kewvanegan haji dalam bidang
ataw instrumen  keuangan tertentu, diterima
Badan Pengelola Keuanpan Haji [BPKH), dan

siza lebih yang ditenma/diperoleh badan atay
lembaga  soszial danfetay  Keagamaen  yeng
terdaftar pada instanz yaong membidanginys,
vang ditanarmkan ketnbal dalam bentuk sarana
dan prasarana sosial dan kecagamaan dalam
jangka wakiu paling lama 4 {empat) tahun scjak
diperolehnva sisma lebih tersebur, ataun
ditempatkan scbagal dana abadi.

2. HKetentuan ayat (1) Pasal & divbah sehingesn berbuny
sebagal berikat:

(1)

SK No 15347 A

Paszal &

Besarnya Penghasilan Kenz Pajak bag Waylb Pajak
dalarm megen dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan  penghasilan bute  dikarang biaya
unfuk mendapatkan, menagih, dan memelihaca
prenghasilan, termasuk:

a. hiayva ...
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Ewaya vang secara langsung atau tidak langsung
berkaitan dengan kepiatan vsaha, antara lain:

1. aya pembelian bahan,

2. ava berkenaan dengan pekeqaan atau
jasd  lermasuk  upah, s, honorarium,
bonus, granbkasi, dan tomjangan yang
diberikan dalam bentuk uang,

bunga, sewa, dan royalti;
blava permalanan;

biava pengrlahan himbah;
premi asurans;

biava promosi dan penjualan;
higya administrasi; dan

e I

9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
penyusUtan atas pengeluaran uniuk
mcmperoleh harta berwnjud dan amarrisas] atas
penpeluaran untuk memperoleh hak dan atas
Liayva lain yang mempunval masa manlaat lebib
dati | (saty) 1ahun sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 11 dan Pasal 114;

wran kepada dana ponsiun vang pendiriannya
lelab disabkan oleh Otontas Jfasa Keuangan;
kerugian karcna penjualan atag  pengaliban
harta yang dimiliki dan digunakan  dalam
perusahaan  atau yang  dimiliki untuk
mendapatkan,  menagih,  dan memelihara
penghasilat,

kerugian $chxh kurs mata uang asmg;

bnayy penelitian dan pengembangan perisahaan
vang dilakukan di Indonemia;

biaya beasiswa, mapgang, dan pelatihan;
piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
dengan syarat:

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam
laporan laba rapi kemersial;

2. Wajib Pajak harmis menyerahkan  daftar
piutang yang tidsk dapat ditagih kepada
Chrektocat Jenderal Pajak, dan

3. 1elah ...
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telah diserahkan perkara penagihannya
kepada Penpadilan Negerl atag  instansi
pemerintal yang  Mmenanganl | pruatang
negara; atau adanva perjamlan tertulis
METECTIA] penghapuszan plutang/
pembebasan utanp antara kreditur dan
debitur yang bersanghutan; arau telah
dipublikasikan dalam peoerbitan umum
atau kKhusus; atay acdanya pengakuan dan
debitur babwa utanpnys telah dihapuskan
uriiuk jumlah utang tercentu;

4. syaral  schagaimana dimaksud  pada
angka 3 tidak berlabu untuk penghapusan
piutang tak  tertagih  debitur  kecil
schagaimana dimaksnud dalam Pasal 4
ayat {1) huraf k;

i. sumbangan dulam rangka  ponanggulangan

benvana nasional yang ketentuannya  diatar
dengan Peraturan Pemerintah;

J-  sumbangan dalam rangka penelitian  dan

pengembangan vang dilakulan di Indonesia
yvang kcrentuannya diatur dengan Peraturan
Fermnerintah;

k. biava pembangunan iplrastrukiur sosial vang
ketentuannva  diatur  dengan  Peraturan
Pemerinlah;

. sumbangan tasilitas pendidikar Varng
kelentuannya diatur . dengan . Peraharan
Pemcrintah;

m. sumbangan dalam rangks pembinaan olahraga
vang ketentwannya didiur denpan Peraturan
Pemerintah clan

n. biava penggantian atzu mbalan yang diberikan
dalarm benluk natura dan/atau kenikmatan.
Apabila penghasilan  bruto  setelah  penguranpan
sebapaimanea  dimeksud pada avat (1) didapat
kerugian, kerugian  terscbut  dikompensasikan
dengan penghasilan mular tahun pajak berikutnya

Berturil-turut sampal dengan 5 [hitne) lahun.

(3} Kepada ...
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(3} EKrepada orang pnbacli sebagan Wapnh Pajal dalam
negerl diberikan pengurangan berape Penghasilan
Tidak Kena Pajak sebagrimana dimaksud dalam
FPasal 7.

Ketentuan ayat [1} dan ayat (3) Pasal 7 diubah, di antara
ayat [2) dan ayat (3} Pasal 7 di=isipkan 1 {satu} ayat, vakni
avat (2a), serta penjelasan ayat [2) Pasal 7 diobah
sehapamana tercanbim dalam penjelasan pasal demd
pasal sehimges Pasal 7 berbunyg sebaga benkat:

Pasal ¥

{1} Penghasilan Tidak Kena Pagjak per tahun dibenkan
paling scdikit:

a. Rp534.000. 000,00 [lirna pulub empat juta rmupiahyp
untuk dirn Wajib Pajak orang pribadi,

b.  Rpd 500.00000 {ermpat juta Tima catis mbu
rufriah)] tambaban oniuk Wajils Pojak  yuang
Kawin;

.  Rpd4.000.000,00 (lima puluh empat juta rnamali)
tambahan  untuk  seocrang  isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan
suaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal A
ayar |1); dan

. Rpd 500000 00 jempal juta Ima tatus ribu
ripiahp tamBaban umiuk setiap angeotas Keluarga
sedaraty dan kelusrga scmenda dalam pans
keturunan lurus scrta anak angkat, yvang
mcrjad! tanggungan sepenuhnya, paling banvak
3 {tiga) crang untuk setiap keluargs.

(2] Penerapan ketentuan sehagaimana dimaksad pada
ayat (1) ditentukan aleh keadesn pada awal tahun
pajak atan awal bagian labun pajale.

{2a) Wajib Pajak crang pribadi yang memiliki peredaran
brute tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
avat {2] huruf e tudak dikenal Pajak Penghasilan acas
hagiar Preredaran Lirute JAMPAl denpan
Rp200.000, 00000 (ima ratus Juta mumah) dalam
| {salu) lahun pajak

{3} Penyesuaian ...
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Penvesualan besamya;

a.

b.

Fenghasilan Tidak Kena Pajak  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}; dan

batazan peredaran bruato tidak dikenai Pajak
Penghasilan  szebagaimana dimaksud pada
ayat [Za],

dilelapkan dengan Peraturan Menteérn Kewangan

setelah dikonsultasikan dengen Dewsn Perweabkilan
Ralkyat Republik Indonesia,

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi
gelragai berikur:

(1]

Pausdl @

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak
bagt Wanb Majak dalam negern dan bentuk usaha
tetap tidak boleh dikurangkan:

1

pembagman laba denpan nama dao dalam bentuk

apapun seperti dividen, termasuk dividen yang

dibayvarktan ¢leh peruisshoan asdrans, Kepada
pemegang polis, dan pembagian sisd hasi] usaha
koperast;

biaya vang dibebankan atau dikeluarkan untuk

kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu,

atan anggota;

pembentukan atau permypikan dana cadangan,

keoyali:

1.  cedangan piatang tak tertagih untuk usaha
bank dan  badan wusaha lain  yang
menyalurkan kredit, sewa puna usaha
dengan hak opsi, porusahaan pembiayaan
konszumern, dan perusahaan anjak piutang
vang dihitung  berdasarkan  standar
akuntansi keuangan yang berlaku dengan
batasan terfenru  sefelah  berkoordinasi
dengan {Motitas Jasa Revanesn;

2. vadlangan untuk usaha asuransi termasuk
vadangan hantuan sosial yang dibentuk
zlzh Badan Penvelengeara Jaminan Scsial;

J. vadangan . .
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3.  cadangan penjaminan untuk L=mbaga
Penjamin Sinpanan;

4. rcadanpan baya reklamasi untuk usgsha
pertambangan;

5. cadangan beaya penanaman kembali untuk
Lsaha kehutanan; dan

B,  cadangan biava PCOUtUpan dan
pemelibaraan tempat pembuangan limbah
industri untulk usaha pengeolahan lirmbah
industrt,

vang memenuhi persraratan tertenty;

pretm asurans kesehalan, asurans kecelakaan,
ARITATS [Iwd, A5Uran%s dwiguna, dan asuransi
beasitwa, yung dibavar oleh Wanb Pajak orang
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja
fdan premi wrsebut dihitung sebagai penghasilan
bagi Wajib Pajak yang bersangkutan,

dihapus,

jumlah  wyang  meéletnln . kKewmjutan yang
dibayarkan kepada pemepang saham atau
kepada pihak yang mempunyai hubungan
shimewa sebagal imbalan sehubungan dengan
prkerjaan yang dilakukan;

harta yang dihibahkan, bantuan atau
sumbangan, dan  warisan  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 aval {3) huraf a dan
hurall b, kecuali sumbanpan  sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal & ayat (1) hurof 1 sampai
dengan hurul m serta zakat yang dicerima oleh
Batan armul zakatl atau lembaga anul zakar vang
dibentuk atau disahkan oleh pemermlab atau
sumbangan keagamaan yvang silatnya wajih bagi
pemeluk agama yang dialoa di Indonesin, yang
ditcrirna oleh lembaga keagamaan yang dibentuk
atau  dizahkan oleh  pemerintah, vang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Feraturan Pemeriniah;

Pajak Penghasilan;

i. biaya ..
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i biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi Wajib Pajak alan orang vang
menjadi [EREeuUngannya;

1. pegl wang  dibayarkan  kepads angpola

persckutuan, firma, atauw perserocan komanditer
vang modalnya tidak terbapi atas saham;

k. sanksi admimstratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan serta sanks pidana berupa denda yan
berkenaan  dengan  pelaksanaan ketentuan
perafuiran perundang-undangan di bdung
perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara  penghasilan yang mempunyal masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan
untuk dibecbankan sckaligus, melainkan dibebankan
melalui penyusutan atau ameortisas sebagaimana
dimalkesnd dalam Pasal 1] atay Pasal 1LA.

Ketentuan avat [7) Pasal 11 diubah, di antara ayat [& dan
avat {7] Pasal 11 disisipkan | (satu] ayat, vakni ayat (6a),
serta Pasal 11 ayat [11) dibhapus schingea Pasal L1
berhuny sebagal beriloar:

{1]

(2]

Pasal 13

Fenyusutan ataz pengeluaran untuk  pembelian,
pendinan, penambahan, perbaikan, atau perubabian
harta berwyyud, kecuali tanah yang berstatus hak
milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, den hak
pakai, yang dimibki dan  dganskan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelibarg penghasilan
Tang mempunyal masa manfaat lsbih dan 1 [zatu)
tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama
brsar selama masa manfaat yang telah ditentukan
bagl harta terechbut.

Fenoyusutan atas pengeluaran  haraa  berwujuod
scbhagaimana  ditmakswd  pada  ayat  [1} selain
bangunan, dapat juga dilakukan calam hagian-
bagian vang menurun selatna masa rpanfaal, yang
dihitung denpan cars menerapkan tanf penyusutan
atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaae
nilar sisa byuky disusiikan sekahigus, denpan syarat
dilakukan secara laat asas,

{3] Peoyusutan ..,
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Penyusutan dimulm  pada bulan  dilakukannya
pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam
proses  pengerjaan, penydsutannya dimulai pads
Balan selesainye pengerjaan harta tersebll,

Dengan persctwuan Direktur Jenderal Payak, Wanh
Pajak diperkenankan melakukan penyusuran mulai
pada bulan harta  tersebut  digunakan  untuk
mendapatkan, menagibh, dan memelihara penghasilan
atau pada bulan harta vang bersangkuten mulai
menghaslkan.

Apatnla Waph Pajak melakukan penilaian kembal
akliva herdasarkan kelentuan sehapaimana
dimakasud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan
atas harta adalah nilal sctelah dilakukan penilalan
kcmbali akoiva tersebut.

Untuk menphitung penyusutan, masa manfaat dan
tarit penyusutan harta bervajud difetapkan sebagai
Lerabedt:

| , Tarif Penyusutan
Kelompok Harta | Mesa |l e
j Avart (1) Ayat |3
L. Eu}:ﬂn - o
Banpunan
Kelompok 1 | 4 Tehun 25 50
Kelompok 2 © B Tahun = 12,5% 25"%
Kelompnle 3 | 16 Tabun 6.35% 12,5%
Kelompok 4 | 20 Tahun 2% 1 0%
Il. Bangunan |
Fermanen 20 Tahun Stk
Tidak 10 Tahun 10%
Permanen

{Ha)] Apabila ...
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&a) Apabila bangunan pecmanen sebagaimana dimaksud

4]

{8}

(4

(1)

pada ayal &) mempunyal masa manfaal melebihi 20
{dua  puluh]  whun, penyusutan  sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1} dilakukan dalam bagian yvang
sama besar, =esual denpan  masza  manfaaf
sebapaimana dimaksud pada ayat [B) atay sesua)

dengan masa manfaat yang sehenarnya berdasarkan
pembukuan Wajik Pajak.

Paovyustan alas harta becwujud yang dimilika dan
digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur
tervendir.

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayer (1] hurof
d atau penarikan harta karena sebab lainnva, maka
jumlabh nilai sisa buku harin {ersebul dibebankan
#ebapal kernlplan dan Jumlah hargs Jwal ataun
PeOKRANUAN  ASUTANSINyE  vang ditcrima atau
diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun
terjadinya penarnikan harta tersebut.

Apabila hasil penggantian  asuransi yang akan
diterima jumlahnya bara dapat diketahui dengan
pastl di masa kemudian, maka dengan persetuyjuan
Chrekrur WJenderal Pajak jumlah sebesar kerugian
sehagaimana dimalesugd  pada ayal (8] dibukukan
sebhaga) bebhan masy kemudian terschut,

Apabila lerjadi penpalihan harta yang memenuhi
syaral sebapaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3]
huruf & dan hurul b, vang berupa harta berwwgud,
maks jumnlah nila: sisa buky harta lersebul lidak
boleh dibeboankan sebapai kerugian bawgil pihak yang
mengalihkan.

{11} Dihapus.

Ketentuan weal [la) Pasal 11A dinbah serta di antara ayat
[2] dat ayar (3] Pasal 11A disisipkan 1 (satu} ayat, yakni
ayat [24) =ehinges Pasal 11A berbunyi scbagal berikuat:

Pasal 114 ...
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FPazal 114

Amortisast atas  pengeluaran untuk  memperoleh
harta tak Dberwyjod cdan pengeluaran lRinoya
lerrmasulk maya perpanjangan hak guna banpunan,
hak pund usaha, hak pakal, dan muhibah (goodutfl)
Yemg meompunyal masa manfaat lebih dar 1 (zatuy)
tshun yang dipcrgunakan untuk mendapatkan,
menaglh, dan memelihara penghasilan dilakukan
dalam bagian-bagian vang sama besar atau dalam
lagian-bagian yvang memarun selama masa manfaat,
yang dihitung dengan  cara menerapkan  fanf
amartisaz ates peogeluaran tersebut alau atas nilas
siga Dk dan pada skhicr masa manfaat diamorisasi
sekaligus dengan svarat dilakukan secara taat asas,

Amortisast dimulal pada  bulan  dilakukannya
pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha terteniu.

Untuk menghitong amoerisasi, masa manfaat Jdan
taril arnqctizasi diretapkan sehagal berikul;

Taril Amaortisasi
Kelompok berdasarkan metoles
Masa
Harta Tak Manfaat .
Berwujud afaa Garis Saldo
LU Menurun
Kelonpok 17 4 tahun 25 S0
Kelompok 2 & tabhun 12.5% 20%
Kelompok 3 | 16 Labun 2, 25% 12.5%
Kelcmpok 4 | 20 tahun | 5% I %5

Apabila harta tak bervuajud sebagaimana dimaksud
pada avat {2) mempunyar masa manfaat melebihi 20
{dua  puluh]  tahun, amortosazi =ehagaimana
dimaksud pada ayor (1) dilakukan sesuwal dengan
masza manfaat scbagaimana dimnaksud pada aval (2)
untuk harta tak bervjud kelompok 4 atan sesuaj
dengan masa manfaat vang sebenarnya berdasarkan
pembukuan Wajil Pajak.

{3} Pengeluaran ...
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Penpeluarann untuk  bava  pendican dan Haya
perluaszan modal suary perusahaan dibebankan pada
tahun terjadinya pengeluaran dtau diamortisasi
sezuai dengan Kelenluan scbagaimans dimaksod
dalarm apan (2),

Armarlisasi atas pengeluaran untuk mempercieh hak
¢tlan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 {zam] tabun i bidang penambangan
minyak dan gaz bumi  dilakukan dengsn
menggunakan metode satuan produksi,

Amortizasi atas pengeluaran untuk mempercleh hak
penambangan selam yang dimaksud pada ayat (4],
hak pengusahasn huran, dan halk pengusahaan
surmiteer alam  serta hasil  alam  laionya vang
mempunyal masa manfaat lekbib daei 1 [sam) taban,
dilakukan dengan menggunakan metode  satuan
produksl setingm tingpinoya 20% {dua puluh persen)
setabian.

Fengeluararn  yang dilakukan scbelum  operasi
komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari
1 {satu} tahun, dikapitalisasi dan  kemudian
diamonisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimang
dimaksud dalam ayat [2}.

Apabila rerjadi pengalihan hatra tak herwujud atao
hak-hak sebagaimana dimaksod dalam avat (1),
avat (4], dan avat (5), maka nilai sisa buku harta atan
hak-hak rersebir dibebankan sebagai kerugian dan
jumlab  yang  ditcmima sebagai pengganiian
merupakan  penghasilan pada  tahun legadinva
pengalihan tersetaat,

Apabila terjadl pengalihan harta yang memenuhi
syarat schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayvat {3
hurufa dan huruf b, vang berupa harta tak berwujud,
maka jumlah nilai sisa Buku harta tersebut tidak
bolch dibebankan sebagai kerugian bagl pihak yang
mengalihlan.

Ketentuan ayat (1), ayat (2). ayet (2], dan ayat 3) Pasal 17
diabzh, Pasal 17 ayat {2a] dihapus, di antara ayat [2d) dan
ayal 13) Pasal 17 disisipkan | {satu) ayar, yakni ayat [2e),
serta penjelasan avar (S dan avat [6) Pasal 17 divbah
schagaimana tercanfum dalam penjclasan pasal demt
pasal sehinpgga Pasal 17 herbuny sebagai berikut:

Pasal 17 ...
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Pazal 17

(1} Tarif pajak yvang diterapkan alas Penghasilan Kena

Fajak bagi:
a.  Wanb: Pagjak orang pribadl dalam negeri sebagas
berikut;
Lapisan Penghasilan Tanif Pajak
Kena Pajak

sAmpal dengan 2%
Rp&0. 000,000 00 jenam tlima persen)
puluh juta rupak)
di atas BEpH0 000 000 1 1 5%
lenam puluh juta rupiah) (Tirma belas
Bt pai dengan prrsen)

Rp2 30 000.000,00  {dusa -
rafus  lima  puluh  juta
rupiah)

di atas Rp250.000.000 G0 25%

[dua ratus lima pulub | jdua puluh lima
juta rapish) sampai persen|
dengan

RpSCHa 000,000,003 (lima

ratus juta mupiah) :

di ates Rp5S00.000.000,00 | 0%
(lima ratus juta tupiah) . [tiga puluh
SETTIA dengan prersen)

Epa. Q00 300, O 00
(hma rruliar rupiah)

di atas o 5%
R a5 GO0 Q00 OO O itiga puluh lima
{hma mahar rapah) perseh)

b. Waiib Pajak badan dalam negeri dan bentuk
usaha tefap sehesar 22% (dua puluh dua persen)
vang tulal berlaky padae tahun pajak 2022
() Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hueuf a
duapal diubah dengan Peraturan Pemerintab serelah
disampatkan  olch  pemerintah kepade Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas
dan discpakati dalam  penylsunan  Rancangan
Anpgaran Pendapatan dan Belanja Megara,

{2a) Dihapus ...
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Dihapus.
Wajik Pajak bhadan dalam nepgeri:
2, berbentuk perseroan terbuka;

b, decnpan jumlah kesclumibhan saham yang ciselor
dipcrdagangkan pada bursa efelk di Indonesia
paling sedikit 40% {empat puluh perzen); dan

c.  memenuhi persyaratan terteniu,

dapat mermperoleh taril sebesar 3% {tiga persen| leuh
rendah dari tanf sebagaimana dimaksud pada avat (1)
burul L.

Tarilyang dikenakan silas peneghasilan berupo dividen
yvang dibagikan kepada Wapb Pajak orang pribadi
dalam negeni adalah paling  tinggl  sebesar
10% {zepuluh persen| dan bersilat final.

Yerentuan lebih lanjut mengenar besarnya tarifl
sebopaimana dimaksod pada ayat (2e] diatur dengan
Paraltcan Pemerinlab.

Eetentuan lebih lanjutl mengenal persyaratan lerieniu
sehagaimana dimaksud pada ayat (2b) hurmat e diatur
denpan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Besarnya  lapisan Penghasilan Kena  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof a dapat
diabah dengan Peraturan Menteri Kevangan.

Urtyk keperluan penerapan tarl pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), jumlah Penpghasilan Kena
Pajauk dibulatkan ke bawah dualam nbuan ruplah
peouh.

Besarnya palak yvang teratang bagi Wajlh Pajak orang
pribadi dalam negen yang teratang pajak dalam
bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1& avat {4], dihitung sebanyak jumlah hari
dalam Dbagian tahun pajak teraebut dibapi 3600 [
ratus enatn pulah) dikalikan dengan pajak yang
terutang untuk 1 {satu) tahan pajak.

Uniuk keperluan penghilungan pajak sebapaimana
dirmaksud  pada avat [(5), tiap bulan vang penuh
dibitune 370 (tiga puluh) han.

(7] Dengan ...
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7] Dengan Peraturan Pemenntah depat ditetapkan tanf
pijak  lersendini alas  penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), scpanjang tidak
mclechbihi tanf pajak tertingpi schagaimana terscbut
pada ayat 1)

Eetentuan avarl (1] Pagal 18 dmibah, Pazal |8 ayat [Be)
dibapus,  penjelasan Pasal 18 dilambahkan, dan
prnyelasan ayat  [(J) Pasal 18 diubah  scbagaimana
tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal schungpa
FPa=al 18 berbunvi schagal benkut:

Paszal 18

(1) Mentenn Keuvangan berwenang  meogatur  batasan
jumlah hiava panjaman vang dapat dibebankan unouk
keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-
Undang ini.
(2] Menteri Kenangan berwenang menetapkan saat
diperolehnya dividen oleh Wajilh Pajak dalam negeni
atas penyertaan modal pada Badan wusaha i haaer
nepger aclan badan uisha yang menjval sahamnoya di
hursa efek, dengan kelenluan sebugal Lerikal
A besarmys penyertaan modal Wapk Pajak dalam
negeri tersebut paling rendah S0% {(lima puluh
persen| dan jumlah saham yang disetor; atau

b.  sccara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam
negeri l[ainnya memiliki penyertaan meodal paling
rendah 5% (lima puluh persen} dam pamlah
saham vang disctor,

(3F Dhrektur  Jenderal  Pgek  bervenanpg  untuk
menentukan kembali besarnya  penghasilan dan
PETIRUrANgan serta mencentukan ntang sebagal modal
untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak
bapi Wajib Pajak wang mempunyar  hubungan
islimews denpan Wajilbk Pajak lainnya sesuai dengan
kewajaran dan kelaziman  uszaha  yang  tidak
dipenganithi  cleh hubungan  istimewa  dengan
mengeunakan metode perbandingan harpa antars
pihak yang independen, metnde harga penjualan
kembal, mernde biaya-pius, atau metode lainna.

[3a) Direltyr ...
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Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
perjarpian dengan Wajik Pajak dan bekerja sama
denpan pihak oloritas prjak negara lain untuk
menenitkan harga transaks antar pihak-mhak vang
mempunydal hubungan ishimews sebagaimana
cimaksud dalam ayat (4}, yang berlaku selama suafy
pcriode  kertentu dan mengawasl pelaksanaannya
zerta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu
tersebut Beralinir.

Wajib Pajak vang melakukan pernbelian saham atau
aktiva perasahbaan melahn pihek lein atau badan
yang dibeniak unluk maksoud demikian (special
rurpose compony], depat ditetapkan sebagar phak
vang scbenarnyva melakukan pembelian  (ersehut
scparyang Wanb  Pajak  yang  bersangkutan
mempunyar hubungan istimewa dengan pihak lain
atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran
penetapan harga.

Fenjualan atau pengalihan saham perdsabaan antara
[condurt company ataun special purErase companty) Yoos
didirnkan stau bertempat kedudukan di nepars yang
mecmnbenkan perlindungan pajak [tax heven couniry]
vang mempunyal hubungan istimewa dengan badan
vang didinkan atan  bertempat  kedudukan
di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia
daprr ditetapkan selaga penjualan atau pengalihan
sabam  badan yang  didinkan atal bertempat
kedudukan di Indonesia aten benbuk useha
tetap di Indoncsia.

Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak
aorang pribadi dalam negeri dari pemben kerja vang
memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain
vang Lidak didirikan dan odak berteompat kedudoboan
i Indomesia dapat ditentukan kembah, dalam hal
pembert Kerja mengalihkan selurab alea sebagian
penghasilan Wajib Pajak arang pribadi dalam negeri
tersebut ke dalam bentuk tnava ateud pengeluaran
laimmya waEne dibayarksan kepada perusshasn yang
tidak didinkan dan tdak bertempatr kedudukan
di Indoncaia terschut,

Dihapus.

4] Hubungan ...
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(41 Hubunpan istimcwa scbhagaimana dimaksud pada
ayat (3] sampai dengan ayat [3d], Pasal 9 ayat {1}
huruf I, dan Pasal 14 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyal penyertaan  muewlal
langsung aran tidak lanpgsung paling cendah 25%
fda pahabe lima persen) pada Wb Pajak lain;
hubungan antara Wajb  Pajak  dengan
penvertaan paling rendah 23% {dua puluh lima
persen] pada dua Wallb Pajak atan lebih; ataw
hubungan di antara dua Wajit Pajak ataua lebih
vang dizebut terakhir

b.  Wajib Pajak menguasal Wajib Pajak lainnya atay
dua atau lehih Wajibh Pajak berada i bhawah
penglassan vang sama bak langs:ung maupun
tidak langsung; alau

¢, terdapat  hubungan keluarga balk sedarsh
maupun scmenda dalam pars keturonan lurus
dan fatau ke samping satu derajat.

(3] Dhhapus.

9. Ketentuan Pasal 32A diubab sehingga Berbuny sebagai
barnkut:

Paxal 3ZA

Pemerintah berwenang rnembetigk dan/fatau
melakzanakan perjanjian danfalan kesepakalan di bidang
perpajakan cdengan  pemenintah negara mitra  atau

sk s mitra, balk secara bilateral maupun multlateral
alam rangka;

a. penghindaran  pajak berganda dan  pencegahan
penpclakan pajak;

tr. penoegsban pengecrusan basis  permnajakan dan
penpgeseran laba;

. pertukaran informasi porpajakan;
d. bantuan penagihan pajak; dan
kerja zama perpajakan lainnyva.

14y, Digncars, .

SK Mo [15562 A,
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10. I[h antara BAR V1 dan BAB VIHI disisipkan 1 (satu)] bab,
yakm BAE VIIA schingga berbunyil sebagal berilout;

11.

BAB VIIA

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Dy anlars Pasal 320 dan Pasal 33 disisipkan 1 {satu] pasal,
yvakol Pasal 220 sehingga berbuny sebagzan benkue;

Pasal 32C

Ketentuan lebih lanut menganas:

d.

penghasilan berupa keuntungan karena pengahhan
harta beruapa hibah, baniuan, alau sumbangsan yanyg
dikecyalikan dan ohjek pajak karena diberikan
kepoada keluarge sedarah dalam gans keturunan
lurus saru derajat dan badan keapamaan, badan
pendidikan, badan sosial  termasuk  yayasan,
koperasi, atau orang pribadi vang menjalankan usaha
mikro dan kecil, sepanjang tidalk: ada hubunpan
dengan  wzaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
peEOgUARAAN 3 anlarg pihiak-pihak YENE
hersanplutan sebapiimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) hurul d angka 4,

kriteria keahlian tertemtu serta pengenaan Pajak
Prnghasilan bam warga negara asing sebagawnana
diumaksud dalarn Pasal 4 ayat [1la),

harta hibahan yvang diterime oleh keluarga sedarah
dalam paris keturunan lurus samn dergjal, badan
keagamaan,  badan pendichkan,  badan sosisl
terrnasul vavasan, Roperast, aldu orang pnbadi yang
retjalankan usaha mikre dan keol, sepanjang tidak
ada hnhungan clengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atal pengliasaan di antara plhak-pihak
yang bersangkutan, yang dikecualikan dar objek
pajak sebagaimana dimaksud dalam Fasal 4 ayat {3]
huraf a aneka Z;

d. penggantian ...
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penggantian atau umbalan  sehubungan  dengan
peckerjaan atau jasa yang diterima ataw diperoleh
dalam bentuk natura dan/atan kenikmatan yang
dikecyuahkan dari objek pajak scbagaimana dimakaud
dalam Pasal ¢ avat (3} hural d;

knterim, janpks wakta, dan perubahan  batasan
dividen  yang  diinvestasikan,  serta ketenluan
pengecualian Pajak Penghasilan atags dividen ataa
penghaszslan  lan sehaguimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) hurut [

penghasilan dan penanaman modal dalam bidang.
tndang tertentu yang diterimna olch dana pensiun,
yang dikecualikan dar objek pajak sebagaimana
dhmaksud dalam Faszal 4 ayat {3] huaraf b,

beasiswa yang mcomenuhi persyvaratan tertentl Yang

dikecoalikan dari ohjek pajak sebagaimana dimalksod
dalam Pazal 4 ayat (3) bueal I,

sisa Jelih wvang dilerima atau diperoleh badan atau
lembiaga rmirlahy yang  bergerak  dalam bidang
pendidikan danfatauw bidang  peneliban dan
prngembangan, yang dikecualkan dari objek pajek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayar [3)
hural m;

bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan
Penyelenpgara Jarminuan Sesial kepada Wapb Pajak
tertenly, yang dikecualikan dari objek  pajalk
sebagamana  dimaksud dalam Pasal 4 avat (3]
hurul n;

dana setoran Biayva Penyvelenggataan Thadab Huaji
(BFtH| dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dan
pengembangan keuangan haji dalam bidang atau
instrumen keuangan fecfentu yang diterima Badan
Fengelola Keuangan Hap (BPKH), yang dikcoualikan
dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 avat (3} huraf o

k. siza ...
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=isa lebih vang diterima/diperoleh badan atau
lembaga sosial dan keagamaan, yang dikecualikan
dari objek pajak sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 4 avat [3) huruf p;

bhiaya promos duan penjualan yang dapal dikurangkan
dar penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & ayat (1) huruf a angka 7;

plutang yang nyvata-nyata tidak dapat ditagih yang
dapat dikuranpkan dan  penghasilan  bruto
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat [1}
hurufl b

biaya penggactian sfau imbalan yang diberikan
dalatn bentuk natura dan/atau kenikmatan vang
dapat  dikurangkan dan penghasilan  bruto
stbagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1)
huruf n;

pembentukan atau pemupukan dana cadangsn Yang
dapat dikurangkan dari  penghasilan  bruto
selagrimana  dlimaksud dalam Pasal ¢ avat (1)
huraf o

kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan
penghitungan penyusutan sebagamrnana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat &) dan ayat [bal,

peoyusutan ataz harta berwujud yang dionilikl dan
digunakan dalam bidang usaha rertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7);

saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pazal 11A
aval [1a);

peneghitungan  amorbisasl =ebapaimana  dimaksad
dalarn Pazal 11A avat [2) dan ayal {2a);

batagsan jumlah maya pinjeman yang  dapat
dibebankan untul keperluan penghitunean pajak
schaganana dimakzaud dalam Pasal 18 ayvat [1];

u. penetapan ...
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penctapan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak
dalam negeni atas penyertaan modal pada badan
usaha luar negeri selain badan usahe yang menjual
sahamnya di bursa efek gebapaimana cimaksod
clalam Pasal 18 ayvat [2);

PENeETApEn pEringip kewajaran dan kelaziman usaha
dalum rangka penghitungan besamya Penghasilan
Kena Pajak bagi Wb Pajak vang mempunyai
bubungan i1stimewa dengan Wajib Pajak lamnnya
scbagaimana dimaksud dalam Pasal LB ayat [3);

pelaksanaan  peganjian  pembentukan Rargs
transaksi antar pihak-pihak yang  mempunyal

hubungan istunews scbhapadmans dimaksud dalam
Pasal 15 avar (3a):

penclapon pihak  yang  schenarnya  melakukan
pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui
Pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud
demikian [spectal purpese compoany) sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayval (3h];

penetapan penjualan atas pengalihan saham badan
yang didirtkan  atauw  bereempat kedudokan  di
Irdanesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia
sebhagaimana dimaksud dalarm Pasal 18 ayat {3¢];

penentuan  kembali besarnva  peaghasilan yvane
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan
pembert kerja vang memiliki hubungan istimewa
dengan perusahaan lain yang lidak didirikan dan
tidak Lertecpal kedudukan  di Indonesia
sebagrimana dimakcsud dalam Pasal 18 avat [3d);

kriteria hubunpan istumewsa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4];

pembentukan  danfataun  pelaksanaan perjaniian
dan/atau kescpakatan  di dang  perpajakan
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 32A,

diatur dengan ataw berdasarkan Peraturan Pemmerinlah,

BaB IV ..
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BAB IV
BPAJAK FERTAMBAHAN NILAI

Pasal 4

Bcberapa  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembsran Negora
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Megara  Republik Indenesia Nomor  3264)
sebagsimana delah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan
Relipa atas Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan .Jasa dan Pajak Penjualan
ataz Barang Mewah {Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomeor 50649}, sebagai berikur:

1. Ketentuan ayar [2) dan ayal [2) Pasal 4A diubah schingea
Pasial 44 berbunyi seboagal beribut:

Pasal 4A

(1] [hihapus.

(2] Jerus barang yang tidak dikenai Pejak Pertambahan

Milai, yakni barang rertenty dalam kelompok barange
selrapAl berikr:

a. cikapus;
k. dihapus,

¢, makanan dan minuman yang disgjikan di hotel,
restoran,  mamah  makan,  warung,  dan
sejenisnya, rmeliputi mekanan dan minuman
bak yang dikonsumsi di tempat maupun tidak,
termasuk makanan ¢danm minuman yang
discrahkan oleh usaha jasa bogs atzu Katerning,
yang merupakan ohjiek pajak daecrah  dan
retrabusi ddecrah sesual  dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pajak
daerah den rotnbusi dacrah; dan

d. uang ...



S Na L15568 A

)

d.

@

PRESIDERM

REPUBLIN, 1IHDOMES]A

B

Lang, emas batangan  untuk  kepentingan
vadangan devisa ncgara, dan surat berharga.

Jenis jaxa yung udak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
yakm jasa tertentu dalam kelompok jasa sebaga

berikut:

a. dihapus;

k. dibhapus;

. dibiapus;

d.  dihapus;

¢,  dihapus;

I, )asa keapamaan,

g. dihapus;

k. jasa kesenian dan hiburan, meliputi sermua jenis

Jasa vang dilakukan oleh pekerja sern dan
hibaran yang merupakan objek pajak daerah
tlan refnibus dacrah sesual dengan ketenfilan
peraturan porundang-undangen di bidang pajak
dacrah dan retribusi daecah;

dihapus,
dihapus,
dihApus,

jasa perhiclelan, meliput [asa penyewasn Karmar
dan/atau jasa penyewaan ruangan J holel yang
metupakan objek pajalk daerah clan retribusi
daecrah sesual denpan  ketentdan  peraturan
perundang-undangan i bhidang pajak daerah
dan retribuszi dagrah;

jasa vang disediakan oleh peomerintah dalam
rangka menjalankan  pemerintahan secara
urnum, melipull semua jenis jasa sehubungan
dengan kegiatan pelayanan yvang hanya dapat
dilakukan  oleh  pemerintah sesuai  dengan
Rewendnganmya berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan jasa lersebur tidak
dJapat discdiakan oleh beniik usaha lain:

L. jJasa ...
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o Jasa penyediasn tempat parkir, meliputl jasa
penyediaan atau penyclenggaraan tempat parkis
vang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atan
pengusaha pengelola tempat  parkic Kepada
pengguna tempat patkir vang merupakan objek
pajak daerah dan retribusi dasrah sesuai dengan
ketetilger peraturan porundang-undangan di
hiclang pajak dacrah dan recnbusi daerah;

0. thhapus;
p. dihapus,; dan

€. ]asa boega atau katering, meliputi semua kepiatan
pelayanan penvediaan makanan dan rmngman
vang merupakan abjek pajak  daerah dsn
retribusy  daerah  sesual  dengan ketentuan
peratyran perundang-undangan di bidang pajak
daerah dun renbust daerah.

Ketentuan  avat [1] dan ayat {3) Pasal 7 diubah,
ditambahkan 1 {satu] ayat, yakni ayar [4), serla penjelasan
ayat [2] Pasal 7 diubah zebapsirmana tercantum dalam

penjelasan pasal demi pasal schingga Pasal T berbunyi
zebagal berikut:

Pasal 7

(L Tanf Pajak Pertambahan Milar yaitu:

d. scbesar 11% {sebelas persen) yang emulan berlaku
pada tanpgal 1 April 2022;

b. =ebesar 12% (dua belas persen| yang mulai
berlaky paling  lambat  pada  tanggal
I .Jamuuan 2023,

(2] Tarif Pajak Pertambahan Nilal scbhesar 0% o] persen)
diterapkan alas

a. ekspor Barang Kena Pajak Bervrajud,
b, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Beranajud; dan

. tkspor Jasa Kena Pajak.

{3) Taril ...
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Tari!  Pajak  Pertambahan  Nilal sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] dapat diubah menjadi paling
rendah 3% (lima persen) dan paling rinpggi 15% {lima
bclas perscnl.

Perubahan  1arif  Pajak  Pertambahan Milai
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) diatar dengan
Peraturan Pemenntah  sclclah  disampaikan oleh
Pemerimiah kepada Dewan  Perwakilan Ralorat
Hepublik Indonesia untuk dibahas dan disepakats
dalam penyusunan Rancanpgan Anggaran Pendapatar
dan Belanja Negara.

ketentuan Pasal A avat (2] ditipus, dan ditambahkan |
(gatu] ayat, yakni ayat (3} sehingpa Pasal 8A berbunyi
sebagal herikat:

i1]

{2]
(3]

Pasal 834

Pajak DPertambahan Milai vang terurang dibilung
dengan cara mengalikan tanf zebagaimans dimaksud
dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang
meliputi Harga Jual, Pengeantian, Nilad Impor, Nilad
Ekspor, atau nilai lain.

Dihapls.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
dan/atan Jasa Kena Pajak, impor Bareng Kena Pajak,
scrta  pemanfaatan Barang HKena Pwak Tidak
Bervwujud danfatay pemanfaalan Jasa Kena Pajak
dar luar Deerah Pabean i dalam Daerah Pabean,
vang dalam penghilungan Pajak Pertambahan Nilai
terurang roenpgunakan Dasar Penpenaan Pajak
berapa nilal lain scbagaimana dumaksud  pada
ayal (1], dapal dikreditkan.

Ketenbuan ayal (3, ayat (B}, dan ayat [B} buruaf f dan
huryf g Pasal 9 diukah, Pasal 9 avat (4d)], ayat {7), ayal
(Fal), ayal [Fh), ayat (8] huruf c, dan avat [13] dihepus, serta
penjelasan Pasal 9 avat (4) diubah sebagaitnana lercantum

dalam peiyelasan pasal demi pasal schingga Pasal 9
berbunyi =ebapai berikut-

FPasal 9 ...
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Paszal @

Dibaps.

Fajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikeedithan
dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak vang sama.

Bagl Pengusaha Kena Pajak vang Delum melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Fajak danjartau ekspor Bareng Kena Pajak dan/atau
Jasa Kenn Pyjak, Pajnk Masukan atas perolehan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor
Barang Kena Pajak, zerta pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud danfatay pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean i dalam Daerah
Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi

ketentuan  pengkreditan scaual denpan Undang-
Unddang ini.

Pajak hlasibkan YRNE dikreditkan hatus
mengevnakan Faktur Paak wyang  memenuhi
persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat {3) dan ayat ().

Apabila dalam suatn Masa Pajak, Pajak Kreluaran
lebili besar daripada Pajak Masuksn, =elisihnya
merupalkan Pajak Pertambahan Nilal vang hargs
tligelor olch Prngusaha Kena Pajak.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan
yane dapat dikreditkan lebih besar darpada Pajak
Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak
vanp dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Atas  kelebnhan  Pajuk  Mavukan sebagaimana
dimaksud pada aval (4] dapat diajukan permohonan
pengembaban pada akhir tahun buku.

Dikecahkan dan ketentuan sebapaimana dimakesued
pada aval (4) dan ayat [4a). atas kelebihan Pajuk
Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian
pada seliap Masa Pajak cleh:

a. Penpusaha Kena Pajak yaog melakukan ckspor
Barang Kena Pajak Berwijud;

b. Pengusaha ...
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b.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan  Barang Kena  Pajak  danjfatau
penyeraban Jass Kena Pajak kepada Permungut
Pujak Pertaumbahan Milal,

. Pengusaha HKena Pajak vang melakokan
penyerahan Barang Kena Pajak  danfatau
ponycrahan  Jasa Kena Pajak  vang Pajak
Pertambahan Nilainyva hidak dipungul;

d. Penpgusaha Kena Pajak yang melakukarn ckspor
Barang Kena Pajak Tidek Bervgud;

e.  Pengusaba Kena Pgjak yang melakukan ekspor
Jasha Kena Pajak; dan/atau

I.  dihapus.

Pengembalian  kelebihan  Pajak Masukan kepads
Pengusaha Kena Pyjak scbhagaimana dimaksod pada
ayat (4b] huraf a sampai dengan horol & vang
mempunyal kriteria sebagai Penpgusaha Kena Pajak
berisike rendah, dilakukan dengan peneembelian
pendahuluan  kelebihan  pajak  sesual ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1)
Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang
Ketenfuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
perubahannva.

Chhapus.

Chrektur  Jenderal  Pajak dapat  melakukan
pemeriksaan  terhadap  Pengussha Kena  Pgak
scbagaimana dimaksud  pada ayal  {40) dan
menerbitkan  surat  ketetapan pajak setelah

melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak.

Apabila berdasarkan hasil pemeritksaan schagaimana
dimaksud pada ayvat [4e)], Direkiur Jenderal Pajak
menerhitflzan 3urat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
Jumlah kekurangan pajak ditambah dengen sanksi
achrminisirast berupa bunpa sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang kerentuan Umurm dan Tata Cara
Perpajakan dan perubahannya.

(3 Apabila ..



SK No 1153373 A

(=3

{63]

[Ba]

MRESIDEN
REFPLUBLIK. MMOOHESLA

-T1 -

Apahbila dalam =zuatu Masa Pajak Pengusaha Kena
Fajak melakulan:

#.  penverahan yang  erutang pajak dan Pajak
Masukan YHOE brerlenann dengan
penverahannya dapat dikreditkan; dan

b. penverahan vyang terutang pajak dan Pajak
Masukan yang berkenaan denpan
penyverahannya  tidak  dapat  dikreditkan
den/atau penyerahan yang tidak reratang pajak,

dalam hal bagan penveraban vang terutang pajak
schagaimana  dimaksud dalam horul & dapat
dikerahui dengan pasti dan pembukuannya, jumlah
Pajak Masukan yvang dapat dikreditkan merupakan
Pajak Masukan vang berkenaan dengan penyeraharn
sebapgaimana dimaksud dalam hural a.

Apatnla dalam sualu Masa Pajak Pengusaha Kena
Pajak melakuloan:

a. penvcrahan vanp terutang pmgjak dan Pajak
Masukan yang berkenaan dengan
penyerahannya dapat dikreditkan; dan

v penverabhan yang terutang pajak dan Pajak
Masulan YANg herkenaan dengan
penyverahannya  tidak dapat  dikreditkan
dan/atau penyerahan yang tidak terulang pagak,

sedangkan Pajak Masukan sehubunpgan  dengan
penverahan  vang temutang  pajak  sebagaimana
dimaksud dalam horuf a tidak dapat dikeraliag
dengan pasti, jumlah Pajak Masukan vang dapat
dlikreclilkan dihitung dengan mengeunakan pecoman
pengkreditan Pajak Masokan.

Apabkila sampal dengan janpka waktu 3 (opa) tehun
szjak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak
Masukan sebagaimana cimalksud  pada ayvar [2a)
Feopusaha Kena Fajak belum melakukan peoyerzhan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa hkena Pajak
danfatau ekspor Harang Kena Pajak dan/atan Jasa
Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut,
Fajalk Masukan yang telah dikreditkan dalam janglka
wakly 2 Juga) tahun tersebut menjadi tidak dapat
dikreditkan,

2% Dhhapus ...
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fxb] Dnhapus.

(e

(6}

{Ge)

Jangka walttu schagaimana dimaksud pada ayar (Ga)

bagl sektor usaha tertenty dapat ditelapkan lebih dari
3 [Ligs) tahun.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (Gal
berlaku  juga bagl Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha,
melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atay
dilakukan pencabutan Pengusaha Kens Pajak secara

jabatan dalam jangka waktu 3 {tiga) tahun sejak Masa

FPajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan,

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
aebagaimana dimaksud pada aryat [Ba):

4. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh
Penguseha Kena Pajak, dalam hal Penpgusaha
Kena Pajak: '

I, telah menenma pengembalian kelebihan

vembayaran pajak atas Pajak Masuken
thimaksid; dunfatau

2. telah  mengkreditkan Pajak Masuken
dimaksud dengan Paak Keluaran yang
terutang dalam suatu Masa Pajak,

dan/atau

b. tdak dapar dikompensasikan ke Masa PFajak
benkutnya dan udak  dapat  diajukan
permchonan pengembalian, setelah  janeka
waklu 3 [tiga) tahun sebapaimana dimaksud
pada avat [Ha)] berakhir atau pada  saat
pembubaran [pengakhiran)  usaha, atey
pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebapaimana
dimaksud pada ayat (Bd) olebh Pengusaha Kena
Pajak, dalam bhal Pengussha Hena Pajak
melalkoukan Kompocnzas atas kelebiban
pembayaran pajak dimaksud.

(o) Pembayaran . .
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Pembayaran kembali Pajak Masukan scbapaimana
dimaksud pada ayat {3e} huru! a dilakukan paling
lamhbat:

a. akhir bulan berikutnya setelah  tanggal
berakhirnya  jangka waktu 3 {tiga} rtuhun
sebagaimana dimaksud pada avat [Gal;

b. akhir bulan berikutnya  selelah  tangeal
berakhirnyva jangkas waktu bapi sektor usaha
tertenty sebagamimana dimaksud pada ayat [Be);
atau

c. akhit bulan  berikutnya  sctelah tanpggal
pembmbaran {penpgakhiran) uwsabha  arau
pencabutan Penpgusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (&d].

Dalam hal Pengusaha Kena  Pajzk  udak
melaksanakan kewajiban pembavaran kembali sesuai
dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayar [fH], Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat
ketetapan Pglak Kurang Bayar atas jumlah pajak
vang seharusnya  dibavar  kemball  sebapgaimana
dirnaksigd pada ayat (Be) huraf a2 oleh Pengusaha
Kena Pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga scbagaimana dimaksud dalzm Pasal 13 avat
{2a] Undang-Undang Normor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
perubalhannya.

ihapus.
Dihapus.
Dihapus.

Penghkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud
pada  ayat (2 tidak dapat diberlakukan  bap
Pengeluaran antuk:

#,  dihapus;

k.  pcrolehan Barang Kena Pajzk atau Jasa Kena
Fajak wang tidak mempunyai  hubungan
langsung denegan kepiatan usaha;

. dibapus L.
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c. dihapus,
d. dihapus;
e. dihapus,

. perolehan Barang Kena Fajak atal Jasa Kena
Pajak vang Faktur Pajaknya tidak memenuhi
ketentuan sebapaimana dimaksud  dalam
Pasal 13 ayat {5 atau avat [9) ataw tdak
mencantumbian nama, alamar, dan Nomor Pokok
Wajit Pajak permbeli Barang Kena Pajak atau
ponerima Jasa hena Pajak;

. pemanfaatan  Barang Kena  Pajak Tiudak
Bervujud atau pemaniaatan Jasa kKena Pajak
dari luar Daerah Pabcan di dalam Dacrah
Pabean yeng Fakiur Pajaknya tidak memenuhi
ketentygan  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 13 ayal [G];

h  dihapus;
1.  dihapus; dan
j-  dihapus.

Pajak Masukan vang dapat dikreditkan tctapr belum
dikreditkan Jdengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak
vang Ssama cdapar dikreditkan pada Masa Pajak
berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajalk setelah
berakhirnya Masa Pajak sasl Fakior Pajak dibuat
sepanjang helum dibebankan  selwmgal hiava araa
belum  ditambahbkan  (dikapitalisasi) dalam  harga
perolehan Barang Kena Payal alau Jasa Bena Pajak
sarta memenuhl  ketentuan  pengkreditan sesga
dengan Undang-Undang nu.

Pajak Masukan atas perolehan Barang kena Pajak
dan/atau Jaza Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak,
serla  permanfaatan  Barang Kena Pajak Tidak
Bervujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Fajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Dasrah Pabean
sebelum Pengusaha dikukubkan sebagal Pengusaha
Kena Pajalk, dapat dikreditkan oleh Fenygusahe Kena
Pojak dengan mengeutakan pedoman penghreditan
Pajak Wlasubkan sebesar 80% [delapan puluh prersen)
dar Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

%t} Pajak ..
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(9b) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak

(9]

(10
(11
(12
1.3
{14}

dan,/atau Jaza Kena MPajak, impor Barang Kena Pajak,
serla permanfaatan  Barang Kena Paak Tidak
Beretpued dan/atay pemanfaatan Jasza Kena Pajak
dari luar Dacrah Pabean di dalam Deerah Pabean
vang bdak dilaporkan dalam Surar Pembecitabuan
Masa Pajak Pocriambahan Nilar vang dibernitahulian
danfatau  diternukan  pada waktu  dilskukan
pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena
Pajak sepanjang memenuhl ketentuan pengkreditan
sesual dengan Undang-Undang ini

Pujak Masukan atas perclehan Barang Kena Pajak
danfalau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Fajals,
serta pemantastan Barang Kena  Pajak  Tidak
Brrwujud dan/atan pemanfazatan Jasa Kena Payok
dari luar Daerash Pabean di dalam Dacrah Pabean
vang ditagih dengan penerbitan ketctapan pajak
dapat dikrediflzan aleh Pengusaha Kena Pajak sebesar
Jumilab  pokok Pgjak  Pertambahan  Nilai  yang
tercanium dalam ketcwapan pak denean Ketenbuan
keterapan pajak dimaksud welah cilakukan pelurasan
dan tidak dilekukan wpays hukum sceria mementbn
ketentuan  pengkreditan sesual  dengan Undang-
Undang ini.

Chhapus.

Dihapus.

Dihapus.

Dhhapus.

Dalam hal lengadi penpalihan Barang Kena Pajak
dalam rangka penggabungan, pelcburan, pemekaran,
pemecahan, dan  pengambilahiban usaha, Fajak
Masukan atas Barang Kena Pajak yanp dialihkan
yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak
vang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha
Kena Pmak vang menerima pengalihan sepanjang
Faktur Pajaknya diterima  setelalh  tepadinya
pengalinan dan Pajak Maszukan tersebur belum
dibebankan zebagai biaya atan dikapitalisasi.

5. Dhantara ...



SK Mo L5578 A

i

PRF LI M
REPUBLIE IMDOMNES]A

- ThH -

(1 antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satuy) pasal,
vakni Pasal 9A sehingga berbunyr sebagal beribout:

(1)

]

Pasal 9A

Pengusaha Kena Pajak vang:

4, mempunyal peredaran gsaba dalam 1 (st
tahun buku tidak melebihi jumlah terteni;

b melakukan kegiaran usaha tertentu; dan/atan

c. melakukan penyershan Barang Kena Pajak
tertentu dan falan Jasa Kena Pajak tertentu,

dapat  memungut dan menyetorkan Pajsk
Pertambahan Nilal vang terutang atas penyerahan
Barang Kena Pajak danfarau Jasa Kena Pajak denpan
besaran tertencu.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Baranp Kena Pajak,
zérta  pemanfaztan  Barang Kena Pajok Tidek
Berwujud dan/atau pemanfzatan Jasa Kena Pajak
dati luar Draerah Pabean di dalam Dasraby Pabean,
yang berhubunpan dengan  penyerahan oleh
Penpusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada
arat {1) ndak dapat dikreditkan.

Ketentuan ayar (2} dan ayat (3] Pasal 168 dinbah zerta di
antara ayat (1) dan ayat (2] Pasal 168 disisipkan 1 {satu)
avat, vakni ayat [lal schingga Pasal 16B hertiinyg sehbagsi
beriloar:

(1]

Fasal 168

Fajak terutang tidak dipungut scbagian  atau
schuruhnya atau dibebwskan dari pengenaan pajak,
balk vnrak sementars wakiy maupun selamanya,
untk:

a. kegiatan i kawdasan lertentu  atau  termpat
tertenty i dalam Daerah Pabean;

b.  penyerahan Barang Kena Pajak tertenly atau
penyerahsn Jasa Kena Fajalke rerteniy,

oo 1mpaor ...
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c. impor Barang Kena Pajak terfenig;

pemanfaatan Barang Kena  Pajak Ticdak
Berwujud rectenin clari luar Daerah Pabean ch
dalam Daerah Pabean; dan

¢. pemanl@atan Jasa Keona Pajak tertcntu dan luar
Diacrah Fabean di dalam Daerah Pabean,

diatur denpan Peraturan Pemenintah.

Falak tocrutang tidak dipungoe  sebagian alau
selunihnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak
bartk untuk sementara wakby mavupin selamanya
sebhagaimana dimaksud pada ayzl {1 diberikan
terbatas untuk fujuan:

a.  mendorong ckspor dan hilirisasi industn yang
meTupakan priontas nasional;

I menampung kemungkinan perjanjian dengan
negara lain dalam bidang perdagangan dan
nvestasi. konvensi internasional yang felah
diratilikasl, =erta kelaziman inlemasional
lainnya;

¢, mendorong peningkatan kesehatan masyarakat
melalui pengadesn  vaksin dalam  rangka
program vaksinasi nasional;

d.  meningkatkan pondidikan  dan kecerdasan
banpsa dengan membantu rersedianya buku
pelajaran umum, kital suei, dan buku pelajaran

agama dengan harga vung reladl terjangkau
masyarakat;

e. mendorong pembangunan tempat ibadah;

[ menjamin  (erlaksananya proyek pemerintatb
vang dibiayar denpgan hibah dan/atau dana
pinjaman JJar negeri:

E.  mengakmnodas kelaziman internasional dalam
inportast Barang Kena Pajak terteniy yang
thbebaskan dan pungutan Bea Masuk;

h. membanru ..
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membantu  terscdianya Barang Kena Pajak
dan/atau Jzza Kena Pgjak yang diperiukan
dalam rangka penanganan bencana alam dan
bencana nonalam  yang  ditetapkan  =ebagai
bencana alam nasional dan Bencana nonalam
nasiaonal;

menjamin tersedianva angkulan umum di udaca
utitulk mendorong kelancaran perpindahan arus
barang dan orang di dacrah tertentu vang tidak
lersedia sarsna transportasl  lainnya  yang
memadal, yang porbandingan antara volume
barang dan crang yang harus dipindahkan
dengan sarana transportasi yang tersedia sangat
tinggl; dan/atau

mendukung  tersedianva  barang dan  jasa

tercentu vang bersifol slralegis dalam rangka
pembangunan nasonal, antara laim:

I. Thatang kebuluhan pokob yang  sangat
dibuituhkan oleh rakyat banyalk;

Z. jasa pelavanan kesehatan medis tertentu
dan yang berada dalam sistem program
jaminan kcschatan nasional;

3. Jasa pelayanan sosial;

4. jaza kevangan,

5. jmsa asuransi

B, jasa pendidilkan;

¥ Jaga angkutan umum di darat dan di air

serta jasa anpkutan udara dalam negeri
yvang menjadi bagian tidak rerpisahkan dari
Jasa anghkutan luar negery; dan

8.  Jass tenapga kena.

Pajak Mazukan yang dibayar atas perolehan Barang
Kena Pajak danfatau Jasa kena Pajak, impor Barang
Kena FPmyak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dari lnar Daerah Pabean di dalam
Chacrah Pabean danjatau permanieatan .Jaza Kena
Pajak darn luar Daerah Pabean i dalam Dacrah
Fabean yang atas penyverahannya tidak dipangut
Fajak Pertambahan Milal sebagaimana dimaksud
pada avar (1] dapat dikreditkan,

(3} Pajak ...
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Pajak Magukan yang dibayar atas perolehan Bargng
Eeng Pajak danfataw Jasa Kena Pajak, impor Barang
Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tdak Berwwyud darn luar Daerah Pabean oi dalam
Draacraly MPabean danfatay pemanfaatan Jasa Kena
Fajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean yang ataz penyerahannya dibcbaskan dari
pengenaan Pajak Perntambahan Milar sebagaimana
dirnaksud pada avat (1] tidak dapar dikreditkan.

Di antarsn BAE VA dan BAB V] disisipkan 1 [satu) bab,
vakni BAB VB schinggs berbunyi sebagai berilif:

EAE VB

FENDELEGASIAN KEWENANGAN

Di antara Pasal 16F dan Pasal 17 disisipkan 1 {zsatu} pasal,
valkini Pasat 160 schingega berbunyi scbagai berikut:

Pusal 1605

Ketentuan lcbih lanput mengenai:

o

nilai lain =ebapaimena dimaksud dalam Pasal #4
ayat (1];

kriteria belum melakukarn penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak danjatau ekapor
Barang Kena Pajak danfatau Jasa Kena Pajak
schagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a);

penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan
Pajak Masuken schapaimana dimaksugd  dalam
Faszal 9 aval [4];

Fenpusaha  Kena Pajak  berisiko  rendah yang
diberikan pengembalian  pendahuluan  kelebihan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 gvat (da);

pedoman pengkredican pajak masukan scbagaimana
dJimaksud dalam Pasal 9 ayat [6);

. penentuan ..,
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. penentuan sektor wusaha rtertentu zebapaimana
dirnaksud dalam Pasal 9 ayat [6c);

g pembayartan kemhbali Pajak Masokan sebagaimana
dirmakyud dalam Pasal @ ayat (6] huarul a;

h. pengkreditan Pajak Masukan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal @ ayat (9a), arat (9b), dan ayat [9c), dan

1. jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan
usaha tertentu, jenis Barang Kena Pajak tertentu,
Jenis Jasa Kena Pajak tertentu, dan besaran Pajak
Pertammbahan  Nilar vanp dipunput dan  disetor
sebapaimana dimaksiod dalam Pasal @A ayat (1),

diarur dalam Peraturan Menteri Keuanpar.

BAE

FROGRAM PENGUNGRAPAN SURARELA WAJIE PAJAK

[1]

(2]

(3]

Ffasal 5

Wajib Fajak dapat menpgungkapkan harte bersih yang
beluim atau kurang dinngkapkan dalam sural permyataan
sepanjang Direktur Jenderal Pajnk belum menemukan
data dan/arau informasi mengenai harta dimakeud.

Hlarte bersih sebagaimana dimaksud pada ayvar (1]
toeruprkan rulat bacla dikurangn nilal utang schagaimana
dirpaksiid dalam Undang-Undang Momor 11 Tahun 2016
tentang Penpampunan Pajak.

Surat pernyataan scbagaimana dimaksud pada ayac [1)
mcrupakan surat pernyataan  sebagaimana  dirnaksad
dalam Undang-Undang Nomwor 18 Tahun 2006 lentang
Penpgampunan Fajalo

Harta sebapoimana dimaksud pada avat (2) merupakan
harta yang diperoleh Wajil: Pajak sejak langeal 1 Januar

1985 sampai dengan ranggal 31 Desember 2013,

Harta bersih sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dianggatr sebagal lambahan penghasilan dan dikenai
Puajak Penghasilan yang bersilat {inal.

(&) Pajak ...
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Pajak Penghasilan yang bersifat (mal  sebagaimana
dimaksaud pada avat {5) dihitung dengan cara mengabikan
1arifl dengan dasar pengenaan paak.

Tarf sebagaimana dimaksud pada ayat (6] ditetapkan
sebesar:

]

B% [enam persent @ias harta bersih yang berada di
dalam wilayah Negara Kesaruan Eepublik Indonesia,
dengan kectentuan diinvestasikan pada.

1.  kegiatan usaha sckror pengolahan sumber daya
alarm atou scktor cnergl terbarukan di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dan/fatau

2. surar berharga negara,

8% [Aelapan persen) atas herta bersih yang berada di
dalam wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia
dan tidak diinvestasikan pada;

1.  kegiatan usaha scktor pengolahan sumb=r daya
alam ataun =cktor cncrgh terbarukan di dalam
wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia
danfatau

2. sural becharga negara,

&% [enam persen) ataz harta bersih yang berada di
luar wilayrah Negare Kesatuan Bepublik Indonesia,
dengan ketentuan;

1. dialihkan ke dalam wilayah Negara kesaman
Rcpublik Indenesia; dan

2. diinvestasikan pada:

a} kepiatan usaha sektor pengolahan sumber
daya alam ataw aekior energi terbarukan
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
[ndonesia; danfatau

Iy surat berharga negara,

8% {delapan persen) atas harta bersih vang berada
i ar wilayvah Negara Kesatuan Republik Indonesia
clenpan ketentvan:

1.  dalihkan ke dalam wilayah Megara Kezatuan
Republik Indonesia; dan

A. tudak
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?.  ndak diinvestasikan pada;

a] kegiatan usaha scktur pengolahan sumber
daya alam atau scktor energl terbarukan di
dalam wilayah Nepara Kesaluan Repubilik
Indonesia; dan/atan

bl  suraf berharga nepara,
atau

e. 11% (sebelas persen) atas harta bersih yang berada di
luar wilayah Mepara Kesatuan Republik Indoncsia
dan tidak dialihkan ke dalam  wilavah Nepara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar pengenaan pajak scbagaimana dimaksud pada
ayal [B] vakni sehesar jumlah harta bersih yang belum
atau kurang divngkapkan dalam surat peryataan,

Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung
besarnva jumlah harta bersih sebagaimana dimaksud
pada ayar (8) ditentukan berdasarkan:

a. nilai normunal, untuk harta berapa kas atau setara
kas;

h,  milal vang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Mila: Jual
ek Pajak, untuk tanah dan/atau bangunan dan
Milai Jual Eendaraan Bermotor, untuk kendarsan
bermolor;

e, nilal vang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang
Tbk., untuk emas dan perak;

d. nilai yang dipublikasikan olch PT Bursa Efek
lndoneszia, untuk saham dan waran (Weorront) vang
diperjalbelikan di PT Bursa Ekek Indonesisa;
danfatau

e, nilal yang dipublikazikan oleh PT Penilal Harpa Eick
Indonesia, uwnluk sarat berharga negara dan efck

bersilal utang danfalzg sukok yang diterbitkan oleh
perusabaan,

sesual kondisi dan keadaan harta pada aklur Tahun Pajak
tzrakhir,

Dalam hal tdak terdapal nilai vang dapat dijadikan
pedoman sebagaimana dimaksud pada ayvat (3 horuf b
sampal dengan hurul =, nilal harta ditentulean
berdasarkan nilai dari hasil penilaian kaotor jasa pendlal
publik.

Fazal &6 ...
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Wayih Pajak mengungkapkan harta beraih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1] melalui surat
pemberitabhuan pengungkapen harta dan disampaikan
kepada Direkrur Jenderal Pajak sejak tanpgal 1 Januari
2022 sampan dengan tangeal 30 Jum 2022

Sural  pemberitabuan pengungkapan harta harus
dilampiri denpgan:

a4, bukn pcmbayaran Pajak Penghasilan yang bersifat
Inal;

b daftar rincian harta besecta informast kepemilikan
harta yang dilaporkan;

daftar utang;

d. pernvatasy mengalibkan harta bersih ke dalam
wilavah Megara Kesatuan Republik [ndonesia, dalam
hal Wanb Pajak bermaksud mengalihlkan harta bersih
yang bkerada di luar wilayah Wegara  Kesatuan
Republik Indonesia ke dalam  wilayah  Negara
Kesatuan Fepublik Indonesia sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat {7} bupuf © dan hurul d; dan

¢ pornyataan akan menginvestasidan harta  bersih
pada:

1. kegialan usaha sektor pengolahan sumber daya
alam aral sektor energl terbarakan di dalam
wilayah MNcgara Kesatuan Republik Indonesia;
dan/atau

4. surat berharga nepara,

dalam hal Wajilr Pajak bermaksud menginyestasikan
harta bersih sebagaimana ditmaksud dalam Pasal 5
ayat 7] hurf a dan huea! ¢

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan
lerhadap penyampaian Sa1rdY pemberitahuan
pengungkapan harta aleh Wajity Pajak,

Dalam hal berdesarkan  hasil  penclidan  diketahui
terdapat  kendaksesualan  antara  harta  bersibh yang
diungkapken dengan keadaan yang sebenarnya, Direkiur
Jenderal Pajak dapsl memberulkan atau membatalkan
surat keteranpgan schbagaimana dimaksud pada avat (3],

(=} Wanb ...
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Wajib Pajak yang lelah memperoleh surat keterangen
zehapaimana dimaksud pada ayae {3] ddak dikenad sanksi
pdminiztratifl schagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat [3) Undang-Undang Normor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak.

Crata  dan  informasi yang bersumber  dari surat
pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya
vang diadminisirasikan oleh Kementenan Keuangan atau
pihak lain yang hbeckaitan  dengan  pelaksanaan
Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagay dasar
penvelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana
lerhacdap Wajib Fayak

Kelerniuan lebib lanjut menpenai tata cara pengungkapsan
harta bersib diatar dalam Perataran Menten Kelsangan.

Pasal 7

Wajib Pajak vang menyatakan mengalinkan harta bersih
ke dalam wilayah Negara Kesatusn Republik [ndoncsia
sebogaimana dimaksud dalam Pasal © ayatl {2] horaf d
wajib mengalihkan harta dimaksud pahng lambat tangpal
30 Seprember 2022

Wajik Pejak yvang menyatakan menginvestasikan harta

bersih pada:

g, keplalan usaha sekioe pengolahan sumber daya alam
atau sektor energ terberukan di dalam wilayah
Megara Kesatuan Republik indonesia; danfatau

b, surat berhargs negdra,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2] hural e
wajib menginvestasikan harte bersih dimaksud paling
lambat tanggal 30 Scptember 2023,
Investasli harta bersth schagaimana dimaksugd  fada
avat (2} wajib dilakukan paling singkat 5 [limal tahun sejak
diinvestazikan.
Dalam hal kctentuan schagaimana dimaksud  pada
Ayat (1), avat (2), dan/atau ayal {3) tdak dipenuhi oleh
Wajib Pajak yang menyatakan mengalibkan dandatag
menginvestamkan harta bersih scbapaimana dimaksud
talan Pasal 5 ayar {F] hurof a, hurof b, horaf ¢, atau
huruf ¢, atas bagian harta bersih vang tidak memenuhi
ketentuan  tersehbut diperlabkukan sebagal  penghasilan
vanp bersifat Anal pada Tahun Pajak 2022 dan berlaku
ketentuan:

a. terhadap ...
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terhadap penphasilan dimaksod dikenai rambahan
Faiak Pcnghasilan yvang bersilat final dengan tarl
gsebesar:

1. 4,5% jlempat koma lima persen) bagl Wegib Pajak
vang tidak memenuhy ketentuan sebaguimana
tlimaliaud dalam Pasal 5 ayat (7] huraf a;

2. 4.5% {empat koma lima persen] bagl Wajib Pajak
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimakswd dalam Pasal 5 ayar (7] huraf c angka 2;

2. 7.5% {tujubh koma ima persen) bag Wajib Pajak
vang bdak memenuht ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayar (7] hural ¢, atau

4. 5,5% (lima koma hma persen] bapl Waph Paak
vang tidak mermenuhin ketentuan sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat (7] huruf d
anghka 1,

dalam hal Direkioae Jenderal Pajak menerbitkan Surat
Eetctapan Pajgk Kurang Bavar; atay

terhadap penghasilan dimaksud thkensr tambatian

Pajak Penpghasilan yang bersilat Imal dengan tanf
sebesar:

1. 3% [tiga persen) bapl Wajib Pajak yang tidak
memenuhi ketentuan scbapaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (7) hurmaf a;

2. 3% (biga persen] bagl Wa)ib Pajak yang tidak
memenuhi kerentuan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 3 ayat (7] huruf ¢ angka 2

2 &% [cnam persen) bagi Wajib Pajak yang tidak
memenuhl ketentuan sehagzaimana dirmaksard
dalam Pasal 5 avat [7) hunal ¢; atau

4. 4% {empat persen) bagy Wallb Pajak vang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (7) hurul d angka 1,

dalam hal Wajibk Pajak atas kchendak sendin
mengungkapkan penghasilan tersebut dan
menyetorkan  sendiri  Pajak  Penphasilan  yang
LETuang.

(3 Ketentuan ...
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Kerentuan lebib lanmpul mengenai:

a. tata cara pengalinan harta bersih ke dalam wilayah
Wepara Kesatuan Republik Indenesia;

br.  investasi harta bersih pada keglatan usaha sekfor
pengulahen sumber dava alam atauw sektor encrg
lechartikan i dalam  wilayah Mepara Kesatusn
Repubhik [ndonesia; dan

c. instrumecn surat herharga negara vang digunakan
untuk mveslasi.

diatur dengan Peraturan Mentler: Kevangan,

Fasal 5

Wajih Pujak arang pribadi dapat mengungkapkan harta
bersih yang:

a. dipcrolch scjak tanggal 1 Jenuari 2006 sampai
dengan tangeal 31 Desember 2020,

b.  masih diiliki pada tanpeal 21 Degember 20020, dan

. belum dilaporkan dalam  Surat  Pemberitahvan
Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahuno
Pajak 2020,

kepada Direkior Jenderal Pajak.

Harta bersih sebagaimana  dimaksud pada avar {1]
merupakan rikal harla dikurengi nilai utang.

Harta bersih  sebagaimana  dimaksud  pada  ayal (1)
dianpgap scbagai tarmmbahan penghasilan yang diterima
atau dipcroleh Waib Pajuk orang pribadi pada Tahun
Pajak 24020,

Wajib Pajak orang prnibadil vang dapat mengungkapkan
haria bersih scbhbapaimana dimaksud pada syal (1) haras
meraenuhi ketentuan:

a. tidak secdanp dilakukan pemeriksaan, uniuk Tahun
Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018,
Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak 2020,

b. tidak ...
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I lidak sedang dilakukan pemenksaan bukh
pertmulaan, untulk  Tahun  Pajak 20016, Tabun
Pajuk 2017, Tahun Payjak 2018, Tahun Pajak 2019,
danfatal Tahun Pajalc 20030,

c. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak
pidana di bidang perpajakan,

d. tidak sedanp berada dalam proses peradilan atas
tindak pidana di bidang perpajakan; dan/fataw

#.  tidak sedang menjalani hukuman pidana atas undak
pidana di hidang perpajalean.

Paszal 9

Tambahan penghasilan schagaimana dimaksud dalam
Pazal & ayat (3} dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
final.

Pajak Penghazilan yang bersidat final schagaimana
dimaksud pada ayar {1] dihitung denpan cara mengahkan
tanif dengan dasar pengenaan pajak.

Tanl sebagaimans dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
sebesar:

a.  12% [dua belas persen) alas harta bersih yang berada
di dalam wilayah WNepara Kesalusn  Repuoblik
Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:

1. kegiatan uzaha scktor pengolahan sumber daya
alam atau sekior energi terbarukan di dalam
wilayeh Negara Kesatuan Republk ndonesia;
dan,/aldu

2. sural berharpga negara;

b. 14% jempat belas persen) atas harta bersih yaog
berada di dalam wilayah Neparg Kesatuan Republik
Indonesia dan tdak diinvestasikan pada:

1. kepiatan usaha scktor pengolahan sumber daya
alam atau seklor energl techarukan di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dan, atau

2. surat berharga nepara;

. 12% ...
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12% [dua belas persen)] atas harta bersih yang berada
di luar wilayah Megars Kesatuan Republik lndonesia,
dengan ketentuan:

1. dialihkan kr dalam wilayah MNepara RKesatuan
Republil [ndone=zia; dan

2. diinvestagikan pada:

a] kepiatan usaha selkicr pengolahan sumber
daya alam atau sektor encrgl terbarukan di
dalam wilayah Wegara Kesatuan Republik
Indonecsia; danfatal

b] surat berharga negara;

14% {empat belas poersen] atas harta bersiby yamg
berada di luar wilayah Megara Kesatuan Republik
Indonesia dengan lketentuan:

I. dhalihkan ke dalam wilayah Negara Kesaruan
Eepublik Indoncsia; dan

2. tidak diinvestasikan pada:

a] kecgiatan usaha schtor penpolaban surmber
daya alam atau sckror energl terbarukan ci
dalam wilayah Mepgara Kesatuan Rcpublik
Indonesia; dan/atau

h]  suratr herharga negara,
alau

18% [delapan belas persen) alas herie bersih yang
berada di Juar wilavah Negura Kesaluan Bepulbilik
Indoncsia dan tdak dialihkan ke dalam wilayah
MNegara Kesaruan Eopubhk Indonesia

Dasar penpenaan pajak scbhapaimana dimaksud  pads
avat {2)] vakni sebesar jumlah harta bersih vang belum
atau kurang dilaporkan dalam Surar Pemberitahuan
Tahunan Paak Penghasilan orang pribadi Tahun
Pajuk 2020

MNila: harta vapg dijgdikan pedoman untuk menghitung
hesarnya jumlabh hatia herath sebagaimana dimaksud
pada avat [d) ditenrukan berdasarkan:

=

b.

nilar nominal, untuk harta berupa Kas atay setars
kas; atau

harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara
kas.

Fazal 10 ...
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Wajib Pajak orang pribadi mengungkapkan harta bersih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 syat (1) melalui
surat pemberitabuan pengungkapan harta

dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sgiadk
tanggal 1 Janwari 2032 sampal dengan  tanggal
S0 Jam 2022,

Wajib Fajak yang menyampaikan sdrat pemberitahuan
pengungkapan harta sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhl persyaralan sebagal berilint:

a. memiliki Nomor Pokok Wajb Pajak:

k. membayar Pajak Penghasilan yang bermifat [inal
sebapaimana dimaksod dalam Pasal 9 ayat {1];

£, menyampaikan Surat Pemberitabuan Tahunan Pajak
Penpghasilan Tahun Pajak 2020; dan

d. mencabut permohonan:
1.  pengembalian kelebiban pembayaran pajale

2. penguarangan atau penghapusan sanks
administratil:

3. penpgurangan atau pembatalan surat ketetapan
pajak yang tiddak benar;

4.  penpurangan arall pembatalan Surat Tagihan
Pajpk vang ticdak benar;

keberatan;
pembetulan;

banding;

oS

gupatan; dan/atau
% peninjauan kembali,

dalam  hal Wajib Pajak zedang mengajukan
permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat
keputusan atan putusan.

Surat pemberitabuan penpungkapan harta sebagaimana
dimaksud pada avat (1} hams dilampiri dengan:

g.  buku pembeyaran Pajak Penghasilan yvang bersifat
final;

B daltar ...
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b. dafltar rincian harta bersih beseria  infarmasa
kepemilikan harta yanp dilaporkan;

. daflar ulang,

d. pernyatzen mengalihkan harta bersih ke dalam
wilayah Megars Kesartuan Republik Indonesia, dalam
hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih
yang berada di Juar wilayah Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Eepublik Indonesia sebagaimana dimaksud
¢dJalam Pazal 9 ayat {3) hurwf ¢ dan huraf d;

e, pernyalaan akan menpinvestasikan harta  bersth
pada;

1. kepatan usaha scktor pengolahan sumber daya
dlam dtau sceklur enerp erbarukan i dalam
wilovah Nepara kesatuan Repubhk Indoness;
dan/atau

2. surat berharga negara,

dalam hal Wajib Pajak bertnaksud menginvestasikan
harta bersib sebapaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayar {3] hura! a dan humf c; dan

1. pernyataan mencabul  permobonan sebagaimena
dimaksud pads ayal (2] harol o, dalam hal Wajib
Pajak sedang mengamukan permohonan tersebut dan
belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Pembetulan ataz Surat Femberitahuan Tahunan FPajak
Penghasilan orang pribad: Tahun Pajak 2016, Tahun
Pajak 2017, Tahun Pajuk 2018, Tahun Pajak 2019,
dan/atan Tahun Pajak 2020 yang disampaikan setelah
Undang-Undang ini divndangkan, vang dilakuban oleh
Wajibh Pajak orang pribadi yang menvampaikan  soral
pembentahuan pengungkapan harta, dinngeap bdak
disampailkan.

Dalam  hal Wapb  Papk  orang pobad belum
menyampalkan Surat Pembentahuan Tahunan Pajak
Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sampal
dengan Undang-Undang 1m  diundangkan, berlaku
ketentuan sebagar benkut:

a Wajib ..
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a4.  Whajih Pajak orang pribadi wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuat Tahunan Pajak Penghasilan orang
pribizcli Tabiun Pajak 2020 vang mencerminkan harta
vang telah dilaporkan dalam Sarat Pemberitabuoan
Tahunan PFMajak Penpghasilan orang pribadi sebelum
Tahun Pajak 2020 yang disampaikan  sebelum
Undang-Undang im diandangkan ditambah harta
vang bersumber dari penpghasillan pada Tahun
Pajalk 202} dan
. harla hersih yang  dimiliki selain sebagaimana
dimaksud dalam hurul 4, harus diangkapkan dalam
surat pemberitahuan pengungkapan harta.,
Direktur Jenderal Pajak memberikan suratb keterangdan
terhadap penyampalan surat pemberitahuan
pengungkapat harta oleh Wajib Pajak orang pribads.
Dalam heal berdazarkan hasil penelitian diketahui terdapat
keticlaksesymiaty antara harta berzibh yang divngkapkan
dengan  keadzan yang sehenarnya, Direktar LJenderal
Pajak dapal méembeaiulkan atag membatalkan sarat
keterangan schagoimana dimalksud pada ayvat 6).
Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengunghkapan
harta bersih diatur dalam Peraturan Menterl Keuangan.,

Pasal 11

Terhudap  Waib  Pagak ovrang  pribad; vang  telah
mermpertleh surat kelerangan  sehagaimana dimaleaud
dalam Pasal 10 avat [5), berlaku kelentuan:

a, tdak diterbitkan ketelapan pajak 2las Kewaphan
perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak
2017, Tahun Fajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan
Tahun Pajak 2020, kecuah ditemukan data danfatau
nfortnazs lam mengenai harta sebagaimana
dimalesud dalam Pasal 8 ayar [1) yang Delum atau
kurang diungkapkan dalam suarat pemberitabuan
pergungkapan hatta;

. kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Bural a mebipui Pajak Penghasidan orang pribach,
Pajak Penghasilan  alas  pemolongan dan/atag
permungutan, dan Pajak Pertambaban Mila, Kecuab
atas pajak vang sudah dipotong atau dipunput tetapl
tidak disetorkan; dan/fatau

. oata ..
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data dan mlormasi yang bersumber dan surat
pembentahuan petEungkapan harta dan
lampirannya YENR ciadininistrasilian oleh
Kementerian  Keuangan  atag pihak  lain yang
berkatan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini
tidak dapat dyzdikan schagal dasar penyehdikan,
penyidikan, danfatau penuntutan pidana lerhadap
Wajib Pajak.

Oalam hal Dhrektur Jercderal Pajak menemukan’ data
dan/atau infurmasi lain mengenar harta yvang belum atau
kurang diungkapkan sebagaimana dimaksod pada avat (1)
huruf a:

i

nilai harta bersth  yang  belum  atau kurang
dungkapkan  tersebut diperlakukan  sebapas

penghasilan yang  bersifat  final pada Tabun
Pajak 2022 dan

terhadap penghasilan sebagaitnane dimaksud dalam
huraf a;

1. dikenal Pajak Penghasilan vang bersifar Gnal
dengan tanf sebesar 30% {Uga puluh persen);
dan

2. dikenal sanks1l administratif berupa bunea
sesual dengan ketentuan Pasal 13 ayal (4]
Undang-Undang Nomor & Tahun L9233 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
prerubbhannya,

melalul penerbitan Surat Ketetapan Pagjak Kuranpg
Bavar olch Dirckiur Jenderal Paak.

Pasal 12

Wajib Pajuk orang pribadi yang menyvatakan mengalihkan
harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
lndoneszia sebagairmana dimaksud dalam Pasal L0 ayat §3]
hural d wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat
tanggal 30 Seprember 20227

(2 Wank ...
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Wajibh  Pajak orang pribadi  yang — menyafakan

menginvestasikan harta bersih pada:

a. hkegiatan vasha sektor pengelahan sumber daya alam
alal sektor energi terbarukan di dalam  wilayah
Negara Kesaluan Republik Indonesia; dan,/ atan

b, surat berharga negara,

sebapaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e
waijib menginvestasikan harta bersih dimaKsud  paling
lambat tanggal 30 September 2023,

Invesiasi harta bersh  zebapaimana dimaksud pada
ayvat (2] wajily dilakukan paling singkat 5 {lima) tahun sejak
chinvestasikan.

Dalam hal ketentuan  sebagaimana dimaksod  pada
ayat {11, ayat (2], dan/fataw avat [3) tidek dipenulu cleh
Wajib Pajuk vang menyalakan mengalihkan dangatan
menginvestasikan harta bersith sebagaimana dimaksud
dalam Pa=zal % ayat (3} hund a, humal b, haraf ©, atan
burnf d, atas bagian harta berzih yang tidak memenuhi
ketentuen tersebut diperlabukan sebagal penghasilan

vang becsifat final pada Tahun Pajak 2022 dan berlaku
keteniuan:

a. rerhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan
Pajak Penghasilan yanpg beesifat final dengan tarif
sehbwesar
L. 4.5% [empat koma lime persen) bagl Wajity Pajak
vang tidak mecmenuhl ketentuan sebagaimana
dinaksud dalam Pasal 9 ayat [(3) hural a;

2. 4.5% [empat koma lima persen) bag Wajib Pajak
vang tidak memenubn ketentuan sehagaimana
dlimaksud dalam Pasal 9 ayal {3 hurul c angka 2;

3. B.5% (lelapan kama Wma persen) bapn Wajib
Pajnk yang lidak  memenuhs Retentaan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {3)
hurul ¢ 5la0

4, 6,0% |enam koma lima persen) bagn Wanb Pagals
yang tidak memenuhl kelentaan sebagaimansg

dimaksud dalam Pazal 9 avat [3} hurul d
angka 1,

dalarn hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atan

k. rerhadap ...
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terhaclap penghasilan dimaksnd dikenal tambahan
Pajak Penghasilan wvang bersifal final deongan tarnf
schesar:

1. 3% {tiga persen] bagl Wanb Pajak yang tidak
memenuhi kEelentuan sebagaimana dimaksud
clalarm Pasal @ avyat (3 hural a;

T 3 (tga persen] bapi Wajib Pajak yang tidak
memennhi Ketentuan sebagoimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayral (3] hurul o angkea 2,

3. 7% [hyub persen) bag Wajlb Pajak vang ndak
mcmenuhl ketontuan scbagaimans  dimalksydd
dalam Pasal % avat (3} horul ¢; atau

4. 5% (litna perscn bapt Wanbk Pajak yang udak
memenuthl kelenfuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3) hurul d angka 1,

dalam hal Wajib Pajak alas  kehewncdak  sendiri
mengungkapkan penghasilan tersebut  dan
menyetorkan  sendimt Pajak Penghasilan veng
terutang,

13) Ketentuan Icbih lanjur mengenai;

=

tr.

tata card pengalihan barta bersih ke dalam wilayah
Mepara Kesatuan Eepublk Indonesia;

investas: harta bersih pada kegiatan usaha sektor
pengolohan =umber daya alam atau sekior energ
lerbarukan i <dalarn wilayah HNegara Kesaluan
Rcpublik [ndonesia;, dan

nsitudmen surat bechacga negers vang dipunakan
untuk investasi,

distur dengen Peraturan Menter: Keuangan.

BAB VI ...



S No | A59T A

(1]

f)

[

(4]

e

{¥]

-
—-——

PRESIDEM
REPUBLIE 1MOOMESLA,

- 45 -

BAE VI
PATAK KARBON

Fazal 13
Pajak karbon  dJdikenakan atas emisi karbon  yang
memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Pengcnaan pajab karbon sebagaimena dimalksoud pada
ayat [1] dilakukan dengan memperhatikan:

a.  peta jalan pajak karkon; dan/atag
b. peta jalan pasar karbon.

Peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada
aval (2) huml a memuat:

A, siraley] PerIUTUnEATL Brms Kartom,
b, sasaran seklor priomitas;

g, kesclarasan dengan pembangunan energ batu dan
terbarukan; dan;/atau

d. lkeselarasan antarberbagal kebijakan lainnya,

Kebijakan peta jalan pajak karbon scbagaimana dimaksud
pada  ayef (3] ditetapkan oleh Pemerintah dengan
perseijuan Dewan Perwakilan Rabkyat  Republik
Indone sia.

Subpek pajak karbon yvailu orang pribadi atan badan yang
mcmbell barang yvang menpandung karbon dan/wetan
melakukan aktvitas yang menghastlkan emis karbon.

Fajak karbon terutang atas pembehan barsng  yang
tnengandung karbon atau aktivitas vang menghasillian
emizi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu.

Saar terutang pajak karbon ditentukan:

a. pada saat pembelian barang yang menpandung
karton;

Ir. pada akhir periode tahun kalender dari aktwitas yang
menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu;
atal

C. Sadt ...
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. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan
Feraturan Pomerintah.

Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama
dengan harpa karbon di pasar karbion per kilogram karbon
clinksida ekuivalen (CO20) atau satuan yang sclara.

Dralam hal harga karbon di pasar karbon sebapamans
dimaksud pade ayat {8) lebih rendah darn RplD 00 (Liga
pulub rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen
(COze) atau satlan yang setara, taril pajak karben
ditetapkan scbesar paling rendaby Rp30,00 itiga pulub
rupiah) per kilogram karbon dioksida ckuvalen [COae)
atau satuan yang sctara.

Ketentuan mengenai:

. penctapan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud
pada ayat {8);

. pecibaban taril pajak karbon sebagaimana dimaksud
pada ayat [9]; danfatay

<. dasar pongenasan pajalk,

diatur dengan Peraturan Menlenn Kedangan  setelab

dikonsultasikan dengan Dewan Perwalialan  Rakyat
Republik Indonesia.

Ketenfuan  mengenai penambahan objek pajak yang
dikenai pajnk karbon sebagaimena dimaksod pada ayat (1)
diatur dengan atay hecdasarkan Peraturan Pemerintah
setelah disampaikan Pemeéerintah kepada Dewan
Pecrwalkilan Rakyat Eocpublik Indenesia untuk dibahas dan
dizepakati dalam penyusunan  Eancangan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara,

Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk
pengendalian perubahan iklim.

Wajit Pajek yang berpactizipasi dalam perdagangan cmisl
karkywon, pengimbangan cmisi karbon,  dan/atau
mekanisme lain sesum peraturan perundang-undangan
di bidang lingkungan hidup dapat diberikan:

A, pengurangan pajak karbon, dan/atag

b. perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak
kartrn.

[14) Ketentuan ...
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[14] Relentuan mengenai:

. tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran
atan  penyeluran,  pelaporan,  den mekanisme
pengenaan pajak karbon; dan,

b.  rata cara pengurangan pajak karbon sebapaimena
dimaksud pada ayat [13) hurul a dan/ atau perlakuan
lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon
sehagaimana dimalksud pada ayat (13} hurul b,

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan,
{13} Ketentuan mengsnat:

a.  subiek pajak karbon sebaguimana dimaksud pada
avat (D) dan/atau

b, alokasi penerimaan  dari pajak  karbon  untuk
pcngendalian perubahan aklim sebagaimana
dimakzudd padsa ayvat {12,

diatur dengen atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
selelah cisampalkan oleh Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik [adonesia untuk dibehas dan
disepakatl dalam  penvusunan ERancanpan Anpgaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

[16] Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  di bidang  ketentuarn
umuit dan tata cara perpajakan.

EAB VI
CLIKRAI

Faxzal 14

Beberapa  ketentuan  dalam Undapg-Undang  Notaor 11
Tahun 19935 rentang Cukai [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana
telah divubab dengan Undang-lUndang Momor 3% Tahun 2007
tenrang Ferubahan atas Undang-Undang Momor 11 Tahun
1995 tentang Cukai [Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomar 105, Tumbahan Lembrran Negara Republik
Indenesia Nomor 4733) diubah, sehingga berbunyi sebegai
berikut:

1. Kertentuan ...
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1.  Ketenuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi scbagai
berikut:

{1

{2

Pasal 4

Cukai dikenakan terhadap Rarang Hena Cukai yang
terdirl atas:

a.  etil  alkobw]  ataw etanol, dengan  tidak
mengindahkan bahan yang diponakan dan
proses pembuatannys;

b.  munuman yang mengandung etil alkohal dalam
kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan
bahan ¥ang digunakan dan proses
pembuatannya, termasuk  konsentrat  yang
mecngandung etil alkohol; dan

c.  hasil tembakau, yang mclipud sigaret, cerutuy,
rokok daun, lembakau inis, rokok elektrik, dan
hasil pengolahan tembakau lainnys, dengan
tidak mengindabkan dipunakan atau  tdak
hahan penggantl atau bahan pembeniu dalam
pembuatannya.

Penambshan atau pengurangan jeniz Barang kKena
Cukal diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah
disampaikan olehh Pemerintah kepada  Dewan
Perwakilan Rekyar Republik Indonesia untulk dibabias
dan Jdisepakati dalam  penyusunan  Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Diantara Pasal 40A dan Pasal 41 disisipkan @ {satu) pasal,

vakni Pasal 408 sehingga berbunyi sebapai beriloar:

(1

[

Pasal 40B

Feiabat Bea dan Cukai berwenang  melakukan
penelitian dugaan pelangearan di lidang cukad.

Calarm hal hasil penelitian dugean peclanpgaran
schagaimana dimaksud pade ayat (1) merupakan
pelanggaran  adrinistrati!  di - bidang  cukaig,
disclesaikan secara administratif sesuai  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
cukai.

(%] Hasil ...
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Hasi] penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat tidak dilalkan penwysdikan dalam hal;

a. terdapat  dugsan pelunggaran scbagaimana
dimal:sud dalam Pasal S0, Pasal 52, Pazal 54,
Posal 26, dan Pasal 28; dan

b, yang bersangkutan membavar sanksi
admimistratil berupa denda sebesar 3 (tiga) kah
nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Barang kena cultai terkait dugaan pelanpgaran yang
tidak dilakukan penyidikan schagaimana dimaksud
pada ayat (3} ditelapkan menjadi barang milik negara.

Barang-trarang 210 terkait dugaan pefanggaran yang
tidalk dilakukan penyidikan sebagaymana dimaksud
pada ayut [3) dapat ditctapkan menjadi barang milik
TLEETATE,

Eetentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran
yang tdak diakukan penyidikan scbagaimana
dimakaud pada ayal {3 diatur denpan Peraturan
Menteri.

Ketenluan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagui
berikuat;

(1]

=

(3

Basal 64

Unruk  kepentingan penerimaznn  aepgara,  atas
poromintaar Merntert, Jaksa Asunp dapat
menghentikan penyidiken tindak pidana di bidang
cukal paling lama dalam jangka wakiuo 6 [enam) bulat
sejak ranggal sural permintaan,

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada
arar {l] hanya dilakukan atas tindak pidana
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52,
Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, seelah yune
bersangkutan membayar sanlksi administratf berupa
denda schesar 4 {empat] kali nilel cukal wvang
seharusnya dibayvar.

Dalam hal perkara pidana  rclah dilimpahlan
ke pengadilan, terdakwa ictap dapat membayar
sanksi adminisiralif sebagaimana dimaksud pada
ayat {2].

(4] Pembayaran ...
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Fembavaran sebagaimana dimaksud padas ayat (3)
metjadi pectimbangun untuk dituntut tanpa disertai
pergarhan pidana penjara.

MNalam  hal  pembayaran vang  dilakukan  oieh
tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan
sampal dcngan peraidangan belum memenuhi jumlah
sebagaimana  dimaksud  pada  avar  {2)], atas
pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai
pembayaran pidana denda vang dibebankan kepada
rerdakwa.

Barang kena cukal vang terkait dengan penghentian
penyidikan  tindak  pidana  Jdv Bidang ook
sebagaimana dimaksud pada ayvael (1) ditetapkan
menjadl barang milik negara,.

Barang-barang lain yang terkait dengan penghentian
penyidikan  tindalk  pidana i bidang cukai
sebapaimana  dimaksud pada ayar {l] dapat
ditetapkan tmenjadi burang milik nepara.

Menferi dan Jaksa Agung dapat melimpahkan
kewenangan  lcbih lanjut Wepada  pejabat vang
ditunjuk, rerkait permintaan dan  penghontian
penyidikan  tindak  pidann di bidang cukai
scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih  lanjut  mengenal  penghentian
penyidikan sebagaimana dimaksud pada avatl (L)
diatur dengan  atau  berdasarkan  Peraturan
Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Fasal 15

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, scmua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1§ Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak wang berkaitan dengan pengungkapan harte bersih,
dinyatakan ridak berlaku sepanjang pengungkapan dilakukan
sejak tanggal 1 Jangan 2022 sampar dengan tangeal 30 Juni
2022 sesvai dengun ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal £ avar (1),

BAB 1IX ...
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BAB 1X
KETENTUAN PENLITIUR

Pasal 15

Padda saat Undang-Undang ini mular berlakn, zemua perafuran
perandang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan

tlar:

.

Undang-Undang Momor & Tabun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan [Lembaran Negara
Republik [ndonezia Tahun 1983 Nomor 449, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor 3262
sebagaimana telaby beberapa kall diubah terakhir denpan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 200% tentang Penctapan
Peraturan Pemenintah Pengpant Undang-Undang Namar 5
Tahun 2008 tentang Ferubahan Keemnpat atas Undang-
Undang Nomor £ Tahun 1983 tentang Ketentuan Thoum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2009 Nomor
2, Tambahan Lembaran Megara Republik Indoncsia
Normor 4949%9);

Undang-Undang Momar 7 Tahun 1983 entanp Pajak
Penghasilan  [Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 1983 Normor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republlik Indoncsia Nomor 3263) sebagaimana  telah
beberapa kali diubah terakhir dengan -Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perulmban Keempat atas
Undang Undang MNomor 7 Tahun 1983 tenteng Pajak
Peroghasilan  [Lembaran Negare Republik  Indonesia
Tahun 2008 Momor 133, Tambahan Lembaran MNegaru
Fepublik Indonesia Nomor 4893)

. Undang-Undang ..
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Undang-lUndang Nomor 8 Tahun 1983 teniang Pajak
Perlambahan Nilai Boarang dan Jase dan Pajak Penjualan
alas Barang Mewal {Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomeor 51, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264] scbapaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nemer 42 Tahun 2009 tentang Pocrubohan Ketipa atas
Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Fajak
Fertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah [Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran MNegara
Repullik Indonesia Nomaor 5069),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal
{Lembaran Megara Republik Toddonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambaban Lembaran  Negara  Republik
[ndonesia Tahun 19%5 Mormor 3613) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Peoilbahan  atas Undang-Undang Nomor 1]
Tahun 1995 tentang Cukar (Lembaran Nepara Repuhlik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Megars Republik Indonesia Nomor 4735);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penctapan
Feraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Kewangan untuk Penanganan Pandemi
Corone Virus Disegse 2019 (COVID-19) danfarau Dalam
Rangka Menghadapt Ancaman yang Membahayvaksn
Perckonomian Naswonal dan/atay  Stabilitas  3istem
kruangan Menjadi Undang-Undang (Lermburan Mepara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6316);

Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2020 tentang Cipra
Kerja [Lembaran Mepara Republik Indonesia Tahun 2070
Momor 245, Tambwhan Lembaran Mepgara  Republik
Indonesia Nomaor 8373,

dinyatakan masih tefap berlaku scpanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum
diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal |7 ...
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Fasal 17

(1] Keteninan sebagaimana dimakszud dalam Paszal 3 rmuolad
berlaky pada Tahun Pajak 2023,

(2] Relentuan scbapaimana dimaksud dalam Pasal 4 molad
berlaku pada tanggal 1 Apnl 2022,

{3 HKetentvan sebapaimana ditmeksud cdalam Pasal 13 mulat
berlaly pada tanggal 1 April 2022, yang pcrtama kali
dikenakan terhadap badan yang berperak di bidang
pembanglit liartik tenaga uap batubara dengan taeif
Rp30 G0 {tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida
ekuivalen (COve) atau satuan yang setara.

Pasal 18

Kelenluan Pasal 5 ayat (1) hurof b Peraturan Pemerintah
Penggantt Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tontang
Kebiiakan Keuangan Megara dan Stabilivas Sistem Kevangan
Untuk Penanganan Pandemi Corora Vs (isease 20149
{COVID-1Y] dan/fatan Dalam Bangka Mcnghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perckonomian  Nasional danfaran
Stabilitaz  Histermm Kewangun (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomer 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 6485) vang telah ditetapkan menjadi
Undang-Undang Noemor 2 Tahun 2020 tentang Penctapan
Peraturan Pemcrintah  Pengganti Undeng-Undang  Momor
1 Tahun 2020 tencang Kehijakan Keuangan WNegara dan
Stabilitas  Sistem Kewangan untuk Penanganan  Pandemi
Corona  Virms Disegse 2019 (COVID-19% dan/atayg [Dalam
Rangka Menghadapi  Ancaman vang Membahayakan
Ferekenomian Nasicnal dan/atan Sabilitas Sistern Keuangan
benjadiy  Undang-Undang  [Lembaran  Neparn  Republik
[mdonesia Taohun 2020 MNomore 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik  Indonesia  MNomeor ©£516), dicabut  dan
dinvatakan fidlak berlaku.

Pazal 19

Undang-LUIndang ini mulai berlaky pada tanggal drundanglkan.

ST ..
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Apar  selizp orang  mengetahuinga,
pengundangan Undang-Undang
peoempatannya dalam  Lembaran

Indone=sia.

memerintahkan

Republik

Dhsahkan di Jakarta
padsa tanggal 29 Oktober 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tod.

JORL WIDO DO

mundangkan di Jakarta
pada langgal 29 Cktober 2021

MENTER] HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
EEPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAGLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK [NDOKESIA TAHUN 2021 NOMOR 2445

Salinan sesual dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NECARA
REFUBLIK [NDONESIA
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NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

HARMONIZAZT PERATURAN PEEFAJAKAN

l. MU

Lintuk meningkatkan pertumbuhan perekonemian yang berkelanjutan
guna mewujudkan masyarakar adil, mekmur, dan sejahtera berdesarkan
Fancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republile Indonesia Tahun
1945 diperlukan berbagal upaya dari Pemerintah unrok mengambil
berbagai langlkah ketrjakan skal vang konsolidatif,

Kebijaken Niskal vang konsolidanuf tersebut dapat divajudkan dengan
mglakukan langkah scrategis yang berfukus pada perbaikan  defisir
anggaran dan peningkatan rasw pajak (fax ratio) yang antara lain melaly;
penerapan kebijakan pemingkatan kinerja pencrimaan pajak. reformeasi
administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajokan, penciplaan sistem
perpajakan yang rmengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum,
gerta peninghkatan keparuhan sukarela Wajity Pajake. Pada tataran global,
negara-negars di dunia juga menerapkan bechagai kebijaskan perpajakan
vang diharapkan mampu untok  meningkatkan pencrimaan  dengan
memperluas basis pajak dan melakukan penyesuaian tarif pajak.

Dalam rangka peningkatan rasio pajak (fax satio}, Pemerintah tclah
meclakukan berbagai upaya antara lain melalui reformasi perpajakan vang
berfvkus pada organisasi, sumber dava manusia, teknologi informmass
berbasis deta, proses bisnis, dan regulasi pecpajakan, Hal ini dilaksanakat
di antaranya dengan peningkatan fungsi pelayanan, implementasi progear
Fengampunan Pajak, pelaksanaan skema Automatic Exchange of Financial
Aceoun! fmformation, penguatan efelitifitas fungsi ckstensifikesi, dan
penegakan hukum. Namun, hal tersebut belum cukup untalk mengimtang
perubaban pola bisnis dan dinamilkea globalisasi vang sangat dinamis serta
mengatas praktik aggressice tax planning vang ada.

Oleh ...
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Gleh karena itu, sejalan dengan  reformasi  perpajakan secaca
berkesinambungan khususnya pade aspek regulasi dan proses bisnis,
diperlukan penycsuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat
komprehensi], konsolidauf, dan harmonis, schinpga perlu membentuk
Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyesunian
rengaturan kebijakan int bertujuan untuk meninglkacdan pertumbuban
perekonomian vang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan
rerekonumian, mengoplimalkan  penerimaan negara guna  membiayai
pembanglinan nasional sccara mandiri menuju masyarakat Indonesia yvang
adil, makmur, dan sclahtera, mewujudkan sistem perpajakan vang lebiby
berkeadilan  dan berkepastian hukum;  mclaksanakan  reformasi
administrasi, kebijakan perpajakan yang konsaolidatif, dan perluasan basig
perpajakan; dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajily Pajale.

hebijakan perpajakan yvang beorsifat komprehensit, konsolidatif, dan
harmonis dilakukan melalul pengaturan melipoti Kerentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, Pajak Ponphasilan, Pajak Pertambahan Milai dan
Pajak Penjualan atas Baranpg Mcwah, Program Pengunpkapan Sukarela
Wanty Pajak, Pajak Karbon, dan Cukai.

Materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat heberapa
ketentuan yang diubah danfarau ditambah antara lain mengenai kerja
sama bantuan penagihan pajak antarncpara, kuasa Wajil Pajak, pemberian
data dalam rangka penegskan hukum dan kerja sama untuk kepentingzn
negara, dat dalwwarsa penuntutan pidana pajak,

Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan vang
divbah dan/arau ditambah angara lain mengenal perubahan pengenaan
pajak  atas natura danfatu kenikmatan, tarif Pajak  Penghasilan
arang pribadt  dan bedan, penyusutan  dan amortisasi,  serta
kescpakatan| pevjanjian inlernasional di bidang perpajakan.

Petubahan maten Pajak Pertambahan Milai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah melipul antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak
Pertammbihan MNilal, pengaturan kembali fasililas Pajak Pertambahan Milai,
perubahan tarl Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif Pajak
Pertambahan Milai Ninal.

Untuk mendorong kepatuhan Wajib Fajak terdapat materi Program
Fengungkapan Sukarela Wajib Pajak yung memberikan kesempatan kepada
Wajib Pajak unmk mengungkapkan harlanya yang belum diungkaploan.
Selanjutnya terdapar pengaturan baru mengenar pajak karben yang
dikenakan atas emizsi karbon vang memberiken dempak negatif bagi
lingkungan  hidup. Pengenaan  pajak kachon  dilaskukan  dengan
memperhatikan pets jalan pajak karbon danjatal peta jalan pasar karbon.
Adapun perubahan ketentuan pada materi Cukail antara lain penambahan
Barang Kena Cukal, kewenangan Pejahal Bea dan Cukal, penyidilean, serta
pembayaran sanksi adminiscearf

I1. PASAL ...
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II. FASAL DEMI PASAL
Paszal 1
Ayat [1]
Hural g
Yang dimaksud dengan “usas keadilan" adalah pengaturan

perpajakan  menjunjung tinpgi  keseimbangan hak dan
kewajiban aetiap pibak vanp terlibat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "azas  kesederhanaan™ adalah
pengaturan  perpajakan haras dapat | memberikan

kemuddahan pelayanan kepada masyarakat daiam memenuhi
hak dan kewapbanmya.

Hurul ¢

Yang dimaksud dengan 'asas cfisiensi” adalabh pengaturan
perpajakan harus  beroricntasi pada  minimalisasi

pPengaunAen sumber daya untuk mencapai hasil kega yang
terbailk.

Hurul <

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum® adalsh
peneaturan perpajalcan harus dapat mewujudkan ketertiban
dalam masyarakar melalui jaminan kepasrian bngkum.

Huraf e

Yang dimuaksud dengan  "asas  kemanfaatan”  adalah
pengaluran perpajakan bermanfaat bagl kepentingan negara,
bangss, dan masyarakat, khususnya dalam memajukean
Kesejahteraan umuam.

Hume

Vang dimaksud dengan “asas kepentinpgan nasional" adalah
pelaksanaan  perpajakan menguramakan  kepentingan
bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

fAyat (2]
Cukup jelas.
Avar [3)
Cukup jelas.
Fasal 2. .
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Avat (1)

Semua Wanbk Pajak yang telah memenuhi persyaratan
subjektif dan  objekufl  sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
berdasarkan S151ETT self  ossessment, wajib
mendaftarkan diri pada kanior Direktorat Jenderal
Pajal untuk dicatat sebagal Wajib Pajak dan sekalipus
untuk mendapatkan MNotnor Pokak Wajits Pajak,
Persyaralan subyektil adalah persvaratan yang sesual
dengan ketentan mengenai subjck  pajak  dalam
Undang-Undang Pajak  Penghasilan 1984  dan
perubshannye.

Persvaratan objektl adalah persyarsatan bagl subjck
pArjak yang menenma atau mempercleh penghasilan
atau diwajibkan untuk melakukan
pemotongan/ pemungutan sesuar dengan ketentuan
Undang-Undang  Pwak  Fenghasilan 1984 dan
perubahannyva.

Kewapiban mendaltarkan din tersebut berlaky pulas
tcrhadap wanita kawin wyang dikensi pajak secara
terpasah karena hidup terpisah berdasarkan kepniigsan
halom atau dikehendaki secars tertulis berdasarkan
pErjanian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kKawin  selain lersebur di oatas dapat
mendafttarkan dicn untuk memperoleh Nomor Pokok
Wanh Pajak atas namanya sendiri agar wanits kawin
tersebut dapat melaksanakan hak dan memenohi
kewajiban  perpajakannya  terpisah  dari hak  dan
kewapban perpajakan suaminya.

Momor ...
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Momor Pokek Wajnbk Pajak tersebut merupakan suatu
sarana dalam  administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal din atau identitas
Wanb Fajal. Oleh karena itu, kepuda sctiap Wajib Pajak
Ranya diberikan satu Nomor Pokak Wajib Fajak. Selain
itu, Nomnr Pokok Wajik Pajak juga diperpunakan untuk
reragd ketertiban dalam pombayaran pajak dan dalam
pengawasan  administrasi perpajakan.  Dalam hal
berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak
diwajibkan mencanturmkan Nomor Pokok Wajib Pajak
vang ditnilikinya. Terhadap Wajib Pajak vang ndak
mendaltarkan diri uniuk mendapatkan Momor Pokok
Wajih Pajak dlikenal sanksi sesual dengan ketenfuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat [1ag

Cukup jclas.

Ayat (2}

Setiap Wajilh Pajak scbagai Penpusaha vang dikenai
FPajak Pertembahan Nila berdasarkan Undang-Undang
Pajak Pertgmbahan Nilai 1984 dan perubahannye wajit
melaporkan usahanya untuk  dikukuhkan seboagai
Pengusaha Kena Pajak.

Penpusaha orang pribadi beckewsjiban melaporkan
usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya melipuli tempat tinggal Pengusaha
dan tempat kegialan usaha dilakukan, sedangkan bagi
Pengusaha badan herkewajiban melaporkan usahanya
tersebul pada kantor Dircktorat Jenderal Pujak vang
wilaysh  keganya meliputi tempat kedudukan
Penpgusaha dan tempat kepiatan wsaha dilakukan.

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau hadan
yYang mermpunial tempat keglatan usaba di wilayah
beberapa  Lkantor [hrcktorat Jenderal Pajak  waljil
melapiockan  usahanys wuntuk dikukuhkan  seboagsi
Pengusaha Kena Paak baik di kantor Direkiorat
Jenderal Pajale yang wilayah kerjanva meliputi empat
tingpal alau lempat kedudukan Pengusaha maupun di
ltantor Direktorat Jenderal Pajals yang wilayah kerjanya
meliput tempat keglatan usaha dilakukan,

Fungs: ...
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Fungs: pengukuhan Penpusaha Kena Pajak  selain
dipecrgunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha
Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk
melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Fajak
Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah  sertm untuk  pengawasan  administras
purpajakan.

Terhadap Pengusaha vang telah memenuhi syvardt
sebapar Penpgusaha kena Pajak, tetapi tidak melaporkan
uzahanva untuk dikukuhkan scbagas Penpgusaha Kena
Fajak dikenai  sanks1  scsusl dengan ketentuan
petaruran perdndang-undangan perpajakan.

Arial {2

Terhadap Wajlb Pajak maupun Penpguisaha Kena Pajale
tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan
kaneor Direlctorat Jendera] Pajak selain yang ditentukan
pada ayar (1) dan ayat (2}, scbapal tempat pendaftaran
untuk memperolch Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ alau
FPengukubhan Penpusaha Kena Pajak.

Selain 1w, boapl Wajik Pajak orang pribadi penpusaha
lcrientu,  yaitu Wajily  Pajak orang pribadic yanp
mermpunyai termpal usaha tersebar di beberapa tempat,
rusaloya pedagang clektronik yang mempunyal toke i
heberapas  pusat  perbelanjaan, di samping  wajib
mendaltarkan dirnl pada kantor Dircklorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanva melipulli (empat tinpgal
Wajib Fajak, jupa diwajibkan mendaftarkan dir pada
kantor Direlzrorat Jenderal Pajak yang wilavah kerjanya
meliputs temnpat keeiatan usaha Wajib Pajak dilakulkan.

Ayat [4)

Terhadap Wapib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang
tidak momenuhi kewajiban untuk mendaftarkan din
dan/atau melaporkan uszahanya dapat diterbitkan
Nomor Pokok Wajilr Pejak dan/atau penpukuhan
Penpusaha Kena Pajak secars jubatan. Hal in dapat
dilzkukan apabila berdasarkan data vang dipercleh
atau cimiliki oleh Direktorat Jdenderal Pajak rernyuls
orang pribadi atal badan atau Penpusaha rersebaat (elabh
memenuhl syarat untuk mempersleh Nomor Pokok
Weyily Pjak dan/atau dikukuhlean sebagai Pengusaha
Kena Pajak,

Avat [4a) ...
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Aval [4a)

Ayat imi mengarur bahwa dalam penerbitan Nomor
Pokok Wajib Pajsk danfatau pengukuban  scbapai
Fengusaha Kenw  Pajak  secara jabatan  harus
memperhatikan saat terpenuhinya  persvaratan
subjekiil  dan  objektil  dari  Wajib  Pajak  yang
bersangkutan  Selanyutnya  terhadap Wajib  Pajak
tersebut tidak dikecuahikan dar pemenuhan kewajiban
perpajakan  sesuai dengen  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan. Hal ing dimaksudkan
untuk memkberikan kepastian hukum kepada Wajib
Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban
Wajily Payek untuk mendaltarkan din dan hak unink
memperoleh Nomor Pokok  Wajib Pajak  danfatau
dikukuhkan sebapai Pengusaha Kena Pajak, misalova
terhadap Wajib Pajak diterbitkan Normor Pokok Wajib
Fajak secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata
Wajib Fajalt telah memenuby persvaratan subjckul dan
objcktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005,
kewajibun perpajakannya limbul terhitung sejak tabun
2023,

Ayat (3]
Cihapus.

Ayat (6]
Cukup jelas,

Ayat [f)
Cukup jelas,

Avat (8]
Cukup jelas.

Avar 9
Cukup jelas,

Axar (L0}
Fengrunaan nomot nduk  kepcodudukan  sebapai
identitas Wajib Pajak orang pribadi  memerlukan
pengintegrasian basis dats kependudukan dengan basis
data perpajakan yang digunakan sebagai pembentuk
profi]l Wajib Pajak, serla dapat digunakan oleh Wajib

Pajak  dalam ranghas pelaksanaan hak dan/atan
pemenuhan kewsjiban porpajakannya.

Data ...
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Data kependudukan dan data balilkan dart pengguna
merupakan data kependudhukan dan data balikan dan
pengguna  sebapaimana diatur dalam peraturan
perundang-undengan Yang —mengatur  mengonal
administras] kependudukan.

Terhadap  kekelirwan dalam penpisian Surat
Feroberitahyan yang dibuat coleh Walib Pajak, Wajib
Fajak rmasih berhok untuk melakukan pembetulan atas
kemauan sendirl, dengan syarat Dicekiur Jenderal
Fajak belum mular melakukan tindakan pemeriksaan.
Yang dimaksud dengen "mulai melakukan vndakan
pemeriksaan' adalah pada saat Surat Pemberitahuan
Pernerikssan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak,
wakil, Kuasa, pegawal, atau angpgota Keluares yang Lelah
dewaxa dan Wajib Pajak.

Avat [1a)

Yang dimaksud dengan daluwarsa penctapan adalah
Jangka walmtu 5 (lima) tabun setelah saat terutanpgnya
pajak atau berekhirnya Masa Fajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 mvat [1]

Avat [2)

Cukup jelas.

Avat [Za)

Cukan jelas,

Avat [(2h)

Cubkup jelas.

Avarl [3)

Cukup jelas.

Advat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4] ...
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Ayart 4]

Walaypun Darektur Jendeval Pajak telah melakukan
pemerksaan  tetapl belum menyampaikan  surat
pemberitahuan hasil pemeriksuan, kepada Wajib Fajak
baik yang telah maupun yang belum membetulkan
Surat Pemberitabuan musih diberikan  kesempatan
untuk menglunghaphkan ketdakbonaran pengisian Surat
Pemberilabiwan yane telah dizsampaiken, yang dapat
terupa Surat Pemberitahuan Tahunen gtaw Surat
Pembentahuan Masa unruk Tahun Pajak, Bapian
Tahun Fajak, atau Masa Pgjak vyang diperiksa.
Fenpungkapan  ketidakbenaran  pengisian  Surat
Pemberitahuan tersebut  dilakukan dalam  laporan
tersendiri danm harus mencerminkan keadaan wvang
sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak vang
sesungguhnya terutang. Namun, unluk membuktikan
kebenaran  laporan  Wajils  Pajak  tersebut, proses
pemerikzaan tetap dilanjutkan sampai seleaai.

Avat [3)

Cukup jelas.

Avat [Sa)

Cuiboags jelas,

Avat [5)

Schubungan dengan dierbitkannya surat etetapan
pajal, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pernbelulan, Putusan Banding, atau Patusan
Peningauan kembali atas suatu Tahun Pajak yang
mengakibatkan rug fiskal vang berbeda dengan rugi
hskal yang telabh  dikompensasikan  dalam Surat
Femberitahuan Tahunan tahun beniloatova atay tahun-
tahun berikulnya, akan dilakukan penyesusian rugi
fiskal sesusi denpan surat ketetapan pajak, Surac
Keputusan Keberatan, Surat Kepurusan Pemberulan,
Purusan Banding, atau Purusan Peninjauan Kembali
dalam penghitungan Pajak Penghasilan tahun-tabut
berikulnya, pembatazan jangka waktu 2 [tiga) bulan
lersebut dimaksudkan umuk tertib administrasi anpa
menghilangkan hal Wujib Pojak atas kompensasi
kerugian.

Dalam ...
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Dalam  hal  Wajib Pajak membetulkan Swarat
Pemberitahuan lewat jangka waktu 3 {tiga] bulan alag
Wajib Pajak tidak mengajukan pembetulan  sebagai
akibat adanya surat ketelapan pajak, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan
Handing, atau Puwusan Penimjauan Kembali Tahun
Fajak sebelumnya atau beberapa  Tahun  Pajak
scbhelumnya, yang menyatakan rupi liskal yang berbeda
dengan rug fiskal vang telah dikempensasikan dalam
-urat Pemberitabuan Tahunan Pajak  Penghasilan,
Dircktur Jenderat Pajak akan memperhitungkannys
dulam menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,

Untuk jelasnyn diberikan contoh sebagal berikut:
Contoh 1!

PT A menyampaikan 3ural Pemberitaloan Tahunan
Pajak Penghasilan tahun 2021 yang menvatakan:

Fenghasilan Neto sebesar =Rp200.000.00:0,00

Kompensasi kerugian
berdasarkan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahe 2020
schesar

=Rpl30.000. 000,030 (-}
Penghasilan kena Pajak sebesar = RpS0.000,.000,00

Terhadap  Surat Pemberitahuan Tahunan  Pajak
Penghasilan tahun 2020 dilakukan pemeriksaan, dan
pada  tanggal & Janwari 2022 dirterbitkan  surat
ketetapan pajak yang menyatakan rupi fiskal sebesar
Rp 70,000 000,00,

Berdasarkan surat ketelapan pajak tersebut Direktur
Jenderal - Pajak akan mengubak perhitungan
Penghasilan Kena Pajuk tahun 2021 menjadi sebagai
Lerikut:

Penghasilan Neto Rp2 00000, 000, DO

Fugi menurul ketctapan pajak
tahnan 2020 - Rp70.000.000 00}

Penghasilan ...
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Penphasilan Kena Pajak sebesar = Rpl20.000. 000,00

Dengan demikian Penghasilan Kena Fajak dari Surat
Femberitabuan  yang  semula  Rp540.000,000,00

{Rp200. 00 000,00 - Rpl30.000.000,00)  setclah
pembaelulan menjadi R 1300000, 000, O
(Rp200.000.000,00 - Rp70,000.000,00).

Conleh 2,

FT B menvampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan tahun 2021 yang menvatakan:

Fenghasilan Melo selbesar Rp300. 000, GO0, 00

Kompensasl kerugian
berdasarkan Sural
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Tabun 2020
scbesar

Ep2 00 OO0, Q-3 00]-}

Penghaxilan kena Pajak sebesar = REp 100 000,000 (0
Terhadap  Surat Pemberitabvan Tahunan  Pajak
Penghasilan tahun 2020 dilakukan pemeriksaan dan
pada tanggal & Januari 2023  diterbitken surat
ketetapan pajak yang menyalakan rogi fiskal scbesar
Rp250. 00 000,00,

Berdasarkan surat ketetapan pajak terssbur Divekiur
Jenderal  Pajak akan mengubah  perhirunpsn

Penghasilan Kena Pgjak tahun 2021 menjadi schagal
bernikut:

Penpghaxilan Neto

Rp300, 000 000,00

Rugl menurue kefetapan pajak
Lahun 2020

Rp2 50,000, 000 00—

Penghasilan Kena Pajak

RpSU.U00.000,00

Dengan dermikian Peughasilan Kena Pajak dar Surat
Pemberitahugn  yang  semule  EplO0.000.000,00
(Rp300.000,000,00 - Rp200.000.00000  setelah
pembelulan menjads RpS0. 000 000,00
(RP300.000.000,00 - Rp250.000-000,00),

Angle 3 .,
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Angka 3
Pagal 13

Avat (1)
Cukup jelas

Avat [2)
Cukup jelas.

Avat [2a)
Cukup jelas.

Ayat {2b)
Culouy jelas.

Avar |3
Ayat 1m1 mengaiar sanksi administratil dard suain
ketcwpan  pujak karema  melanggar  kewajiban
perpajakan sebagrimana dimaksud pada avat (1} hural
B, huruf ¢, dan huruaf d. Sanksi administratif berepa
bunga  atau  kenailksn  merupakan  sustu jumlah
proporsional vang harus ditambahkan pada pokok
pajak yang kurany dibayar.
Sunksi administratil unrtuk Pajak Penghasilan vang
dibayar aleh Wajib Pajak an Pajak Penghasilan YHINRE
tidak atau kurang diporong atau dipungut berupa tarif
bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang
fihttung berdasarkan suku bunga acusn ditambah 209
[dua pulul persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang
berlaku pada tangeal dimulainya penghitungan sanksi,
scdangkan untuk Pajak Penghasilan yang dipatong atau
dipunput tetapi tidak arau kurang disetor dan Fajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Fenjualan aias Barang
Mewah sanksi administracl berupa kenaikan sebesar
7% (tujuh puluh lima persen).

Avat [Ja)
Cukup jolas.

Avat [Jh)
Cukup jelas,

Ayat |3c)
Cukug jelas.

SK MNa [ 1562004
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Axyat (4]

Cukup jclas.
Arxar 13)

Dihapus.
Axar [6)

Cukiup jelas,

Aneha 4
Fazal 14
Avyat (1)
Cubkeup jalas,
Ayat (2]

Jurat Tapithan Pajak menurat ayaf ini disamakan
kckuatan hukumnya dengan surat ketctapan pajak
schingga dalam hal penagihannya dapal jupa dilakukan
dengan Surat Paksa.

Avat [}

Cukup jelas
Avat [4}

Culkup jelas.
Avat 3

Dihagpls.
Aval [Da)

Cukup jelas.
Avar (o)

Cukup jelas.
Ayat |5c]

Cukup jelas.
Axar |f)

Cultut jelas.

Anghka 5 ..
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Angka &5
Pasal 204
Awvat {1}

Undang-Undang in memberi wewenang kepada Menreci
keuangan melakukan kerja sama untuk pelaksanazn
bantuan penagihan pajak kepada permerintah negara
mitra alau yvurisdiks mitra.

Yang dimaksud dengan “baniuan penagihan pajak®
adalah fasilitas banfuan penagihan pajak yang terdapat
di  dalam perjanjian  internasional  yamg  dapat
dimanfaatkan olech  Pemenntah  Indenesia dan
pernerintah neeara mitra atau yorisdiksi mitrs secara
resiprokal untuk melakukan penagihan atas utang
pajek yang diadministrasikan oleh Direktur Jenderal
Pajak atau otoritas pajak negars milra atan yurisdiksi
ritra,

fAyat {2

Dalam pelaksanasnn kerja sama banrman penagihan
pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan kepiatan
bantuan penagihan pajak kepada alurilas pajak nepara
milra  atau vunisdiksi mitra. Pelaksanaan bantuan
penagihan pajak terselut meliputi pemberian bantusan
penagihan pajak Jdan permintaan bantuan penagihan
pajak kepada otoritas pajak negara mitra atauw yurisdiksi
trutra.

Ayat (3)

Feterapan  prinsip resiprokal  dalam ayat il
timaksudkan  Direlktur  Jenderasl  Pagjale © dapar
memberikan  bantuan  penagihan  pajak Kepada
pemerintall negara  mitra atau  vurisdiksi  mitra
sepanjang pemerintah negara mirra atau  yurisdiksi
miira tersebut juga membetikan bantuan penagihan
pajak yang setara kepada Pemerintah  Indonesia.
Misalnyn, Undakan penagihan pajak akan dilakukan
sampai dengan memberitahukan Surat Paksa dalam hal
DERATA MILTa atau yurisdiksi milra melakukan baniuun
tindakan penagihan pajak Eam pai denpan
memberitahukan Surat Paksa atau tndakan vany dapat
dipcrsamakan dengsn itu.

Avat{d] ...

SF Mo | 15622 A



s

NMEESIDEM
HFEPUERLIK INOOMELIA

- 15 -

Avat [4)
Cukup jelas.
Aval [5)

Yang dimaksud dengan “peranjlan  internasional”
adalah perjanjian bilateral atau mulcilateral yaog (elah
disahkan oleh Pemerintah Tndonesia sesual dengan
ketentuan Undang-Undang tentang Peganjian
Internasional, yaneg menyatakan bahwa Pemernntah
[ndonesia lelah mengikatkan dinnya denpgan negara
mitra akau yurisdiksl mitra mengenai kerja sama atas
hal vang berkaitan dengan bantuan penagihan pajake.
Termasuk dalam perjanjian internazional di antaranya
konvensi teatang bantuan adminisiratl bersama di
bidang perpajakan [convention on mubuel odminisirative
asststarce [n tax rhaliers).

Ayat {1}

Culkiup jelas.
Avat [7)

Huruf a

Yang dunaksue] dengpan “nilal klaim pajak” adalah
nilai vang yang dimintakan bantuan penagihan
pajak nleh negara mitra atau yorisdiksn mitra yang
memuat antara lawn nilar pokok pajak yang masih
harus dibavar, sanksi administratil, dan biaya

penagihan yang dikenakao oleh negara mitra atau
vuriscdiksi mitra,.

Semenrara if, aya penagihan yang dikeluarkan
elety Dhrekrorat Jenderal Pajak dalam rangka
pembenan Bantuan penagihan pajak ditanggluing
olehh negara mitra atau yurisdiksi mitra yang
meminta bantuan pepagihan pajak, dalam hal
klaim pajak dapat tertagih, dan berlaku sebaliknya.
Biaya penagihan  tersebut  dicatat  scbagai
Menerimaan Negara Bukuan Pajak dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nepara.

Dalam ...

SK Mo [15R21A
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Dalam hal kluim pajak tidak dapat tertagh, baya
renapihan pajak yang sudah dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak ditangging oleh negara,

Klaim pajak yang dimintakan banluan penagihan
pajak oleh negara mitra efaw yurisdiksi mitra tidak
dalam sengketa {vang sudah inkrah) di negara
miltra aral yurisdiks mitra,

Hurul b

1dentitas penanggung pajak paling kurang memuat
nama, nomor identitas, dan alamat penanpgung
pujalk,

Ayat {8

klaim pajak dari negara milra atau yursdilsi mutra
merupalan dasar pepagihan pajak yvang akan dilalakan
tindakan penagihan pajak oleh Direkeur Jenderal Pajak
sEsUAl dengan ketentoan perundang-undanpan di
tidang perpajakan yang berlaka  mutalis metandis
dengan ketentuan penagiban pajak yanp berlaku di
neEara mitra atau yuriscdiksi mitra,

Nilai klain pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra
kedudukannya dipersamukan denpan utang pajalk. Qleh
karena itu, atas nilal klaim pajak tersebut dilikukan
tindakan penagihan pajak oleh Direkiur Jenderal Pajak
melahn  kegiatan  menegur  araw  memperingatkan,
rneniethitkan dan memberitahukan  Surat Paksa,
melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah
disita, mengusulkan pencepahan, dan melaksanalkan
penyanderaan sesual dengan keotentuan perundang-
undangan di hidany perpajakan.

Tindakan penagihan pajak dilakukan secara scrara
dengan lindakan vang dilakukan uleh negara mitra atau
vurisdiksl mitra. Misalnya, tindakan penagiban pajak
akan dilakukan sampai dengan memberitahukan Surac
Faksa dalamn hal negara milra atau yurisdilesi mirra
melakukan bantuan tindakan penagihan pajak sampai
dengan memberitahukan Surat Paksa arau tindakan
vang dapat dipersamakan denpan itu.

Tindakan penagihan  pajak dilakukan  terhadap

petanggung pajak vang identitasnya lercantum dalam
klaim pajal.

Avat {5) ...
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Avat (9]

Hasil penapihan pajak atas klaim pajak dar neeara
trukra atau yurisdikan otra dilsmpung dalam rekening
petnerinfah lainnya yang terpisah dan rekening kas
negara  ataw  modua]  penenimaan negara sebelum
dikirirmkan ke néegara mitra atau yunsdiks) mitra, Hasil
penagibian pajak atas klaim pajak dar negara mitra alau
yunsdiks mitra bukan merupakan Penerimaan Nepara
schinegs tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nepara karena tidak (ermasuk dalam ranah
keuanpan negara.

Angka G

Pazal 25
Avar (1)

Apatnla Wabh Pajak berpendapar bahwa jumlah rogi,
jumlzah pajak, dan pcmorongan atau pemunguien pajak
Lidak sachagaimana mestinya, Wajib  Pajak  clapat
mengajukan keberatan hanya kepada Direkour Jenderal
Pajak.

Keberatan yvang diajukan adalah menpenal mater atau
isl dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rupi berdasarkan
keteniuan peraluran perundang-undangan perpajakan,
jumlah  besarnya  pajak, atau  pemolongan atag
pemungutan papak. Yang dimaksud dengan "soatu’
pada avat ini adalah 1 [satu) keberaran harus diajukan
terhadap L (sata] jemis pajak dan 1 [sam) Masa Pajak
arau Tahun Faiak.

Caontah:

Keberatan aras ketetapan Pajak Penphasilan Tahun
Majak 2008 dan Tahun Pajak 200% harus diajukan
masing-masing dalam | {satu) surat keberatan
tarsendirk. Untuk 2 «Jus) Tahun Pajak tersebut harus
diajukan 2 {dua) buah surat keberatan.

Avat (2] ...
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Avar [2)

Yang dimaksud dengan "alasan-alasan vang menjaci
dasar penghitungan” dimaksud adalab alasan-alasan
yang Jjelas dan dilampiri dengan fotolopl soarat

ketetapan pajak, bukti pernungutan, atag bukw
pEITatongan.

Avar |3)

Batas wakiu pengajuan surat keberatan ditentukan
dalatn wakin 3 |uga) bulan seak tanggal dikirim surat
ketetapan payak atau scjak tanggal pemotongan atay
pemungutan pajak scbagaimana dimaksud pade avar
[1] dengan maksud apar Wajlb Pajak mempyanyal wakiu
vang cukup memadar untuk mempersiapkan surat
keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyala babwa batas wakto 3 itiga) bulan
teraebiar tidak dapat dipenuhi olch Wapib Pajak kareny
keadaan di luar kekuasaan Wajpb Pajak (foree mujeun,
rengpang wakiu selama 3 {tiga] bulan tersebut masih
dapat  dipertimbangkan untuk  diperpamjang  aleh
Dircktur Jenderal Fajak.

Aval {3n)

Kelentian inl mengatar bahwa persyaralan pengajusn
keberatan bapi Wajibh Pajak adalabh harus melunasi
terlchbih dahwolu sejumlah kewajiban  perpajakannya
yvang telah diserujui Wajih Pujak pada saat pembahazan
akhir has)] pemernksaan. Polunasan tersebur harus
dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberalan.

Ayal [d4)

Permchonan keberatan yang fidak memenuhi salah
vatu syarat sebagammana dimaksud dalam pasal in
bukan merupakan surat Keberwtan, sehingga uddak

dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat
Kepuruzan Keberatan.

Ayvar 13

Tanda penerimaan sirat yang tclah diberikan oleh
pogawar  Darvekroral Jenderzal Pgjak atao oleh pos
berfungsi sebagal tanda terima surat keberaran apabily
suratl  tersebut memenuhl syarat o sebapal surab
keberatan. Nenpan demikian, batas walttu penyelssaian
keberatan dihitung scjak tangpal penerimaan surat
dirnaksud,

Apabila ..
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Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat
sebagal  surat  keberatan dan Wanb  Pajak
mecmporbalkinya dalam batas waktu penyampaian surat
keberatan, batas waktu penyelesaian Lkeberatan
dihitung sejak diterima  sorat berikutnya  yang
memenuhi svarat sebagai surat Keberatan.

Axat [f)

Agar Wak Pajak dapal menyusun keberatan dengan
alasan  yang kuaal, Wb Pgak diben bhak ontuk
merminta dasar pengenaan pajak, penghitungan g,
atau pemotongan atau permungutan pajak yang telah
chiletapkan, Oleh karena itu, Dircktur Jenderal Pajak
berkewajiban untuk memenuhi permintaan terscbut.

Avat [7)

Avatini mengatur bahwa jatub tempo pembayaran vang
tercera dalarm surat keterapan pajak tertangeuh sampai
dengan 1 [satu) bulan sejak langesl peoerbilan Surat
keputisan  Keberatan. Penangeuhan jangka waktu
pelunasan pajak menvcbabkan sanksi admimstratif
heropa hunga sebapaimana diatur dalam Pasal 19 tidak
diberlekukan atas jumlah pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan.

Avat [K}

Cukup jelas.

Avat [9)

Dalam hel  keberatan Wapk  Pajak  ditolak  atan
thkabulkan sebagian dan Wagit Pajak tidak mengajukan
permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangt denpan pajak yang
lelah dibayvar sebelum mengajukan keberatan harus
dilunast paling lama 1 (satu] bulan sejak tangpal
pencrbitan Surat Keputuzan Keberatan, dan penagihan
dengan Sural Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib
Fayak ndak melunasi utang pajak tersebut. Di samping
itu, Wajibk Pajak dikenai sanksi admimstratil berupa
denda schesar 309 [tiga pulul persen).

Contoh: ...
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Contoh:

Untuk Tohun Pajak 2023, SBurat Ketetapan Pajak
Kuranpg Bayar [SKPEB} dengan nimlah pajak yang masib
harus dibayar sebhesar Rl Q00000 Q00 00 {satl muliar
rupiah] diterbiikan wrhadap FT 4. Dalam pembahasan
akhir hastl pemeniksaan, Wajib Pajak hanya menyetun
pajak yeng  masih harus dibayar scheosar
Rp200,000.000,00 [dua ratus juta rupiah}l. Wajitr Pajak
telah melunasi sebaglan SKFKB  tersebut =sebeszar
Rp2d0,000 G000 [dua  ratus  juta mupieh)  dan
kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya.
Direktur Jenderal Pajak  mengabulkan  zebagiat
keberatan Wajil: Pajak dengan jumlah pajak yang masib
harus dibayar menjaldi sebesac Rp7 00000 000,00
itujuh ratus lima pualdh guts rumah) Dalam hal g,
Waph Pgjak tidak dikenal sanksi  administracil
sehagaimany diatlr dalam Pasal 19, tetapl dikenai
sunhks  admimstratlf sesuwal denean ayat i, yaltu
gebesar 20% x (Rp S50 .000.000,00 - Rp200.000 000 ,00)
= Rpl63. 000 000,00,

Avart (10}

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Avat [2)

Cukup jclas.

Avat [3)

Cukup jelas.

AVat (4]

Dihapus.

Avar |4a)

Cukup jelas.

Ayat (5]

Dihapus.

Ayat [Da) ...
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Aval [Da)

Ayat Ini mengatur bahwa Dbagi Wajibh Pujak wang
mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak
vang diajukan banding tertanpguh sampai denpan 1
{satu} bulan sejals tanggal penerbitan Putusan Banding,
Fenangguhan  jangka waklwu  pelunasan pajak
menyebablkan  sankyt sdministratl berupa  bunga
sehagaimane diatur dalam MPasal 19 tidak diberlakukean
atas jumlah pajak vang belum dibayar pada saal
penpajilan keberatan.

Avar [5h)

Cukup jelas,
Avat |20)

Cukup jelas.
Axyar |34}

Galam hal permohbonan banding Wajib Pajak ditolak
atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan
Putusan Randing dikurangi dengan pajak yang telah
dibavar sebelum mengajukan keberatan haras dilunasi
paling lama 1 [satu| bulan sejak ranggal penerbitan
Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa
akan dilaksanakan apabila Waijilr Pajak Lidak melunasi
utang pajak tersebut. TN samping v, Wajlbh Pajak
dikenal sanksi admimstratil Berupa denda schesar £0%
[enam puluh persen] sehbagaimana dimaksud pada ayat
imi.

Contohe

Untuk Taehun Pajak 2023, Surat ketetapan Pajak
Kurang Bayar [SKPEE) denpan jumlah pajak yang masih
hanls dibayar sebesar Bpl GO0 000,000 00 [satd miliar
rupiah) diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan
akhir hasil pemernksaan, Wajil Pajak hanya menyvetujui
pajak  yang masih harus  dihayar schesar
Rp200. 000, 000,00 [dua ratus juta Mapdiah), Wajib Pajak
tzlah melunasi sebagian SKPKE  tersebutr  scbesar
Rp200.000 300,00 [dua  rerus jua  rtupiah) dan
kemudian menpgajukan keburatan atas koreksi lainnyva.
Direktur  Jenderal  Pajuk  menpabulkan  zebagian
keberatan Wajith Pajuk dengan jumlah pajak yang masgih
harus dibayar menjadi scbesar Rp750.000 000,00
(tujulr ratus lima puluh juta rupiaht.

Sclanjutnya .
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Selanjuinya Wajib Pajak mengajukan permohonan
banding dan oleh  Pengadilan  Pajak  diputuskan
besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi
sebesar Rpd 50 .000.000,00 [smpat ratus lima pualuh juts
rupiah). Dalam hal ini, baik sanksi adminiatrat] berupa
bunga sebapgaimana digtur dalam Pasal 19 maupun
sanks admimstratif berups denda sebapaimana distur
delarm Pasal 25 ayat (9) tidak dikenakan. Namun, Wajib
Pajak dikenat sanksi administrarif beripa dencla sesuai
dengan ayat i, yaitu sebesar 60% x [Rpd 30,000, Q00,0
- Rp200, 000,000 00) - Rp150.000. 003,00,

Avab {3e)

Cukup jclas.

Avat (30

Calam  hal terhadsp  Putusan Banding diajubkan
permohonan peninjauan kembali oleh Wajib Pajak atau
Direkiur Jenderal Pajak dan berdasarkan Putusan
Pennjavan kembah mengakibatkan jumlah pajak vang
masih harus dibayar oleh Wajnib Pajak bertambah,
lethacdap Wanub Pajak dikenai sanksi administral
berupa denda sebesar 60% [enam puluh persen) dard
jumnlah pajak berdasarkan Pulusan Peninjauan Kembali
dikurang dengan pajak yang telah dibayar zebeslum
mengajukan keberatan.

Contah 1

Dviterbitlcan  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
[SKPKB) rethadap Wajib Pajak vntuk Tabun Pajak 2023
dengan jurnluh pajak yang masih harus dibayar sehegar
R 000,000,000, 00 (nga millac rapiah),. Surat
Pembxeniahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan yang
sebelumnya disampailktan oleh Wagih Pajak berstatus
kurang bayar dengan nilai Rpl.000,300,000.00 |satu
miliar  mupial).  Dalam  pembahasan zkhir hasil
pemneriksaan, Wajib Pajak tidak menyetujui seluruhnya
pagak yang masih harus dibayar, schingga tidak ada
prmbavaran atas SKPKB yang dilakuksn oleh Wajib
Fajak sebelum penpgajuan  keberatan. Berdasarlkan
pengajuan  keberatan oleh Wanb Pajak, Direktur
Jenderal  Pajak menerbitkan Surat Beputusan
Keberatan vang isirya menelak scluruh keberatan Wajits
Fajak. Wajib Pajak kemudian mengajukan pernmohonan

banding ...
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banding dan Hakim Pepgadilan Pajak memutuskan
mencrima selurub bandine Wajtb Pajak. Berdasarkan
Putusan Banding tersebut, tidak terdapat pajek yang
masih harus dibavar olch Wajlk Pajak. Direkiur
Jenderal Pajzk kemudian mengajukan  peninjauan
ketnbali kepada Mahkamah Apung. Hazil Puatusan
Peninjavan Kembali  mengabulkan  permchonan
pematon dan menyatakan bahwe jumlah pajak yang
rmasih  bharus dibayar Wajib Pajak adalah scbosar
REpd.GD0, 300 000,00 [tiga miliar rupiah], Dalam hal ini,
Wapnby Pajak bharus melunasi kurang bayar sebesar
REpl GO0, 000 000,00 ditambah  sanksi  administratif
sebapaimana dimaksud pada ayvat ini yaita sebesar 0%
x Rp3 000,000 000,00 = Rpl, 800, 000G 00, 0

Contobh 22:

Citerbitkan Sural Ketetapan Pajalk Kureng Bavar
[BKPKE] terhadap Wajik Pajak untuk Tahun Pajak 2023
dengan jumlah pejak vang masih harus clibavar sebesar
Rpa 000,000,000 00 jtiga  miliar  ipiah), Surac
Femberilahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan yvang
sebelumnya disampaikan oleh Wajib Pajak bersiatus
kurang bayar dengan nilai Rp400.000.000,00 |empac
ratus Juta rupiah). Dalam pembahazan akhir hasil
pemeriksaan, Wajib Pajpk menvetujui jumlah pajak
yvang masih harus dibayar sebesar EpS00.000 000,04
[emam  ratus  jurta rupiah) schinpga Wajibh  Pajak
mclakukan pembayuran atas SKFKB sejurmlabh yang
dizetujur dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan
sebelum pengajuan keberatan. Berdasarkan pengajuan
keberalan oleh Wajib Pajak, Direkiur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Keputuzan Keberatan yvang isinya
menolak seluroh keberatan Wajib Pajak. Wajih Pajak
kemudian  mengajukan  permohonan  banding  dan
Hakimmn Pengadilan  Pagjak meomutuskan  enerma
schbagian banding Wajih Pajak dan menvatakan pajak
VATIE kurang dibayar menjadi sehesar
Rpo00, OO0, 000,00 {enarm ratus juta rupiah). Meogingat
bahwa Wanb Pajak 1elah melakukan pembayaran
sebelum pengajuan keheratan yang jumlohnya senilai
decngan Putusan Banding, maka tidak tevdapat pajak
vang harus dilunasi berdusarkan Putusan Banding oleh
wajib Pajak dan tidak dikenakan sanbsi administratif
zebagaimana dimaksud pada avat {Sd).  Direktur

Jenderal |
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Jenderal Pajak kemudian mengajulkan  peningauan
kembali kepada Mahkamah Apung. Hesill Putusan
Penimjauan  Kembali  mengabulkan  permchonan
pemohon dan menyatakan babws jumlah pajak yang
maxh harus dibayvar Wajily Pajak adalah sebeszar
R 000,300 000 00 [tiga miliar rupiah). Dalam hal ini,
Wajib Pajak harus melunzzi kurang bayvar schesar
Rp3.000, 00,000 ,00 - RpG00.000. (30,00 =
Rpt 400 000 00000, ditambah =sanksi administratif
scbagaimana dimakyud pada avat ind, yailv sebesar
G0% x (Rp3.000.000.000,00 - Rp60D.000.000,00) =
Rp1.440.000.000,0:0.

Ayat (Sg)

Cukup jelas.

Axar |£)

Cukcup jelas,

Yang dimaksud dengan “prosedur persetujuan
bersama” atau mutuw] ogreement procedyre adalah
prosedur administratil yang diatur dalam persctujuan
penghindaran pajak berganda untuk mencegah atau
menyelesaikan  permasalahan yang  timbul  dalam
penerapan persetujuan peanghindaran pajak berganda.

Avat 2]

Cukup jclas.

Ayat (3

Cubkup jclas.

Ayat [4)

Agar prosodur persetujuan hersama dapat secaca elekiil
mendorong Wajib Pajrk unluk mendapatkan keadilan
dan mengeliminasi pemajakan berganda, perlu diatur
interaksinya dalam hal prosedur perserujuan bersama
dilaksanakan hersamuan denpan proses penyelesaian
sengketa domestik, khususnya pengajuan banding dan

PERINEUsT ..
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pemryauan kembalil Ayar ini menegaskan babwa dalam
hal putusan banding atau peninjavan kermbali elah
divcapkan  terlebih dahulu sebelum  cdicapainys
persetujuan bersama tetapl sengketa yang diajukan
proscdur porsetujuan bersama tidak diputus dalam
putuzan  banding  atau penimjauen kembali,

perundingan  dalam  rangke  prosedur persebujaan
bersama dilanjurkan.

Dalam hal putusan banding atan peningauan kembali
juga memutus senpketa wang  diajukan  prosedur
perselujuan bersama maka perundingan tetap dapat
diiapjutkan  dengan  mendasarkan  posisi runding
LhHrekiur Jenderal Pajak pada putusan banding aiow
peminjauan kemball. Dalam hal perserujuan bersama
tidak dapat dicapaa denpan posisi ronding tersebut,
Chrecktur Jenderal Pajak dapat mengusulkan unrok
menghentikan  perundingan  dengan  memperhatikan
ketentuan dan kaidah dalam negosiasi dan perundingan
internasional, khususnyva lerkail pelaksanaan prosedur
persetajuan bersarma.

Ayat (3]

Cukup jelas,

Ayat (]

Cukup jelas.

Dalam Undang-Undang ini ditcntukan =iapa yang
menjadi wakil unluk melaksanakan hak dan kewajilvan
perpajakan Wanb Pajak terhadap badan, badan yang
dinvatakan peaitlit, badan dalam pembubaran, badan
dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anal
yvang belum dewssa ataw orang yang berada delam
pengampuan, Bam Walb  Pajak  tersebut  perlu
difeniukan giapa yang menjadi wakil atau kuasanya
karena mercka tidak dapat ateu  tidak mungkin
melakukan sendin tindakan hukum terseba,

Avat (2) ...
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Ayl {2

Arval Nl mencgaskan bahwa wakil Wajib Pajak yvang
tialur dalam Undang-Undang ini hertanggung jawab
secard prnibadl atau secarg renleng atas pombayaran
pajak yang terutang.

Pengecualian dapar dipertimbanpgkan oleh Direktur
Jenderal Pajak apabila wakil Wajib PFajak dapat
membuktikan  Jdan meyakinkan  bahwa  cdalam
kedudukannya, roenurat kewajaran dan  kepatiltan,
tidale rmunglin dimintal pertanggungjawahan.,

Avat [3)

Avat int membenkan kelongparan dan kesempatan bag
Waik Pajak untuk meminta bantuan pihak lain vang
memahami masalah  perpajakan sebagai kuasanya,
untuk dan atas namanys, membantu mclaksanakan
hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi  pelaksanaan lewrajibar
formal dan matenal serta pemenubhan hak Wajib Pajak
yang ditentukan delam peraturan perundang-undangan
peErpajakan.

Yeng dimaksud dengan kuasa adalah orang vang
menerima kuasa khusus dari Wajith Pajak anmk
menfalankan halk dan memenuhi kewajiban perpajakan
tertentu dari Wajibh Pajak sesuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Avat [3a)

Untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan, searang kKuasa yang ditunjuk olsh Wajib
Pajak harus memiliki kompetensi  tertentn dalam
aspek perpajakan. Kompetensi tertenfu antara lain
jenjang  pendidikan  tertentu, sertifikasi, danfatau
pembinaan oleh asosiasl atau Kemenferian Keuangan.
Oleh karena ilu, kunsa dapat dilakukan oleh konsulian
pajakt atay mhak lain sepangang mementhi persyaratan
sesuai  dengan  keientuan  peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Aoal (4] ...

SK No [ 15634 A
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Axvat [4)

Orang yang nyvata-nyata mempunysl wewenang dalam
menentukan  kebjuksunaan  dan/atau  mengambil
keputusan dalam  rangka menjalankan  kegatan
perusabaan, misalnya berwcnang  menandatangani
kaonlrak dengan pihak ketiza, menandatangani cek, dan
sehagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum
namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam
akle pendirian mavpun akte peribzhan, termasuk
clalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayal ini
berlaku pula bagi komisats Jan pemegang saham
mMayorias atau pengendali.

Cukup jelas.

Avat (2]

Untulk mermngkalkan realisasi potensi perpajekan serta
untuk mengoplimalkan  peogenaan pajuk,  dapat
diterapkan skema pemotongan danfatau pemungutan
pajak {writhhoiding tax) melalul penunjukan pemotong
dan/atau pemuongul pajak, yaitu pihak lain.

Fihak lain yang ditunjuk sebagai permotong dan/atay
petmungut pajak merupakan subjck pajak baik dalam
NEREr: maupkin luar negeri, yang terlibat langsung atsu
vang memfasilitast  transaks:  misalhya  dengan
menyediakan sarana atau media transaksi, termmasuk
fransakal yang dilakukan secara elektronile.

Contoh 1:

PT ABC adalah Wajib Pajak dualam negeri wvang
menyediakan peer to peer lendirg plalform di Indonesia.
Tuan A meminjambkan sejurnlah dana kepada Tuan B
melalul platform tersebut. Dalam skema ini, meskipun
PT ABC hanya sebagai pernntara transaksi antara Toan
A dan Tuan B dalam peer fo peer lending piotform,
Menteri Kewangan dapat menunjuk PT ABC sebagsi
pihak lain untuk melskukan pemolongan, penveroran,
dan pelaporan pajak atas penghasilan berupa bunga
vang diterima aleh Tuan A dan Tuan B.

Contoh 26 ..,
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Conloh 2:

E Inc. mecrupakan perusahaan vang menyediakan situs
untuk berbagi video vang berkedudukan di loar
Indonesia. Tuan €, zeorang pencipta konten {ecrtent
credator} mendapatkan penghasilan dan B Tnc,. Dalam
transaksi ini, R Inc. mermupakan pihak lain yang cdapar
ditunjulke oleh Menters Kevangan wnivk melakukan
pemotengan, penveloran, dan pelaporan pajak alas
panghasilan yaong dibayvarkan kepada Tuan C.

Conraoh 3

PT DEF merupakan penyedia merkeiploce plotform
dalam negen sebagal wadah pedapang barang danfatau
penycdia jasa untuk memasang penawaran barang
dan/atau jasa. PT PR merupakan Pengusaha Kena
Hajak yang melakulkan penawaran barang melalu
marketplace platform yvang disediakan oleh PT DEF.
Tuan Z melakukan pembelizan barang vang ditawarksn
oleh FT POR melaluyi morketplace  platform yang
disediakan oleh PT DLEF. PT DEF dapal ditunjuk oleh
Mentfer:  KeLangan  sebagal pemungat PPN untuk
memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN oyang
terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak cleh PT
PR kepada Tuan 2 vang dilakukan melalui morketplace
platform vang disediakan aleh PT DEF.

Avat [3)

Pengaturan mengenal penetapan, penagihon, upaya
hukum, dan pengenaan sanksi lerhadap Wajib Pajak
sesual Undang-Undang rentang Ketentuan Ulmnum dan
Tata Cara Perpajakan dan Usdamg-Undang tenleang
Penagihan Pajak dengan Sural Paksa berlaku juga
terbiadap pihak laan, termasuk subjek pajak yang berada
di luar wilayah hulkum Indoncsia.

Arval (4]

Feryvelenegaara sistem elektronik merupakan
penyelenpgara sistcm clektronik sebagaitnana diatur
dalam ketentuan  peraturan perundang-undangan
mecngenal infermas: dan transaks: elekironmile.

Ayat [3}

Cukup jelas.
Ayal o) ...
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Cukup jclas.
Avar iF)

Cukup jelas.

Angka 11
Fasal 34
Ayar (1)
Setiap pejabat, balk petugas pajak maupun mereka
vang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang
mengungkapkan  kerahasiaan Wajibh  Pajal:  yang
mecnyanpkut masalah perpajakan, antara laion:
a. Jurat Pemberitahuan, laporan kevangan, dan lain-
lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak,
b. data vang diperaleh cdalam rangka pelaksanaan
pameriksaar,
c. dokumen danfalay data yang diperoleh darn pihal
ketlipga yang bersilat rahasiag
cl. dokumen danfatau rahasia Wapbk Pajak sesuai
denpgan ketemtuan peraturan perundeng-undangen
yang berkenaan.
Ayar |2

SK Mo 115637 A

Mara ahli, seperti ahli bahasa, akunlan, dan pengacara
yang ditunjuk oleh Direktur Jencderal Pajak untuk

membantu pelaksanaan uondang-undang perpajakan
adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula
untuk  mengungkapkan  kerahasiaan  Wajib  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Ayval {Za)
Keterangan yang dapatl diberitshukan adalah identicas
Wanb: Pajak dan infoermast vang bersifat umuom tentang
perpdjakan,
Idenfitas Wab Pyak melipud:
1. nama Waph Pajak;

2. MWomor Pokok Wanh Pajak;

2. glarmat ...



sl

FREIDEM
REPUBLIE IHDOMESLA

- 30 -

3. alarmat Wajil Pajak;

4. alamal kegintan usaha;

2. merek usaha; dan/atau

&, keglatan usaha Wajib Pajak.

Informasi vang bersifat umuam (entang perpajakan
melipuri:

8. pocncrimaan pajak sccara nagsional;

b. penenmaan pajak per Kanlor Wilayah Direkrorat
Jenderal Pajak dan/atany per Kantor Pelavanan
Pajak;

. penerimaan pajak per jenis pajak;
d. penenimaan payak per klasihkasi lapangan usaha,

e, jumlah Wajlb Pajak dan/atau Pengusahs Kenn Pajak
terdaftar;

[. rcgister permohonan Wajib Pajak;
tunggakan paak secara nasional; danfataa

h. tunpggakan pajak per Kantor Wilavah Direktorat

Jenderal Pajak danfatau per Kantor Pelayanan
Pajak.

Ayat |3}

™

Kerja sama yang dimaksud dalam ayat ini memupakan
pembenan atau pertukaran data dan/atau inlortnasi
antara Dircktorat Jenderal Pajak dan lembags negara,
inslanygi pemerintah, badan hukutm yvang dilentuk
metalul Undang-Undang atau Peraturan Permerintah,
atau pihak lain untuk kepentingan negara dalam rangka
MENghimpun penerimaan hegara malplln penerimasan
daeraly atau menjalankat administrasi pemerintahan
yang Baik serta mendukung kebijjakan pemerintah.

Dalam  surat  izin yang  duerbilkan oleh  Menten
Keuangan hars dicaninmkan nama Wanb Pajak, nama
pihak vang ditunjuk, dan nama pejabar, ahli, atau
tenaga ahli vang diginkan  untuk  memberikan

keterangan ataly memperhhatkan bukti tertulis dari
alau tentang Wapib Payak.

Surat ...

SK Mo 15638 A
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Burat 1zin yang diterbitkan olelh Menterd Keuangan
dalam rangka pelaksanaan  kega sama  untuk
kepentingan negara dapat lidak mencantumkan nama
Wajib Pajak retapi terap mencantumkan jenis data
sesnal vang tercaniumm dalam kerja sama.

Femberian izin tersetwlt dilakukan secara terbatas
dalam hal yang dipandang perlu olch Menteri Kevangan.

Syac (4]

Untuk melaksanakan pemerikzaan pada =zidang
petigadilan dalam perkara pidana atav perdata vanyg
berbibungan  dengan masalah  perpajakan,  demi
kepentingan peradilan, Menten Keuangan memnberilkan
lzin pembchasan atas kewajiban Kerahasiaan kepada
priabat pajak dan para abli sebagaimana dimaksuod
pada ayat (1] dan avat [2] atas perrmintaan tertulis hakim
ketua sidang.

Ayat (3)

Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa
keterangan perpailakan vang diminta hanya mengenai
perkara pidana atau perdata tentang perbuatan akany
peostiwd yang menyangkut bidang pecpajakan dan
hanya lerbatss pada tersangka yang bersanghkucan.

L i}

Penuntutan rtindak pidena o) bideng perpajakan daluwarsa
10 [scpuluh] tabun dari sejek sast terutangnya pajak,
berakhirnya blasa Pajak, Bagian Tahun Fajak, atau Tahun
Pajak yang bersangkutan. Hal terscbur dimaksudken guna
memberikan sualu kepastisn bukum bapi Wajib Pajalk,
Penuntut Umiurn, dan Hakim.

Yang dimaksud dengan “penuntutan® adalah penyampaian
surat pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  kepada
penuntut wram melaluon penyidik pejabat Kepolizian Negara
Fepulblik Indimesia dan/atau kepada terlapor.

Angka 13 ...
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Pasal 43A
Ayat (1]
Informasi, data, laporan, dan pengaduan vang diterima
olch Direkiorat Jenderal Pajuk akan dikembangkan dan
dianalisis melalui kegiatan intelijen dan/atau kegiatan
lain  vang hasinyva dapat ditindaklanjuti dengun
Peimneriksaan, Pernerikyaan Bukt Permulaan, atan tidalk:
ditirdaklanjuti.
Pemenksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan
kethwjukan yang  sama dengan penvelidikan
sebagpimana  diatur  dalam  ndang-Undang  yvang
mengatur mengenar hukum acara pidana,
Aval (la)
Cukup clas.
Ayar 1)
Cukup jelas.
Ayat (3
Cukup jelas.
Axyat |4)
Cukup jelas,
Angka 14
Pazsal 44
Ayak (1)
Pejabat Pegawai Negerli Sipil tertentu di lingkungan
Chrektorat .Jenderal Pujak yang diangkat sebapai
penyidik tindak pidans di bidang perpajalen eleh
pojabat vang berwenang adalah penyidik cindak pidana
i bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidans
di bidang perpajakan dilaksanakan menurut kelentuan
yvang diatr dalam Undang-Undang Hukum Acara
Fidana vang herlaku.
Axat (2)
Hurul a
Cukup jelas,

SK Mo 115040 A
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Hurul B

Cukup jelas.
Huun «;

Cukup clas.
Hural d

Cukup jelas.
Hurual &

Cukup jelas,
Hurui £

Cukup jelas,
Hucuf g

Culkup jelas,
Hurul b

Cukup jelas,
Hurul

Cukup jelas.
Hurul §

Pemyitaan untuk lujuan pemulihan kerugian pada
pendapatan pegara dapat dilzakukan terhadep
barang bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk
rekening bank, piutanp, dan surat berharga milik
Wanh Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak
lain vang telah ditetapkan sebagni tersangka,
Penyitaan dilakukan oleh  penyidik  dengan
ketentuan seszuai dengen bukum acara pidana,
antara lain:

1. harus memperoleh izin ketua pengadilan negen
setempat;

2. dalarmn  keadaan  yang  sangal  perlu dan
mendesak, penyidik  dapat melakukan
penvitaan dan segera meluporkan kepada ketua
pengadilan negeri setempat guna memperoleh
pErsetujuannya.

Yang ...
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Yang dimaksud dengan “pihak lain® adalab pibak
vang meoyurubh melakukan, wang tuut serta
melakukan, yang menganjurkan, atau  vang
membantu melakikoen tindak pidana di bidang
perpajaltan.

Femblokiran  dilakukan  dengan melakukan

permititaan  pemblokiran ke pihak borwenang

seperil bank, kanoor perlanahan, kantor samsat
dan lain-lain.

Hurul k
Cukup jelas.
Huruf |
Cukup jelas.
Ayat [J}
Cukup jelas.
Avat [4]
Cukup jelas.

Angka 15

=K Mo 115642 A

Fasal 44A

[uruf a

Cukup jelas.
Hurut b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Penghentbian penyidikan demi hukum adalah alasan
hapuznya hak menuntat dan hilangova hak
menjalankan pidana, antara lain ksrena terhadap
perkara yang sama tdak dapal diadili untuk kedua
kalinya (nebis in idem), tersangka meninggal dunia, alau
karena daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pagal
4{).

Aneka 16 ...
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Angka 16
Pazal 448
Ayat [1]

Untuk  kepentingan  penerimasn  negara,  atos
perrmintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat
menghentikan penyvidikan tindak pidana perpajakan
sepanjang perkara pidana terscbut belum dilimpahkan
ke pengadilan.

Ayat 2]

Dulam  hal proses penyidikan telah  menetapkan
tersangka yang lebih dan | [satu] orang atauw badan,
maka setiap tersangka juga memiliki hak untuk
mengajukkan  permohonan  penghentiapn penyidikan
untuk dirinya sendir.

Permmghunan penghentian peovidikan dilakukan oleh
rersanpgka sctelah melunasi jumlah kerugian pada
pendapatan negara; jumlah pajak terutang vang tidak
atau kurang dibayar; jumlah pajak dalam falotur pajak,
buktu pemungutan pajak, buktl pemotongan pajak,
danfatau bukei setoran pajak; jumlah restiousi rang
dimohonkan denfalay kompensasi atay pengckreditan
pajak vang dilakukan, sesual dengan propursi yang
memadi  bebannya  ditambah  sanksi  administradf
berupa denga.

Contoh:

Fenyidik melakukan penyidikan terhadap PT XYZ
dengan keruglan pada pendapaten ncpara sebesac
Rp L 00.000.000,00. Terhadap kasus tersebut dilakukan
penelapan tersangka terhadap A dan B, Berdasarkan
has]  pemerikzaan  diketahuwi bahwa A mencrima
manfaat sebesar Rpl5000.000,00, sedangkan B
menenma manfaat sebesar RpS.000,000.00. A dag B
kemudian mengajukan  permohonan penghentian
penyidikan dan meminta informasi kerugisn pada
pendapatan negare yang haris mereka lunasi.

Berdasarkan ...
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EBerdazarkan manfaat yang diterima A dan B maka
Jutolab keruglan pada pendapatan negara yang harus
flihinast  dalam rangka  permohonan penghentian
penyidikan adalah sebagal berilout:

L. A harus melunasi selesar

[Rp.15.000.000,00/Rp20,000,000,00) %
Rp100.000.000,00 = Rp75.000. 000,00

2. B harus melunas] sehesar

(Rp.5.000.000.00 Rp20L000_BOG, 00 »
Rpl00.000.000,00 = Rp25.000.000,00

Avat [2a3)

Mengingat penanganan perkara pidana di bidang
perpajakan lebih mengedepankan pemuliban kerugian
pada  pendapatan negara  duripada  pemidanaan,
kesempatan terdakwa usntuk melunasi jumlah kerugian
pada pendapatan negara; jumlah pajak terutang yvang
tdak atau kurang dibavar; jumlah pajal dalar faktur
pajak, bukti pemungutan pajak, bukb pemuotongan
pajak, dan/atau bukli setoran pajak; jumlah restinusi
vang dimchonkan  danjfatau kompensasi ataw
pengkreditan pajok yang dilakukan, sesuai dengan
proporsi vyang menjadi bebannva ditambah sanksi
admimistratifl berupa denda diperluas sampai denpan
tahap persidangan.

Ayat |Zh)

Yang dimaksud dengan “dituntut tanpa  diserlai
perjatuhan pidana penjara”™ adatah perkara pidana vang
lerbukrtl secara sah dan meyakinkan tetap dituntut
dinyatakan bersalah letapl tanpa diserrai penjatuhan
mdana penjata untuk terdakwa orang. Sementara itu,
mdana denda, balk untuk rerdakwa orang maupun
badan tetap dijatuhkan sebesar jumlah yang telah
dilunaszi terdakwa sebspgaimana dimaksud pada ayat
{2a] dan jumlah pelunasan tersebul, diperhitungkan
schagai pidana denda,

Aoral (o)
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Avat [Zo)

Dulam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib
Pajak, tersangka, atau  recdakwa  sampai  tahap
persidangan tidak melunasi jumlah kerugian pada
pendapatan negara; jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar; jumlab pajak dalam {aktur payalk,
bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,
dan/atau bukti setaran pajak; jumlah restitusi vang
dimohonkan dan/atau kompensasi ataw pengkreditan
pajak vang dilakukan, scsual donpan proporsi vane
memjadi bebannyas  ditambabh sanksl admindstradl
betups  denda, terhadap terdakwa terap  dituntut
bersalah dengan penjatuban pidans penjara bapi
rerdakwa orang dan pidana denda bagl (erdakowa orang
atalpun badan, tctapl pembavaran terscbut dapat
diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang
dibchankan terhadap tecdakwa.

Avat [H
Dihapus.

Angka 17
Fasal 44C
Avat (1)
Cukup jelas,
AVar [2)
Cukup jclas.
Ayat [3)

Lamanva midana peryjara schagal subsider pidena denda
ditentukan dalam putusan penpadilan.

Pasal 44D
Cukup jclas.

Arpka 18
Cukup jclas.

Anpka 19
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Anghka 19
Pazsal 44E
Cukup jelas

Pasal 3
Angka ]
Fasal 4
Ayat 1]

Undang-Undang inl menganut prinsip pemajakan ates
penghasilan dalam pengertian yang loas, yaitu bahwa
pajak dikenakan atas setiap tambahan kemarmpuan
ekomomis yang diterima atau diperoleh Wajilh Pajak dari
manapun asalnya yang dapal dipergunakan untuk
konsumsi atau menambah  kekeyvaan Wajib Pajak
terschut.

Pengerian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak
memperhatikan adanya  penghasilan dari sumber
tertentu, tetapi pads adanya tambahan kemampuan
ekanemiz.  Tambahan kemampuan ekonomis vang
titerima ataw diperoleh Waplb Pajak merupakan vkuran
lerbalk mengenal kemampuan Wajils Pajak tersebut
uniyk kul bersama-zama  memikol  biaya  yang
thperlukan pemerintah  untuk  kegialan ratn dan
pembangunan.

Dilihiat  dan  mengalirnya  tarmhahan  kemampuan

chonomis Lkepada Wajib Pajak, penghasilan dapat
dikelompokkan menjadi:

i penghasilan dan pekeraoan dalam hubungan kerja
dan pekerjaan bebas scpert gajl, honorarvium, dan
penghasilan dan prakuk dokter, notaris, aktuaris,
akuntan, pengacara, dan sebagainya;

i1, penghasilan dan wsaha dan kcplatan:

lii.  penghasilan dari maodal, yang berupa harta berperak
ataupun harta tak bergerak, sepertt bunga, dividen,
rovaltl, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau
hale vang ndak dipergunakan untuk usaha; dan

. peoghasilan lam-lain, seperti pembebasan utang
tlan hadiah.

hlihar ..
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Dulibar dan penggunaannya, penghagilan dapat dipakai
unluk keonsumst dan dapat puls ditabung untuk
menambah kekayaan Wajih Pajak.

harena  Undang-Undang ini menganut  pengertian
penghasilan yanp luas maka semua jenis penghasilan
yang ditcrima atau diperoleh dalam suatu wahun pajak
digabungkan uncolk mendapatkan dasar penpenaan
pajak. Lengan dermikian, apabila dalam satu @hun
pajak suatu usaha alau kegiatan menderita kerugian,
kerugian Fersetr dikompensasikan dengan
penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuaali
keruglan yang diderita di luar negeri. Namun demikian,
apahila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan
lanf vang beraifat final atan dikecuslikan dari objek
pajak, mwmaka penghasilan  tersebut tdak  boleh
digabungkan dengan penghasilan lain yang dikecnai tarif
LTI,

Contoh penghasilan yang diselut dalam ketentuan ind
dimaksudkan untuik rmemperjelas pengertian tentang
penghasilan yang luas yang tidak terbatas pade contoh
dimak sl

Hurul a

Jemua pembayaran atau imbalan sehubunpan
denpun  pekerjaan, seperti upah, gayi, premi
asuransl jiwa, dan asuransi keschatan yang
dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam
bentuk lainnya adalah objek pajak,. Pengertian
imbalan dalam benluk lainnya termasuk imbalan
dalam benmk nalura dan/atau kenikmatan yang
pada hakikalnys merupakan penghasilan.

Selain ity termasuk dalam pengervtian penghasilan
melipull gratibkasi yang merupakan pemberian
yang wajar karena layanan dan manfaat vang
ditenima  olch pomberi  gratifikast  sehubungan
denpan pelaksanaan pekerjaan aran pemberian
jasa.

Yang dimaksud dengan “imbalan dalam bentuk
natura” adalah imbalan dalamn bentuk barang
stlain unang, sedangkan “imbalan dalam bentuk
kenikmatan” adalab imbalan dalam bentuk hak
atas pemanfaatan  sualu fasilitas  dan/arau
pelayanan.

Humf b ...



S Mo [ E56dE A

PRESIEM
REFPUBLIE IHDODMES]A

S A0 -

Hurul b

Dalam pongertian hadiah termasuk hadish darn
undian, pekerjaan, serta kegiatan seperti hadiah
undian tabungan dan hadiah dar pertandingsn
olahraga.

Yang dimaksud dengan “pengharpgaan”™ =adalah
imbalan  yang diberikan  schubungan  dengan
kegiatan terteniu, misdlnya imbalan yang diterima
sehubungan  dengan  penemuan  benda-benda
purbakala.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Apabila Wanb Pajak menjual harta dengan harga
yang lemh tinggl dan nilai sisa buku atay lebih
tmgpl darn harga atau nilai perolehan, selisth harga
tersebut merupakan  keunfungan. Dalam  hal
penjualan harta tersebut terjadi antara badan
usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang
dipakai  zebwapal dasar  untuk penghitungan
keuntungan darn penjualan tersebut adalah harcga
PHSET,

Misalnva, PT 8 memiliki zebgah mobil] yang
digunakan dalam kegiatan usabanva dengan nilzi
zi5a buku zebesar Rpd 0000 000 00 [empat pulah
Juta mupah}. Mobil terselbut dijual dengan harga
Rp&0. 000 000,00 {enam  puluh  jula  rupiah).
Dengan demikian, keuntungan FT 5 yang diperoleh
karena penjualan mohkil  terscbut adalah
Rp2G 0000000 (dus puluh jura rupah). Apabila
motal  tersebual dyasd kepada  salah  seorang
[ETNERATIE sahamnya dengan harpa
REpoa2 00004000 jlima pulub lima juta rupiah),
rmilay jual  maebill  tersebut tetap  dikitung
berdasarkan harga pasar scbhesar Rp&o.000.000, 00
(ermarn. puluh Juta  ropiah). Selizih sebesar
Rp20.000.000,00  jdua  pulubh jute ropdab)
merupakan  keuntungan bagpt PT 5 dan bagl
pemegang saham yang membeli mobil tersebur
sclisih scbosar Rp5 000000 00 [lima juta rapiah}
merupakan penghasilan.

Apahila ...
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Apatala statu badan dilikwdasi, keuntungan dan
penjualan harta, yaitu sclhisih antara harpa jual
berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta
terscbut, merupakan objek payak. Demikian juga
selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku
dalam hal terjadi penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, dan  penpambilalihen
usaha merupakan penghasilan.

Dalarm  hal  terjadi pengahiban batta sebapal
pengesnll saham  atan penyertaan medal,
keuntungan berupa selisih antara harea pasar dari
harta wvang  divershksn dan nilal bukunva
merupakan penghasilan.

Keuntunpan berupa sclisih antara harga pasar dan
nilaa  perelehan atau nilal sisa bulu  atas
peigaliban harta berupa babah, banan, atau
sumbangan merupakan penghasilan begi pihak
yang wmengalibkan keevahh harta terscbut
dihibahkan kepada keluargs sedarah dalam ganis
keturunan  luynls saty dersgar, Demikian juga,
kevuntungsan berupa sclisih antara harpa pasar dan
nilal  peralehan atan nilar sisa buku  Atas
pengalihan harta berupa bantuan atau sumbangan
dan hibah kepada badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk  yayasan,
koperasi, atau ocrang pribadi vang mepjalankan
usaha mikro dan  kecd  bukan  merupakan
penghasilan, sepanjang tidak ada hubunpannya
denpan usaha, pekérpen, Kepemlikan, atau
penpuasaan i antara pihak-pihak yang
bersanglulan.

Dralam hal Wajib Payyak pemilik hak penambangan
mengalihkan sebagan atau sclurnh hak tersebuat
kepada Waopbk Pajak lamn, keuntungan  yang
diperoleh merupakan objek pajak.

Huruf e

Pengembalian pajak vang telah dibebankan sebapgai
biava pada saat menghitung Penghasilan Kena
Fajak merupakan objek pajai.

Sehapgat ...
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Bebagai contch, Pajak Bumi dan Banguhan yang
sUdah dibayar dan dibebankan sebaga biaya, yang
karenza scsuatu sebab dikembalikan, maks jumlah
sebesar  pengembalian tersebul  merupakan
penghasilan.

Hural [

Dalam pengertian bunga termasuk pula premiom,
diskonto, dan  imbalan  schubungan dengan
jaminan penpembalian utang.

Fremium terjadi mpabila misalnya surat obligasi
dijual di atas nilai neminalnya sedangkan diskonto
terjadi apabila surat oblipasi dibeli di bawah nilai
norminalnya. Premium tersebut merupakan
penghaslan bapl yang menerbitkan obligasi dan
diskonte  merupakan  penghasilan bagl yang
membeli abligasi.

Huruf g

Cividenn merupaken hagian laba yang diperoleh
pecmegang saham alau pemegang polis asuransi.

Termasuk dalarg pengertian dividen adalah:

1} pembagian laba baik sccara langsung atagpun
tidak langsune, denpan nama dan dalam
bentuk apapun;

2) pembayaran kembali karena likuidasi vang
melebihi jumlah maodal yang disetor;

3 pemborian saham  bonus  vang  dilakukan
tanpa penyeloran termasuk ssham bonus
yang berasal dari kapitalisasi agio saham;

4} pembagian latm dalam bentuk saham;

3 pencataran tambshan modal yang dilakukan
fanipa Penyetoran,

) Jjumlah  vang melebihi jumlah zetacan
sahamnya vang dditenima  atau  diperoleh
pertepany saham karcna pembelian kemball
saham-saham olch perseroat YA
bersanghkaran;

1 pembAYATATL ...
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7] pembayaran  kKembalh selarubmya atao
sebhagian den modal yane disetorkan, jika
tJalam tahun-tahun yang lampau diperoleh
keuntungan, kecuali jika pembavaran kembali
itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar
[statuter yang dilakukan secara sah,

8] pembavaran sehubunpgan dengan tanda-tanda
laba, termasuk  yang  diterima sebaga
penebusan tanda-tanda laba tersebut;

9} bagian laba sebbungan dengan pemilikan
obligasi;

10] bagian laba yang diterima olch pomegang
s,
I'l] pengeluaran perusahaan untuk  keperluan

pribadi pemegang saham yang Jdibebankan
scbagai biaya perusahaan.

Oalam praktik sering dijumpei pembagian atau
pembayaran dividen secara terselubung, misalnya
dalam hal permegang saham vang lelsh menyctor
pennuh  modalnya dan memberikan pinjaman
kepada perseroun dengan imbalan bunga vang
melebihi kewajaran.  Apabila terjadi hal yang
derniktian maka selisih lebih antara bunga vang
dibayarksn dan tingkat bunga yang berlaku di
pasar, dipetlskukan sebagail dividen. Bapian bunga
yane diperlakukan scbagai dividen tersebot tidak
boleh dibebankan sebapal aya oleh perseroan
vang bersangkutan.

Huruf h

Royaltl adalah suati jurmlah yang dibayarkan atau
terutang detigan carg ataw perhitungan apa pun,
baik dilakukan secera berkala maupun tidak,
sebagal imbalan atas:

1. penggunaan alaw  hak mengsunakan hak
cipta di biddang kesusastraan, kesenian atau
karya ilmmiah, paten, desain atau  mocdel,
rencansd, lormula atan proses rahasia, merck
daganp,  dlau bentuk hak  kekayaan
nfelekibual/industrial atau hak senipa lainnya;

2. pEngdundan ...
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2. PENEEVNAATL atau hak menggunakan

peralatan/ perlengkapan indusinal, komersial,
atau ilmiah;

. pemberian  pengetahuan  atau  informasi  di

idang  ilmizh, teknikal, induostriel, arey
komersial;

. pecmberian bantuwan tambahan atau pelengkan

sehubungan dengan penggunaan atau  hak
menggunakan halk-hak tersebut puda angka 1,
PENEEFUNAARN alay bak mengeunakan
peralatan/perlengkapan lersebut pada angka 2,
atau pemberian pengetahuan atau informasi
tersetiyl puds angka 3, berupa:

a] penenmaan atau hak menerima relatnan
pambar atau rekaman suara ataw kedoanya,
vang disalurkan kepada masyarakal melalui

satelit, kabel, serat aptik, atan teknologl yang
zerupa;

b] penggunaan  alauw hak menpgunakan
rekaman gambvac alan relkaman svara atau
keduanya, untuk siaran televisi atau radio
vang cdisiarkan /dipancarkan melalui satelix,
kabel, serat optik, atau teknologi yang
seTupa;

c] penpggunaan atau hak  menggunakan
sebagian  atau  seluruh  spekirum eadie
kormunilias

. penggunaan  atau  hak menggunakan  Olm

gambar hidup [meteor proture films). ilm atau
pita video untuk siacan relevisi, atau pita suara
untul siaran raclio; dan

- pelepasan seluruhnya atau scbagian hak vang

berkenaan dengan penpgunasn alau pemberian
balk kekayaar intelektoalf/industnal  atau
hale-halt lainnva sebagaimana tersebut di atas,

Hurfi ...
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Huruf i

Dalam pengertian sews lermasuk imbalan vang
diterima atay diperoleh dengan nama dan dalam
bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan
harta bergerak alau harta tak bergerak, mizalnya
aewa mobil, sews Kantor, sewa rumah, dan sewa
Fudang.

Huruf §

Penenimann berupa pembayvaran berkala, misaloya
‘alimentasl” atau anmangan seumyur hidup vang
dibayar sccara  beorulang-ulang  dalam wakia
tertentil,

Hurif k

Pembcbasan utang oleh pihak yang berpiutang
dianpgap sebagai penghasilan bag pihak yang
semula berutang, sedungkan bagi pihak yang
berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.

Mamun, «denpan Peraturan Pemerintah  dapat
ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur Kecil
misalnys  Kredit Usaha Keluarga Prasejahters
{kukestal, Kredit Usaha Tam (KUT), Kredht Usaha

Rakyar [KUR), kredit untuk perumahan sangac
sederhana, serta kredit kecil lkinnya sampai

dengan jumlah tertenty dikecualikan scbagai objck
pajak.

Hurul' |
Keuntungan vane diperolch karena fluktuas: kars
mata  uang asing diakui berdasarkan  sistem
pembukuan yang dianut dan dilabukan secarg taat

asas seslel dengan Standar Akuntanst Kewangan
yang berlaku di Indonesia.

Huruf m

Selizih  lebih karena penilaian kembali akijva
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menipakan
perghastlan,

Huruf n ...
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Huruln

Dalam pengertian preml asuransi termasuk premi
reasurEns,

Hurul o

Cukup jelas.

Hurul p

Tambahan kekayaan nelo  pada  hakekainya
merupakan akumulasi penghasilan bailk vang telah
dikenakan pgak dan vang bukan vhiek pajak serta
vang belom dikenakan pajak, Apsbila diketahon
adanva [ambaban kekayaan neto yang melebi
akumulas] penghasilan vang telah dikenakan pajak
dan yang bukan objek pajak, maka tambahan
kekavaan neto tersebut mnemipakan penphasilan.

Huruf q

Kegiatan usaha berbasis syariabh memiliki landasan
tilasofi yang berbeda dengan kegiaten usaha vane
bersifat konvensional. Mamui, penghasilan yang
diterima atau dipernleh dart kegialan usaha
berbasis syoariab tersebut tetap merupakan objck
pajak menum Undang-Undang ini.

Hurulr

Cukup jzlas.

Hurul s

Cukup 1elas.

Ayat {1a)}

Cukup jelas.
Ayat [1b]

Cukup jelas.
Avat [1c)

Cukup jelas.
Avat {1d]

Dhhapus.

Avat [2] ...



FRESIOEM
RCPUALIE IHODOMESIA

_Aa7 .

Avat {2}

Sesual denpan kelentuan pada ayat (1), penghasilan
sebapaimana dimaksud pada ayat im merupakan objek
pajak. Berdasarkan pertitnbangan antara lain:

- perlaarldanya dorongan dalam rangka perkembangan
1nvestasi dan tabungan masyarakat;

-  kesederhanaan dalam pemungutan pajak;

berkuranpnya bebun administrasi baik bagl Wajib
Fajalk meaupun Dhrekloral Jenderal Pajak;

- pemerataan dalam pengetigan pajakoya; dan

- memerhatikan perkembangan ekonomi dan
moneter,

atas penghastlan-penghasilan tecsebat perly diberikan
perlakuan tersendirt dalam penpensan pajakny:,

Ferlakuan tersendici dalam pengenaan pajak atas jenis
penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnva, dan tata
cara pelaksanaan  pembayaran, pemotongan, atau
pemungutan diatur dalam Peraturan Pemerintab.

Obligas: sebagaimana dimaksud pada ayat ind termasuk
sural utang berangks waktu lebih dari 12 (doa belas)
bulan, scpertl Mediem Term Note, Flooting Rate Note
yang berjangka waktu lebih dari 12 {dua belas] balan,

sSurat Utang Negara vang dimaksud pada ayat ini

meliputs Oblbges Megara dan Surat Perbendaharaan
Megara.

Avat [3)
Hurut a

Bantuan atal sumbangan bapt pihak yang
menerima  bukan merapakan  okick  pajak
sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan
kerja, hubunpan usaha, hubungan kepemilikan,
atau hubungan penguasaan di antara pahak-pihak
vang bersanglutan. Fakat, infak, dan sedekah
yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga
amil zakat wang dibeotul atau disabkan oleh
pemerintah dan para penerima zakat yang berhak

SErta . .
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REFT4 SUTDEnEsan keagamaan yang sifatnya wajib
hag  pemeluk  agama  lainnya  yang  diakui
i Tnedonesia  yang  dirceritma oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemenintah  dan vang diterima  oleh penerima
sumbangan yang bperhak diperlakuken sama
seperh bantuan atau sumbangan. Yang dirmaksid
dengan  ‘zakat”  adalah zakat  sebopaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengena Fakal.

Hubungan wsaha antara pihak yang memberi dan
vang menenma dapat teadl, musalnya PT A
sebapal produasen suatu jonis barang yang bahan
baku utamanyq diproduks: oleh FT B, Apabila PT B
memberikan surmbangan bahan baku kepada PT A,
stimbangan bahan baku vang diterima oleh PT A
rmerupskan obck pajak.

Harta hibahan bag pihak vang menerima bukan
merapakan objek pajak apabila diterima oleh
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
zatin derajat, dan oleh badan keagamaan, badan
pendidikan, atau baden sosial termasuk yayasan
atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil termasuk koperasi, scpanjang diterima
ridak clalam ranpgka hubungan kerja. hubungan
usaha, hubungan kepemulikan, atau hubungon
PETLEUASEAR antara pihak-pihak vang
bersanpkutan,

Huruf b

Cukup jclas.

Humul ¢

IMada prinsipoya harta, termasuk sctoran tunai,
vang diterima aleh badan merupakan tambahan
kemampuan  ekonarmis bagl  badan tersebut.
Mamun karena herta tersebur diterima scbagai
pengganti saham atau penyertaan modal, maka
berdasackan kelentuan ini, harta yang diterima
tersebut bukan meripaban obick payak.

Hurafd ...
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Huruf

Dacrah tertentu merapakan  dacrah yang
memenuhil kntena antara lain daerah terpencil,
valtu daecrah yang secara ekonomis mempunyai
potcnsl yang layak dikembangkan tetapd keadaan
prasarana ekonomi  pada umumnya  kurang
memadar dan sulit dijangkan oleh ransporfas
urmuir, baitk melahal dacat, Teat maupun wdara,
sehingga unfuk mengubah potensi ekonomi yang
tersedin menjadi kekuwatan chonom yang nyata,
penanam moda] menangeung risike yang n:ukup
tinggi dan masa pengembalian yang relatif panﬂng,
termasuk dacrah perairan laut vang mempunyai
kedalaman lebih dan 5 {lima pulah} meter vang
dasar lautnys memihki cadangan mineral.

Huaruf ¢

Fengpantian atan sanrunan vang diterima oleh
arang pribadi dari perusahaan asurans
sehulmngan dengan polis  asuranst  keschalai,
asuransi  kecelakaan, ASUTADST  Jid,  HSUrans
dwigtina, dan  asuranst beasiswa, bukan
merupakan objek pajak. Hal ini selaras dengan
ketentuan dalam Hasal 9 oayat [1] harut d, yaitu
bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib
Pajak orang pnbadi untuk kepentingan dirinva
tidak boleh dikurangkan dalam  peoghitungan
Penpghasilan Kena Pajak.

Hurul ©

Cukup jelas.

Huraf g

Penpecualian sebagal ohjek pajak  berdasarkan
ketenbuan im hanya berlaku bagl dana pensiun
yang pendinannya telah mendapac pengesahan
darl dtoritas Jasa Kewangan, Yanpg dikecualikan
darl objck pajak adalah iuran yang diterima dari
peserta pensiun, baik atas beban =zendiri manpun
yang ditanggung pembert kerja. Pada dasarnya
iuran yang ditcnima oleh dana pensiun tersebut
merupakan dana milik dan pezerfa pensiun, yang
akan dibayarkan keimbali kepada mereka pada
waktunya. Pongenaan pajak atas juran terselul
borartt mengurang hak para pegerta pensian, dan
alch karena ity waran recaebut dikecvalikan sehaga
objek pajak.

Muruf h ..
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Hurut h

Jebagainana lersebut dalam horal g, pengecualian
arbagm ohjek pajak beordasarkan ketentuan i
hanya  bLerlakuy bag  dana  pensiun yvang
pendinannya  telah mendapat penpesshan dan
(Montas Jasa Keuangan. Yang dikecualikan dani
abjek pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari
modal yang ditanambkan di bidang-idang tertenta,
Pcnanaman tnodal alethy dana pETI%ILN
dimaksudkan untuk pengembangan dan
merupakan dana uniuk pembayaran  kembali
kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga
penanamat mogdal tersebut perlu diarahkan pada
bidang-bidang vang tidak bersifat spekulatl’ atay
yvang herisiko tinggi,

Hurul i

Untuk kepentingan pengenaan  pajak, badan-
badan sebapaimana disebut dalam ketentuan ini
yang merupakan himpunan para anpgotanya
dikenal pajak sebagai satu kesaluan, yaitu pada
tingkat badan tersebut. Oleh karena iy, bagian
laba atau miza hasil wsaha vang ditcrima olch para
anggola badan lecsebwl bukan lagin merupakan
objelk pajal:.

Huruf j

Cukiup jelas.

ITurul k

Yang dimaksud dengan  "perusahaan modal
venlura” adalah suatu perusahasan vang kegiatan
uszhanya membiayai badan wsaha ({scbagai
pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal
untuk suaty jangks waktu tertentu. Berdasarkan
ketentuan imi, bagian laba yang diterima atay
diperaleh duri perusahaan pasangan usaha fidak
termasul sebapai objek pajak, dengan svarat
pcruszahaan pasangan usaha terschbut merupakan
perusshaan mikrg, kecl]l, menengah, atau yang
menjalankan ysaha atau melakukan kepiaran
dalam sektor-sckeor tcrtentu yang ditetapkan wleh
Menter:  Keéwpangan, dan  saham  perusahuan
tersebul  tidak diperdagongkan di bursa ekek
th Indonesia,

Apalbila ..,
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Apabila pasargen  usaha perusashaan  modal
ventura  memenuhl ketentuan  sebapaitnana
dimaksud pada ayar (3] hurof f, dividen vang
diterima atau diperaleh perusahaan moedal ventura
bukan merupakan objck pajak.

Agar kepiatan perusahaan modal ventura dapat
diarahkan kepada scktor-scktor kegiatan ekonorni
vang rmempervleh prioritas unok dikembangkan,
misalnys untuk meningkatkan ekspor noomigas,
usaha atau keglatan dari perusahaan pasangan
ussha tersebue diatur aleh Mentern Keuangan,

Mengingat perusahaan modsl veriura merupakan
allernatil pembiayaan dalam bentuk penyertaan
modal, penyertaan modal yang akan dilakukan
olch perusahaan modal ventura diarahkan pada
perusahaan-perusahadsn yang belum mempunyai
akses ke Dursy efek,

Huruf ]
Cukup jelay,
Huruf m

Bahwa dalam rangka mendukung  wsaha
peningkatan  kualitas  sumber dava manusia
mclahal  pendidikan  danfatau  penelitian  dam
pengembangan diperluksn sarana dan prasarans
vang memadai. Thatuk tu  dipandang  perly
memberiian fasilitas prrpajakarn berups
pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebib vang
diteritna  atay diperoleh  sepamjang  sisa  lehbih
tecsetal ditanambkan kembali dalam hentuk
pembangunan dan  pengadaan  sarana dan
prasarana kegiatan dimakswd. Peonanaman
kembali sisa Icbibh dimaksaud harus direalisasikan
paling lama dalam janpgke wakiy 4 [smpat) rmhun
sejak siza lebih terscbut diterima ataw diperaleh.

Uniuk mergamin tercapainya tujuan pemberian
fasilitas i, maka lembapa atay badan yang
menyelengzarakan  pendidikan  harus  bersifat
nirlaba. Pendidikan  serta penelitian dan
pengembangan yaong  disclenggarakon  beraifat
tcrbuka kepada siapa sajs dan tclah mendapal
pengesahan dari insrangi yang membidanginya.

1Turuf n ...
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Hurul i

Bantuyan atau gantunan vang diberikan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Scmat (BPJIS) kepada Wajib
Pajak  tertentu adalabh banfuan  sosial  yang
diberikan khuzaus kepads Wajib Pajak atau anggora
masvarakat vang lidlak mampue atau sedang
mendapat bencana alarm alaw tertimpa musibah.

Hurul o

Cukup jelas.
Hural

Cukup jelas.

Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan hruto
dapat dibagi dalam 2 |dua} galongan, yaitu beban atau
biaya yarg mempunyal masa manifaat tidek lebib dari 1
[satu) tabuyn dan yang mempunyai mase manfaat lebih
dari 1 {zatuy} tahun. Becban yang mempunyai masa
manfaat Udak lebih dari 1 {sat0) tahun merupakan
biaya poda tahun yang bersanphkutan, misalnya gag,
biaya admirustrasi dan bunga, dan biaya rutin
pcngolahan  himbah, sedangkan  penpeluaran vang
mempunyal masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
pembebanannya dilakukan melalul penyusulan alau
melalul amortisgsi, Di samping itu, apabila dalam suaiw
tahun pajak didapat keruglian karena penjuelan harta
atail karena sclisith kurs, kerugian tersebut dapat
dikurangkan dari penghasilan hrute,

Huruf a
Biaya vang dimaksud pada avat ini lazim diselnt
biay¥a sehari-hari yang boleh dibebankan pada
tahun pengelyaran.

Untuk dapat dibebankan sebagar  biava,
pengeluaran tersebul harus mempunyai hubuogan
langsung maupun tidak langsung denpan kegiatan
usaha ateyq kepgatan untuk  meodapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan  yang
merypakan objek pajale.

Dcngan ...
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Dengan demikian, pengeluarat nbuk
mendapatkan, menapih, dan trernelibiara

penghasilan yang bukan merupekan objek pajak
tidak buleh dibebankan sebapai Lijaya.

Contoh:

[rana Fensiun A vang pendiriannya telah mendapat
pengesahan  dar Ouoritas  Jasa  Keuangan
mempernleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

a. penghasilan yang bukan
rrerupakan ohjck pajak
sexuaAl dengan Poasal 4

ayal {(3) hurud b Ep 1 00000, 000, 00
k., penghasilan bruto
lainnya sebesar Epi00.000.000 00 [+

Jumlah penghasilan bruto B 00, 000, D0, 00

Apabila seluruh bizya  adalah sebesar
R200.000. 000 00 ([dua ratus juta rupiab), Hays
varg boleh dikurangkan untuk mendapatkan,
menapih, dan memelihara penghasilan adalah
sthesar 3/4 X Rp2 00500, 000,00 =
Rpl50.006.000,00.

Demikian  pula bunga atas  pinjaman  yang
dipergunakan untuk memboli saham tidak dapat
dibebankan scbumpai hisya sepanjang dividen yang
diteritnanya  tidak merupakan objek  pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (3)
biurul I Bunpa pinjaman yang rdak holeh
dibnayakan terscbut dapat dikapitalisasi schapai
penambah harga perolehan saham.

Fongeluaran yvang tidak ada hubungannya dengan
upaya uniuk mendapatkan, menagih, Jan
memelihara  pengbasilan, musalnya  pengeluaran
untuk  keperluan  pribadi  pemepang  zaham,
pcmbayaran . bungan  atas  pinjaman vang
dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam
serta  pembayaran premi asuransi dptuk
kepenlmgan  pribadi, tidak boleh  dilebankan
aebagai biaya

Pembayaran ...



SK Mo i L5on2 A

e

#*

o

FPHESIOER
REPLUBLIE IHDOMESLA

- 54 -

Pembavaran premi asuransi oleh pemberi kerjs
untuk kepentingan pegawainva boleh dibebankan
sebaps iaya perusahaan, tetapl bagi pegewal yang
bersangkulan  premi tersebut  menupakan
penghasilan,

Pengelusran yang  dapat  dikurangkan  dari
penghazilan bruto harus dilakukan dalam batas
yang wajar sesuai dengan adal kebiasaan pedapang
yang baik. Dengan demukian, jika pengeluaran
yang tnelampays batas kowajaran  tersehul
dipengarmibi cleh hubungan istimewa, jumlah yang
melatmpaui batas kewajaran tersebut tidak Loleh
dikuranekan dari penghasilan broaeo.

Jelargulnya lihat ketentuan dalam Pasal % avat (1)
biutaf [ ddan Pasal 18 beserta penjelasannya,

Pajak wang meryadi heban perusahaan dalam
rangka usahanya selain  Pajak Fenghasilan,
misalnya Pajak Bumi dan Bangunan [PBB), Bea
Mcterai (BM}, Pajake Hotel, dan Pajak Restacan,
dapat dibehankan sehugai biaya.

bMengena;  pengeluaran untuk  promesi peclu
dibedalcan antara  biaya wvang  Dbenar-henar
dikeluarkan untuk promosi dan bigys vang pada
hakikalnya merupakan sumbangan. Biaya vang
bensar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf &

Fengeluaran untuk memperoleh harta herwjud
dan hatta tak berwwud serta pengeluaran lain
Yang tmemplny=l masa maniaat lebib dard | {saty)
tahun, pembebanannya  dilakukan  mclalui
PENyUsItan atau anorLisasi.

Selarjuinys lihat ketentuan Pasal 9 ayat [2), Pasal
11, clan Pasal 114 beserta penjelasannya.

Pergeluaran vang menurut sifuinya merupakan
pEmbayvaran di muka, misalnya sewa  antuk
beberapa tahun vang  dibayar  sckaligus,
pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

Hurufc ...
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Hural o

[uran kepada dena pensiun yang penditiannya
telah dizahkan olch Otoritas Jasa Keuangan bolch
dibcbankan sebagai biayva, sedangkan juran yang
dibayarkan  kepada dana pensiun yang
pendiriannya  tiddak atau belum dizahkan oleh
Qtorilas Jasa Keuangan tidak bwoleh dibebankan
sebagai biaya.

Hurul d

Kerugian karena perjualan atau pengalihen hacta
yang menurat tojuan semyla Gdak dimaksudkan
untuk dijual atau dialihkan vang dimiliki duan
dipergunakan  dalam  perusahaan atau  yang
dimiliki unruk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan dapat dikturanpkan dari
penghasilan bruto,

Kerugian karena penjualan slau pengalihan harca
yvang dimiliki  tetapi ddak digurakan  dalam
perusahaan, atau yang dimiliki  tetapi  tidak
digunakan untuk mendapatkan, menagib, dan
memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan
dari penghasilan bruto.

Hural ¢

Kerugian karena Mukeuasi kurs mata uang asing
diakui  berdasarkan sistem  pembukuan  yang
dianiut dan dilakukan =ecars taal asas scsual

dengan Standar Akuntansi Keuangan vang herlakuy
di Indonesia,

Hurual £

Biaya penecliian dan pengembangan perusahaan
yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang
wajar untuk menemukan telnologi arau sistem

bary  bagl  pengembangan  perusahaan  bwoleh
dibebankan sebapai biaya perusabiaan,

Hurufg ..
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Hurul g

Buaya vang dikeluarkan untuk keperluan beasizwa,
magang, dan pelaiithan dalam rangka peningkatan
kuslitas sumber dayva manusia dapat dibebankan
seébmpgal blaya perusahaan dengan memperhatikan
kewsjaran, termasuk  beasiswa vang  dapat
dibebankan schagai biaya adalah beasiswa yang
dibcrikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihek
laimn.,

Huruf h

Piutang yang nvata-nyata lidak dapat ditagih dapat
dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak
telah mengalbvinys sebagai biava dalam laporan
lata-rugi komersial dun lelsh melakukan vpaya
penagihan vang maksimal atau terakhir,

Yane dimaksud dengan penerbitan tidak hanya
bierarti penerbitan berskala nasional, melsinkan
Juga penerbitan internal azosias dan sejemisnyg.

Huruf

{Cukup jelas.
Hurut |

Cukup jelas.
Hurul k

Yang dimaksud dengan *blava pembangonan
mbrastrukiur sosial” adalah biaya yanp dikeluarkan
untuk  keperluan  membanpun  sarans dan
prasarana untuk kepentingan urnum dan bersilat
nirlaba.

Contol dari infrastrubkiur sosial antara lain rumah
ibadah, sangpar seni hudaya, dan poliklinik,

Huraf |

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.

Ayart (2] ...
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Avat [2)
Jika penpcluaran-pengcluaran vang diperkenankan
berdasarkan  ketentuan  pada ayat [} setelah

dikurangkan dari penghasilan brut didapat keruigian,
kerugian terselnit dikompensasikan dengan
penghasilan neto atau laba fiskal selama 3 (lima) tabun
Berturut-turat dimula sepak tahun benkutnya sesudah
tahun didapalnya kerugian terscbut.

Comtoh -

FI' A dalam tzhun 2009 menderita lerugian iskal
schesar Rpl 200,000,000 00 [saru miliar dua vatus juta
ruplah). Dalam 3 (ima] tabun bernikutnya laba rogi fiskal
PT A sebapgai berikut:

2010 : laba fiskal Rp200. 000 000,00
2011 : rugi fiskal [Rp300.000.000,00)
2012 : latw hskal Rp NTHIL

2013 : laba Oskal Rp 100,000 CHG 00
2014 ; laba fiskal Rp800, 000 0O0,00

Kompengas keruglan dilakokan sebapal berkut:

Fugi hiskal lahun 2009 (Rp1.200,000 000,00}
Laba hskal tabhun 2010 Ep 200.000.800,00 {+)
2isa rugl Nskal tahun 2009 (Bpl Q00000 000, 00
Fugi Niskal tahun 201} (Rp  300.000,000,00)
S1sa rugl iskal tahun 2009 (Epl.000. 000,000,004
Laba figkal tabhuan 2012 Ep NIHIL [*]
Siza rupl hiskal tahon 2009 [Rpl 000 000,000,009
Laba fiskal tahan 2013 Bp 100000000 00  [+}
Sisa rapi fiskal tahun 2009 [Ep Q00000000000
Laba fiskal tahun 2014 Ep HOO.000.000.00 [(+}

Sisa rupl Iskal tabun 2009 [Rp 1000000000, 009

Rugi ...
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Fugli fiskal tahun 2009 sebesar Rpl00Q.000 000,00
{seratus Juta maplah) yang masib tersiss pada akbir
lahun 2014 tdak boleh dikompensasikan lapi dengan
laba Diskal tahun 2015, sedangkan rugl Oskal tahun
2011 scbesar Rp30 000 000,00 [liga ratus juta mpiah)
hanwa boleh dikompensasiken dengan laba liskal tahun
2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun
yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir
tabun 2016,

Ayvat [3)

Nalarn menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak
orang pribadl dalam negeri, kepadanya  dibenikan
pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak
{PTKP| berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Mazal 7.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak
dari Wapb Pajak oreng  pribadi dalam  necgeri,
penghasilan netonya diburangt dengan jumlah
Penghasilan Tidak Kenu Pajak [Di samping untuk
dirinya, kepada Wajb Pajak yang sudah  kawin
diberikan tamubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Bagl Waib Pagak wvang isterinya  menerima atau
mempersleh penghasilan yang  digabung  dengan
penghamlannyz, Walk Pajak  tersebut mendapat
tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang
isterl paling sedikit EpS4.000,000,00 (lima puluh empat
juta rapiahl.

Wajib Pajek vane mempunyal anggota kelvarga sedarah
dan  semenda dalam gans keturunan grus  yang
menjadt mnggunpan sepenuhnya, misalnyy otang tua,
mertua, anak kandung, atau anak angkal dikerikan
tambahian Penghasilan Tidak Kena Pajak unluk paling
anyak 3 [ligal orang. Yang dimaksud dengan “angpota
keluargs vang menjadl tanggungan sepenuhnya” adalah
anggold keluarga yvang tidak mempunyval penghasilan
dan scluruh blaya hidupnva ditanggung olch Wajib
Pajak.

{ontoh: ...
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Cantoh:

Wajib Pajak A mempunyal scorang iateri dengan
tangpungan 4 fempat) orang anak. Apebila isterinya
temperoleh penghasilan dari satu pemberi kena vang
sudlah  dipotong Pajak  Penghasilan Pasal 21 dan
pekerjaan tersebut tidak eda hubungannya dengan
usaha suamil atau anggote keluarga lainnya, besamya
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada
Wa)ib  Pajak A adalah  schesar RpT2.000.000,00
IRpo4.000.000,00 +  Rpd 50000000 + |3 =«
By SCH), 00, DOy, sedangkan untuk isterinya, pada saat
pemolongan Pagak Penghasidan Pasal 21 oleh pemberi
kerja diberikan Penghasilan Tidak Kenz Pajak schesar
Rpoa. 000 00000 |lima pulub empat juta rupiah).
Apabila penghasilan izsteri harus digabung dengan
penghasilan suami, besarnva Penghasilan Tidak Kena
Fajak wvang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah
schesar  Rpl26.000.000,00 (EpT2.000.000,00 4+
Rp54. 000 .Q00,00],

Avar |2)

Penghilungan besarnya Penghasilan Tidak Hena Pajak
sehagaimana  dimaksud  paclas ayat (1) dicentukan
menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak
atau pada awal bagian Llauhun pajak.

Misalnva, pada lanpgal 1 Januan 2021 Wajilh Pajak B
berstatus kawin denpan tangrungan 1 (salu) orang
anak. Apabila anak vang kedua lahir setelah tanggal
1.Januarl 2021, bezarnya Penpghasilan Tidak Kena Pajak
vang dibenikan kepada Wajib Pajuk B untuk tahun pajak
2021 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan
1 [zatu] anak.

Ayat {2a)

Cukup jelas.

Avat {3]

Berdasarkan ketenluan ini Menteri Keuangan diberikan
wewenang uriuk mengubah bezarnya:

a. Penghasillan Tidak Kena Pajak schagaimana
dimaksud pada ayat [1]; dan

b. batasan ...
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b. batazan peredaran brute tidak dikenai Paak
Penghasilan sebagaimana dicnakstd pada aval [2a),

zetelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan
Pererakilan Ralyat Republik Tndonesia vang bersifat
tetap, ¥ailu Komisi vang (Ugas dan kewenangannys di
brdang  kewangan, perbankan,  dan perencanaan
pembangunan dengan memperbimbangkan
perkembangan ckunomu dan moneter zeTta
perkembangan harga kebutuhan pokok setiap
tahunmnya.

Pengeluaran vyang dilakukan Wajib Pajak dapat
dibedakan anlara pengeluaran yang boleh dan yang
Lilals boleh dibebankan sebagan biaya.

Pada prinsipnya biayva yang boleh dikurangkan dari
penghasilan bruto adalah bieya vane mempunyad
hubunpgan langsung dan tidak langsung dengan usaha
atau  kegiatan untuk mendapatkan, menapgih, dan
memebhara penpghasilan yang merupakan objek pajak
vang permbebanannya dapat dilakukan dalam tabwn
pengeluaran m2lau selama masa manfaat derd
penpeluaran tersebut, Pengeluaran yvang tidak boleh
dikurangkan dan  penghasilan brgto melipull
pengeluaran yang sifatnya pemakeian penghasilan atan
yang jumlahnya melebibn kewajaran.

Hurul a

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, lormasuk pembayaran dividen kepada
perulik . modlyl, pembaglan  =isa hasil usaha
koperasi Repada anggotanva, dan pembayaran
divien  wleh  perusahaan asoransi Repada
pereyany pohs, tidak bolsh dikurangkan dar
penphaslan badan yoang membagikannva karena
pembagian laba tersebut merupakan bapgian dari
penphasilan badan tersebut vang akan dikenad
pajak berdasarkan Undeng-Undang ini.

Hurul by ...
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Huruf b

Tilak dapar dikuranghan dari penghasilan bruto
perusahaan adalah biaya-biaya vang dikeluarkan
atau  dibebankan  oleh  perusahasn untuk
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau
angeota, seperll perbaikan rurmah pribadi, biava
perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleb
perusahaan untuk  kepentingan  pribadi  para
pemegang saham atau keluarganva.

Huruf ¢
Cukup jclas.
Hurul d

Premi  unbuk  asuransi kesehatan,  asurans
kecelakaan, asurans jiwa, asyransi dwigune, dan
asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajits
Fajak vrang pribadi tidak boleh dikuranpkan dari
petighasilan bruto, dan pada saat orang pribadi
dimaksud menerima penggantian alau santunan
wsuransi, penerimaan tersebut bukan merpakan
objck pajak.

Apabila premi asuransi tersebur dibayar atay
ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberd
kerja pembavaran terschut boleh  dilehankan
sehagal biaya dan bagi pepawai yanp bersanpkutan
merupakan penghagilan yang merupaken objck
pajak,

Huruf r
Dihapus.
Huruaf

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat
terjadi pembayaran imhalan yang diberikan kepada
PegawAl yany juga pemegang saham. Karena pada
dasarnys pengeluarar  untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang bolch
dikurangkan dari  penghasilan boate  adalah
pengeluaran yang jumlahnya wajur sesuai dengan
kelaziman  wusaha, berdasarkan  ketentuan  inj
jumlah ¥ang melebiby kewsjaran tersebut tidak
boleh dibebankan sebapai biaya.

Jumnlah ...
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Jumlah wajar sebapaimana dimaksud dalam ayar
ini merupakan jumlah vang tidak melebihi darl
jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh pembn
kerja  =ebagai  imbalan  sehubringan  dengan
peckegaan jika cilakulan oleh pihak yang tdak
mempunyal hubungan 1stimewas,

Misalnya, stvrang tenaga ahli yang merupakan
pemegang saham dan suatu badan memberikan
josa kepada budan lersebat dengan memperoleh
imbaalan sebesar RpS0. 000 000,00 [lima pulub juta
rupiahyj.

Ap=bila wintuk jasa vang zama yang diberikan oleh
tenaga ahli lain yang setara hanva dibavar sebesar
Rp20 000000 .00 [dua puluh juta mapiah), jumlah
sebesar Rp3G.000.000,00 (uga puluh jula rupiah)
tidak Boleh dibebankan sebagay blava. Bagi tenaga
ahli yang juga sebapal pemepang saham tersebut
jumlah schesar Rp30, 000.000,00 {tiga puluh juta
mapiah) dimalksud diangpap sebagal diiiden,

Huruf g
Cukup jelas.
Hurul h

Yang dimaksudkan dengan Fajak Penghasilan

dalam kctontuan ini adalah Pajak Penghasilan yang

lerutang oleh Wajih Pajak yang bersanphkutan.
Huruf 1

Biaya untuk keperivan pribad: Wajib Pgak atau
orang  vyang menjadl anggpungannya,  pada
hakekatnya merupakan penginaan peoghasilan
okeh Wajil Pajak vang berzanpkutan. Olek karena
itu biayva tersebul ddsk boleh dikarangkan dari
penphasilan bato perusahaan.

Huruf
Anpgota  firma, persckutuan  dan  perscroan
komanditer yang modaloya bdak terbagi atas
zsaham diperlakukan sebagal =atu  kesatuan,
schinpga tidak ada imbalan sebagai gaji-

Denpan .
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Denpan demikian gaji yang diterima oleh anggota
pecseleutuan, firma, atau perseroan komanditer
vang modalnya tidak terbapl atas saham, bukan
merupakan pembayaran yang holeh dikurangkan
dari penghasilan bruto badan torscbut,

Hurat k
Lukup jelas.

Avar 1)

Sesuai dengan kelaziman usahba, pengeluaran yang
mempunyai  peranan  terhadap penghasilan untuk
beberapa  tabun, pembebanannya dilakubken sesuai
dengan jumlah tahun lamanya penpeluaran tersebuat
berperan techadap penghasilan.

Scjalan  dengen prinsip penyelarasan  antara
pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan im
petigeluaran  untuk mendaparkaen, menagih, dan
memelihara  penghasilan  yang mempunyal masza
manfzal  lebibe dari 1 ¢satu] whun  lidak  dapat
dikuranpkan sebagai biava perusahaan sckaligus pada
tahun pengeluaran, melainkan dibcbankan melal
penyusutan dan amortisesl selama masa manfaatnya
sebagaimana diatur delam Pasal 11 dan Pasai 11A.

Penpeluaran untuk memperoleh harta boreopuad yang
mempunyal mass manfaat lehih dari 1 {satu) tabun
harus dibebankan sehagan Biayva untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara
mengalokasikan pengelusaran (ersebuf selama masa
manfaat harta beoregud melalln penyusutan.
Peneeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak
milik. lermasuk tahah berstatus hak guna bangunen,
hak guna usaha, dan hak pakal vang pertama Kali tidak
boleh  disusutkan, kecuali apabila tanah  lersebnt
dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk
mempereleh penghasilan dengan syarat nila tanah
tersebut  berkurang  karena  penggunaannya untuk
mcmpcroleh penpghasilan, misalnya tanah dipergunakan
untuk perusahaan genteng, perusanaan keramik, atau
perusahaan batu bata,

Tang ...
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Yung  dimaksud  denpan Ypengeluaran untuk
memperoleh tanabh hak puna bangunan, hak puna
usaha, dan hak pakai vang xertama kali® adalah biaya
perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak
guna usaha, dan hak pakai dari pihak keripa dan
pengurusan  halk-hak tersebut dari instanst vang
berwenang untuk pertama kalinyz, sedangkan biaya
perparjangan hak guna banpgunan, hak guna usaha,
dan hak pakai diamaortizasikan selama jJangks wakiu
hak-hak tcrechut.

Metode penyusutan wang dibolehkan  berdasarkan
ketzntuan ini dilakukan:

a. dalam bagian-bagian yang sama besar sclama masa
rmanfaar yang diterapkan bagi harta tersebul jmetode
pens Iurus atau straight line method);, atau

b. dalam bagian-bagian yang rmenumon dengan cara
menerapkan taril pergusntan atas nilai sisa buku
imctode  saldo menurun alal  declinng  balance

rEthod).

Penpgunaan metode penyusutan atas harta harus
cilakukan secara taar asas.

Lnfuk harra bervujud berupa bangunan hanyz dapal
disusutkan dengan metode gars luros, Harta beragud
selain bangunan dapat disusutkan dengan metode paris
lurus atau metode salde menurn.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menegunakan metode
saldo menuan, nilal sisa buku pada akhir masa
manfaat harus disnsutkan sekaligus.

Sestal Jengan pembukoan Wajib Pajak, alat-alat keell
{smad] tnols) vatg sama arau sejeniz dapat disusutkan
dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metocle gars aras:

Sebunh eecurg Yang harga nperciehannya
Rpl-000.000.000,00 {sany miliar rupiah) dan masa
manfaatnya 20 {dua puluh) labiun, penyusutannya
getiap  tahun  adalah  sebesar  Rpa(h.Do).OCH O
(Rpl. 000 000.000,00 : 20y

Conwh ...



5K Mo 115075 A

&

MRESIDEM
REFPUSLIK INDOHLCL:1A

-G5S -

Contobh pengiunaan metode salde menurun:

Sebuab mesin yvang dibell dan ditempatkan pada bulan
Januan 2002 dengan harga porolehan  zebeszar
Epls0,000.000.00 {seratus lima pulubh juta rupiah).
Masa mantaat dari mesin tersebut adalah 4 fempat)
tabhun. Kalau tari! penyusutan misalnya ditetaplkan 50%
(ima puluh persen), penghitongan  penyusufannya
adalah =ebapgal berikut:

Takun | Tanl Penyusutan | Nilai Biga Buku

Harga Perolehan - 150 000,000, 00

20 S, T5.000.000,00 TﬁﬂﬂﬂﬁaﬂTﬂF

2010 ) 1-513% ST.SGG.GDG,GD .ST-SU-D-DUU,GE

_:.L'Ell 1 ED% -IE-.'?ED.G-EI&EI'U 18.730,000,00

2012 | Disusutkan  18.750 000,00 0,00
sekaligus

Ayat 3]

Fenyusutan  dimulai  pada  bulan  dilakukannya
pengeluaran atan pade bylan selssainva pengerjaan
suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama
dihitung secars pro-rata,

Contohe 1;

Pengeluaran wuntuk pembangunan  sebuab gechung
adalah  sebesar  Hpl 00000000000 [satl miliar
rupiah). Pembanpunan dimalai pade bulan Oktober
2009 dan selezal untuk digunakan pada bulan Marer
2010, Penvusutan artas harga perolchan banpgunan
pedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak
2010,

Contoh 2:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditermpatkan pada bulan
Julr 2009 dengan harga  perolehan  sebesgr
Rplo0 0000, 00 (acratus juta rupiah). Masa manfaat
dari mesin lersebul adalah 4 (empat) tahun. Kalao tarif
penvusutun misalnys ditetapkan 50% (ima pulub

persen), maka penghitunpgan penyusilannya adalah
gebapal berikut;

Tahun ...



SH Mo 115674 A

i

FRESIDEM
REPUBLIFK, IMDOMESA,
- fBg -
Tahut Tanf Penyusutan | Nilai Siaa Buku
Harga Perolehan 100.000.000,00 |
2009 | B/ 12 x 50% | 25.000.000,00 | 73,000.000_ 00

V2010 0% FJES00.000,00 | 37 .5000000,00
| 2011 50%A 18,730 000 00 | 18,750,000, (H
2012 0% H.ATS.000,00 E.STS.G{ID,GC;_I
2013 Diﬂllﬁl.‘llki;ln i 9 375 000 00 0,00 |
sekalipus

Avat (4

Berdasarkan persetwjuan Direktor Jenderal Pajak, saat
mulain¥a penyusutan dapat dilakokan pada bulan
harta rersebul  digunakan  untuk  mendapatian,
menagity, dan memelihara penghasilan atau pada bulan
harta  tersebut  mulai menghasilkan.  Saat moulai
menghasitkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan
saat mulal berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saarc
dilerima atau diperplehnya penghasilan.

Contoh:

T X vang bergerak di bidang perkebunan membeli
trakitor pada tahun 2008, Perkebunan tersebndt mulai
menghasilkan [panen) pada tahun 2010, Dengan
pers¢tujuan  Direktur  Jenderal Pajak, penyusutan
trakror lerscbut dapat dilakukan mulai cahun 20100,

Avat (5]

Cukup jelas.

Axat ()

Uotuk memberilkan kepastian hukun bagl Wajib Fajak
dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran hareg
berwujud, kelentuan ind mengatur kelompok  masa
manfaat harta dan taril penyasutan boik menargt
mctode garis lurus maupun saldo menurn.

Yang ...
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Yang dirmakoud dengan “*bangunen tidak permarnen”
adalab bangunan yang bersifal sementara dan terhual
dari bahin yang tidak tahan lama atau banpunan yung
dapat dipindah-pindabhkan, vang masa manfaatoya
lidak lebib dari 16 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau
asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Aval [Ga)

Cukup jelas.

Ayat [T)

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik
bidang ussha tertentu, seperli perkebunan tanaman
keras, kehutanan, dan peiernakan, perlu diberikan
pengaluran  tersendiri unluk  penvusutan  harta
berwujud yang dipunakar dalam bidang usaha tertentu
tersebut,

Ayal [B] dan ayat (%)

Fada daszarnya keuntungan atay kerupian karena
pengalibar harta  dikenai  pajak dalam wahun
dilakukannya pengalinan harta tersebar,

Apalila harta tersebut dijual stau cerbakar, maka
penerimaan neto dari perjldan hara tersebul, yaitu
sthsih  antara harge  penjualan dan Tiaya yang
dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan
atau penggantian asuransinva, dibukukan sebagai
penghasilan pada whun terjadinya penjualan atau
tahun diterimanya penggantian asuransi, dan mlai sisa
buku dat harta terscbut dibebankan scbagai kerigian
dalam tahun payjak yang bersanghkutan.

Dalam hal penggantian  asuransi vang  diterima
Jumlahnya baru dapat diketahui denpan pasti pada
masa  kemudian, Wajibk Pajak dapat  mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajuk  apar
Jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibcbankan
dalam tahun penggantian asuransi tecsebat,

Ayal {10

Menyimpang dari ketentuan sebapaimana dimaksud
dalam ayat (B}, dalam hal pengalihan harta berwajued
yang memenuhl syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal - ayal [2] hurof a dan haruf b, nilal sisa bukunya
tidak boleh dibebankan sebmpai kerupian oleh pibak
yanpg mengalihkan,

Avar(11] ._.
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Ayat (L1}
Chhapus.

Anghka &
Pasal 114
Avart (1)

Harga perolehan harla tuk berwujud dan pengeluaran
lainnya termasuk  bisya perpanjangan hak  guna
bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah
{goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari ]
{satu} tabun diamorisasi dengan metnde:

3. dalam bagian-bagian yang sama sctiap tahun selama
masa manfaat; atau

I dalam baglan-bagian vang menumn setiap tahun
dengan cara menerapkan tanif amorlisasi atas nila
ssg bk,

khusus untuk amortisasi harta tak berangjud yang
mengeunakan metode saldo menurun, pada akhir masa
manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-
hale rersebut diamortisasi sekaligus.

Avat {1a)

Amortisasi  diunulai pada bulan diakukannya
pengeluaran sehingga amortisasi pada tahun pertama
dihitunpg sccara pra-rata,

Dalarn  rangka menyesuaikan dengan  karakreristilk
bidang usaha (erenlu perlu diberikan penpaturan
tersendisi untuk saat dimulainya amortisasi.

Avar [2)

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas
pengellaran harta tak becwujud dimaksudkan untuk
mcmberikan  keseragaman bagi Wajib Pajak dalam
melakukan amortisasi.

Wajib ...

SK Mo | |5676 A
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Wajib Pajak dapal melakukan amortisasi sesuai dengan
mectode yang dipilibnya sebagaimana dimaksud pada
ayvat {1] berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya
dan tiap harta tak berwujud. Taril arnortisasi yvang
diteraphken didasarken pada kclompok masa manfaag
sebapaimana yang diatur dalam ketentuan ini, Untuk
harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidek
lercantum pada kelompok masa manfeal yang ada,
maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang
terdekat. Misalnya harta tak bervyjudd dengan masa
manfaat yang sebenarnya 6 fenam) tzhun dapat
mengeunakan kelompok masa wmanfaal 4 (empat) tabun
atau & {delapan] tahun. Dalam hal masa menlpar vang
sebenamya 3 (lima) tahun, maka harta tak berwujud
tersebmll diamortisast dengan menggunakan kelompok
masa manfaat 4 [empat) takun.

Avat [Za)

Cukup jelas.

Avat [}

Culkup jclas.

Avat [4)

Mctode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan
persentase tanf amortisasi vang besarnya setiap tabun
vama denpan persentase perbandingan antara realisazi
penambangan minyak dan gas bumi pada lahun yang
bersangkutan  dengen taksiran jumlah seluruh
kandungan minyak dan gas bumi i lokasi tersebut
yvang dapat diproduksi,

Apahila ternvata jumlah prodoksi yang sebenamya
lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih
terdapatl sisa pengcluaran untuk merapergleh hak atau
pengeluaran lain, maka alas sisa penpeluaran tersebut
boleh dibebrankan schkalipus dalam tahun pajak yans
bersangkutan.

Avat (D] ...
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Avat [3)

Pengeluaran untuk memperolch hak peonambangan
selain minyak dan gas bumi, hak penpusahaan hutan,
dan hak penpusahaan sumber alam serta hasil alam
lainnya seperty hak penpusahaan hasil layt diamortisas
berdasarkan melods satuan produkst dengan jumlah
paling tinggi 20% {dua puluh persen) setabun.

Contoh:

Pengetuaran wuntuk mempercleh hak  pengusshaan
hutan, vang mempunyval potornst 10.000.000 [sepulub
jotap ton keyu, sebesar Rp2Q00000 000 00 (lima ratus
juta rupiah)] diamortisasi sesuai dengan perizentase
satuan produks yang direshsasikan dalam tahun yang
bersangkutan. Jhika dalam 1 [satu) tashun pajak ternyata
jutnlah produks, mencapar 3000000 {tiga jutal ton
yvang berartl 30% [tpa puluh perszen) dari potensi yang
teraecha, walaupun jumlah  produksi pada tahun
tcrzebut mencapal 0% (tiga puluh persen) das jurmlaly
polenst  yang  lersedia,  besamya  ameortizasi vang
dipcrkenankan untuk dikurangkan Jdari penghasilan
Lgte pada tabun wersebut adalah 20% (dua puluh

pcrsen) dan pengeluaran atau Rp 100 Q00 GOG,30
fseralus juta rupiahl.

Avat [B)

Dalam pengertian pengeluaran vang dilakukan selelurmn
operasi komersial, adalah bigva-biaya yang dikeluarkan
sebelum  operasi komersial, nusalnya  biaya  siudi
kelavakan dan thaya produksi percobaan totapi tidak
termasuk blaya-biava operasional yang sifatnya matin,
scporti gaji pegawai, hiaya rebening listrik dun telepon,
dan biaya  kanter  lainnya.  Untuk  pengeluaran
operasional yang rutin inn tidak boleh dikapitalisssi
tetapi dibebankan sekabigus pads tahun pengcluaran.

Ayar (77 ..,

SK Mo 115678 4
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Avat [T)
Contoh:

FT X mengeluarkan tnava untuk memperoleh hak
penambargan minyak dan gas bumi di suatu lokasi
sebesur RpS00.000. 000,00, Taksiran jumlah
kandungan minyak di dasrah tersebut adalab sebanyak
200,00, 000 {dua ratus juta] barel. Setelah produks
minvak dan gas bumi mencapai 100000000 [setalus
juta] barel, FI X menjuel hak penambangan terscbut
kepada  pihak  lain dengan  harpa scbesar
Rp300_ 00000000, Penghilungsn  penghasitan  dan
kerugman dari peryualan hak terschut adalah zsebagai
berikut:

Harga pernlehan Rp 50000000000

Amoriisast rang telah dilakukan:

QG DO0 000 /200,000 000 barel Rp 250.000.000,00

[ CY%h)
MNilai buku horta B 220.00H, 000, 0
Harpa jual harta Ry 300 D00, 000, O

Dengan dermikian jumlah nilar sisa buku  sebesar
Rp22(.000,000,00 dibcbankan =ebagai kerugian dan
Jumlah sebesar Ep3tH 000 000 00 dibukvkan sehagad

penghasilan.
Avat {8)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasgal 17
Avart [1)
Huruf a

Contoh penghitungan pajak yang terulang untuk
Wanb Pajak orang pribadi:

Jumlah Penghasilan Kena Fajak
RpG. 000,000, 000,00 {enam miliar rapiah),

Pajalk ...
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Fajalr Penghasilan yang terutang:

> & Rpc0.000.000,00

I
s
=]

3.0003.000,00

15% x Rpl190.000.000,00

[
at
g

8. 500, (N0 (0

25% x Rp250.000.000,00

Rp  62.500.000,00
30% x Rpd_500.000-000,00

Rp1. 350000000, 00

F35% x BEp1 Q0 GO0 000,00 Fp 350000 (10,00 [+

Rp1.794 000, 000,00

Hurul b

Contoh penghilungan pajak yang terutang untuk
Wa)ih Pajak badan dalam negeri dan bentuls visaba
tetap!

Penghasilan Kena Pajak PT A pads lahun pajak
2023 gebesar Epl 300.000.000,00 [satu miliar lima
ratus juta rupizh).

Pajak Prnghaszilan yang reratang untuk tabun
payak 2022

22% x Rp1.5300.000.000,00 = Rp330.000 00000,
Avat (2]

Perubahan tanl akan diberlakulkan secara nasional
dimular per | Januari, divmumkan selambat-lambatnya
1 {zat} bulan sebelum tarnf barg ita beelakag efelotir,

Avat {2a}
Dihamis.
Ayat {Zbj
Cukup julas.
Ayat (2¢)
LCukup jolas,
Ayat (2d)
Cukup jelas,
Ayat 2e) ...

SK Mo 115680 4
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Avat [2e]
Cukup jelas,
Aovat [3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat [1}) horal a  tersebut akan
diseruaikan dengan faktor penyesvaian, enfara lain
tingkat inflasi, yang diterapkan dengan Peraturan
Menter Keuangan.

Aval 14)
Contah:
Penghasilan Kena Pajak sebesar BRpa. 030.900,00 untiuk

penerapan  tanf  dibulatkan ke bawah  menjadi
Rp=. 050,000 .

Avat {5}
Cukup jelas.
Ayat [B)
Contol:
Penghasilan Kena Pajak Wajibh Pajak orang pnbacdi
setahun {hhitung sesual dengan ketentuan dalam Pasal
16 ayal [4)): REp384.160.303.00 (ima ratus delapan
puluh empat jutza scratus enam pulub nbu upiah).
Pajak Penghasilan setahun:
a% x Rp 80000000 00
13% x Kplol g 000 00
259% x Rpd230.000.000.00
0% x Rp 54 100.000,00

Ep 3.000.000,00

Ry & 500.000,00

Rp &2 .500.000,00

Rp 25.245.000,00 {+)

Rpl 15 24500000
Fajak Penphasilan vang terutang dalam bagian tahun
pajak (3 bulan)
(3= 20): 260 x Rpl1%.248.000,00 = Rpd9.812.000,00

Avat (7]
Ketentuan pada ayat i memberi wewenang kepada
Pemerintah untuk meonentukan rarif pajak tersendiri
yang dapat bersifat inal atas jenis penphasilan tertentu
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2],
gepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat [1]. Penentnan tarif
pajak tersendivi tersebut didasarkan atas peetirmmbwngan

kesaderhanaan, keadilan, dan pemeratsan dalam
pengenaan pajak.

Angla B ..
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Pemernntah berwenang mencegah praktiks penghtndaran
pajak =zebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk
rergurangl, menghindari, atau menunda pembayaran pajak
vang seharnasnya terutang vang bertentangan  dengan
riaksd dan Luwjuan ketentusn  peraturan pernundang-
undangan di bidang perpajakan. Salah satu  cara
penghindaran payak adalah dengan melakukan transaks
vang tidak scsual dengan keadaan yanpg aebenarmya vane
bertentangan dengan prninsip subsicence over form, yatu
pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya.

farat (1)

Dralam menentukan batasan jumlsh biayva pinjaman
yang dapat dibebankan untuk tgajuan perpajakan
dipunakan metode yvaong lezim dilerapkan di dunia
imlernasional, mizalnya melalui metode  penentuan
tingkar perbondingan tertenly yang wajar mengcnal
esarnyd perbandingan antara utang dan modal (debt 1o
equiy rafio], melala persentase lerleniu darn aya
piaman  dibandingkan dengan pendapatan usaha
sebelum dikurangi biava pinjaman, pajak, depresiasi
dean amoriisas] |earmttgs  befere  leresi,  taxes,
depreciation, and amorfization] atay melalui metode
lainnya.

Avat [2)

Dengan makin  berkembangnya  ekonomi dan
perdagangsan  internasional  sejalan dengan era
globalisasi dapar terjadi bahwa Wajily Pajak dalam
negert menanamisn moedalnya di luar negeri. Untuk
mengurangl  kemungkinan penghindaran pajak,
terhadap penanaman modal ci luar pepen selain pada
badan usaha yang mecnjual sahamnya di bursa efek,
AMenteri Kevuangan berwenang untuk menentukan saat
diperolehnya dividen.

Contoh: ...
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Contohye

PT A dan PT B masing-rmasing memilikl saham sebesar
0% [empat pulub persen) dan 0% [Quaa aalub persen}
pacda ¥ Lid. vanpe bertempat kedudukan di ncgara .
Sehnm X Lid. tersebut tidak diperdagangkan di bursa
efek. Dalam tahun 2009 X Litd, memperaleh laba setelah
pajak scjumlah  Epl. 000G 000,00  {zata  miliar
rupiah]. [Dalam hal demikian, Menteri Keuangan
bervenang menstapkan saat diperolehnya dividen dan
dasar penghitungannya.

Avat [3)

Ketentuan w dimaksodkan unigk mencegah lerjadinya
penghindaran pajak vang dapal terjadi karena adanya
hubungan  stimews Wanbk Pajak melakukan
penghindareén  pajgk dengan  cara, antara  lain
melaporkan  penghasilan  kurang  dari semestinya,
melzporkan aya melemht dari semesrinya, melaporkan
laba usaha wang terlalu kecil dibandingkan kinera
kevangan Wajib Paak lainnya dalarm hidang usaha vang
sejcnig, atau melaporkan rugi usaha secare tidak wajar
meskipun Wajib Pajak  telah melakukan penjualan
secara komersial selama 5 (lima) tahun.

Dalam  hal  cdemikian, Dorektur  Jenderal  Pajak
Lerwenang mnencnlukan kemball besarnva penghasilan
danfatan biaya sesusl dengan prinsip kewajaran dan
kelaziman usaha vang tidak dipengaruhi oleh huybungan
19LIMEwWa.

Yang dimaksud dengan “prinsip  kewajaran dan
kelaziman usaha® adelah prinsip di dalam praktik bisnis
yang sehat sebapaimana berlaku di antara pihak-pihak
yang tidak mermihk dan/atew dipcngarubl bubongan
istimewa. Dalam  menentukan  kembali besarnya
penghasilan dan/aftay pengurangan untuk menghitung
bezarnya Penpghasilan Kena Pajak dapat dipunakan:

a. metode perbandimgan harga antarpihak  yang
independen [comparebiz uncentrolled price method),

b, retode harga  peryualan  kemball  (resale  prce
rmecthoed]

. metsde maya-plus {cost-plus method), atay

. metode ..
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d. melode lainnya, seperti:
1. metode pembagian laba (profit split method);

2, mectode laba bersih ransaksional [(fransactional
Mt mRargt method);

3. metode perbandingan transakal  mdependen
[comparable uncontrotled fronsaction metfod),

4. melnde  dalam  penilaian harta berwujud
dan/atau harta tidak berwujud (rengible asset
and Infengible asset valuation); dan

5, metode  dalam penilaian bisnis  [(business
valuation)

Terhadap Wajib Pajak yang melaporkan laba usaba yang
terlalu kecil dibandingkan kinera kevanpan Wajib
Pajak lainnva dalam bidang usaha vang scienis atau
melaporkan rugl wsaha secara tidak wajar meskipun
Wajilr  Pajak  telah melakukan penjualan  secara
komersial sclama 3 {lima] tahun, depat diterapkan
permbandingan kinerja keuangan dengan Wajib Pajak
dalam keglatan usaha vang sgjems [Benchmariing)
dalam rangka penghitunpan psgak yang scharusnya
terutang.

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertasan
renlal  aecara terselubung,  dengan  menyatakan
penyerlann modal  tersebur sebapgai utang  maka
Direkur Jenderal Pajak berwenang untitk menentukan
utang tcrzcbut sebapal modal perusshaan. Pengntuan
tersebul dapat dilakukan, misalnya melalul inclikas
mengenal perbandingan antara modal dan ulang yang
lazimy terjadi di antara para pihak wang tudak
dipengaruhi oleh hubungan izstimewa atan berdasarkan
dlara atay) ndikas lamnnya.

Dengan demikian, Lungae vang dibayarkan aleh Wajik
Pajak sehubungan dengan wilang yang dianggap scbagal
penverlgan awlal il didak  diperbolehkan untuk
dikurangkan dalam  menghitung  penphasilan kena
pajak Wanub Pajak. Scmenlara by, bag phak vang
memilikl hubungan istimews dengan Wanb Pajak yang
menerima atau  memperoleh pembayaran bungs
tersebut dianpgap scbagal dividen vang dikenad pajak.

Untuk ...
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Untuk selimih antara nilui transaksi yang dipengaruhi
hubungan stimewn vang tidak sesuai  dengan
kewajaran dan keluriman usaha dengan nilai transalosi
yang dipengaruhi hubungan istimews yang sesuai
dengan kewajaran dan kelaziman usaha jugs dianggap
sebagar drnnden yang dikenal pajak penghasilan sesnai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanpan di
bidang perpajakan.

Avat [3a)

Kescpakatan  haren  transier  (Advance  Pricing
Agreement/ APA) adalash  kesepakatan antara Wajib
Fajak dan Dircktur Jenderal Pajak mengenai harga jual
wajar produk yang dihasilkannys kepada pihak-pihak
vang mempunyal hubungan jstimewa {related parties)
dengannya. Tujuan disndakannva APA adalah untuk
mengurang legjadinya praktik penyalahgunaan transfer
pricing oleh perusahasn multd nasional. Persctwjuan
antira Waph Pgjak dan Direktur Jenderal Pajak
tersebut dapal mencakup beherapa hal, antara lan
harga juat produk vang dibasilkan, dan jumlah royalti
dan  lain-lain,  tergantung pada  kesepakatan,
Keuntunpan dari APA seluin memberikan kepastian
hukum dan kemudahan penphitungan pajak, fiskus
tidak perlu melskukan koreksi atas harga juat dan
keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada
pecusahasn dalam prup yang sama. APA dapat bersifat
unilalera]l,  w¥aitu merupakan  kesepakatan  aniara
[irektur Jenderal Pagjak dengan Wajib Pajak atau
bilateral, vairu kesepakalan Direktur Jenderal Pajak
dengan  ateniras  perpajakan negara lain yang
menvangkut Wajb Dajak yang berada di wilayah
yurisdilsinya,

Avyat {Zhy)

Ketentuan  ini dimaksudkan  unfuk mencepah
penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang melukulkan
pembelian saham/ penyertasn pada suatu perusahaan
Wanb Pajak dalam negeri melalui perusahsan luar
negert yang didirikan khiesuz untuk tujusn tersebut
[spectal purpose compary).

Ayat [3o] .
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Avat [Jc)
Contoeh;

X Lid. yvang didirikan dan berkcedudulean i negara A,
scbuah negara yang memhberikan perlindungan pajak
{tzx haven courtry), memiliki 35% (sembilan puluh lima
perzen] sabam PT X yanp didinkan dan bertempat
kedudukan di Indonesia. X Lid. ini adalah suamy
perlsahgen antara (condutt compeny) vang didirikan
chan dimiliki sepenubnya aleh ¥ Co. | sebuah perysahaan
di ncgara B, dengan ryjuan sebagal perusahaan anlara
dalam kepemilikannva atas mavoritas saham PT X

Apabila ¥ Co. menjual seluruh kepemilikannya atas
saham X Lid. kepada PT £ yang merupakan Wajib Pajak
dalarn nmeger:, secara legal formal transaksi di oatas

merupakan penpalihan saham perusahaan luar negerni
oleh Wanb Fajak luar negeri.

Mamun, pada halkikatnyva transaksi im merupakan
pengalihan kepermilikan {(saham) perseroan Wajib Fajak
dalam negeri aleh Wanb Pajak luar negeri sehinpga atas
penghasilan  dan  pengalihan  inl  terotang  Pajak
Penghasilan,

Aval |3}
Cukup |clas.
Avar (3]
Uihapus.
Avat |d)

Hultmingan 1stimewa d1 antara Wajib Pajak dapat terjadi
karena ketergantungan atau kerenikatan satu dengan
yang lam yang dizebabkan:

8. kepemilikan atau penyeriasn modal, atau

b, adanya penguaszan  melalul manajemen  atau
penggunaan felenolog.

Selain karena hal-hul terscbut, hubungan istimewa
di antara Wajib Pajak orang pribadi dapac pula terjadi
karena adanys hubungan darah atau perkawinan.

Huruf a ...
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Huruf &

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat
hubungan kepemilikan vang berupa penyertaun
modal sebesar 25% (dua puluh lina persen) atau
lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Mizalowva, PT A mempunyai 50% (lima pulch
persent saham PT B. Pemilikan sabam oleh PT A
merupakan penyertaan langsung.

selapjuinya, apabila PT B mempunyal 50% {lima
puluh persen) saham PT C, PT A schagal pemegang
saham PT B secara tidak lanpgsung mempunyvai
penyertaan pada PT O scbozar 25% (dua puluh lima
persen). Tralam hal demikian, antara PT A, FT B,
dan PT { dianggap terdapat hubungan istimewa.
Apabala PT A juga memiliki 25% {dua puluh lima
persen) saham PT D, antaras PT B, PT C, dan PT D
thanpgap terdapar hulingan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperd di atas dapat juga
terjadi antara orang pribadi dan badan.

Hurif b

Hubungan isumecwa di antara Wajib Pajak dapat
Jupa  tepgadi karena  petgdasaan melalud
mangemen atau penggunnan leknologh walaupun
Udsk terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianpggap ada apahila satu
arau  lebibh  perusahaan  berada i bawah
PENEUASAAN YAILE SAINS.

Demikian juga hubungan ¢di antara beberapa
perusahaan vang berads dalam penguasaosn yang
sama tersebuat.

Iurad ©

Yang dimaksud dengan “hubungan  Keluarga
sedarab dalam garis keturunan lurus saty dergjat”
adalah ayah, ibw, dun anak, sedangkan “hubungan
keluarga  sedarah dalam paris keturunan
ke samping satu derajat” adalah saudara.

Yang ...
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Yang dimaksud denpan "keluargs semenda dalam
gans keturunan lurus satu decajat” adalah mertua
dan anak tirl, sedanghan “hubungan keluarga
semenda dalam garis ketuminan ke samping satu
derayat” adalah ipar.

Avar |2

Dihapus.

Nalam  rangka meningkatkan  hubungan ekonomi,
khususnya di lhidang perpajaken, dengan negara mitra atau
yurisdiksi mitra dan seiring dengan perkembangan lanskap
perpajakan  internasional  vang dinamiz,  Pemerintah
Indonesia  diterikan  kowenanpgan untuk  membentuk
dan/atau melaksanakan perjanjian dan/arau kesepakatan
dengan pemerintah nepara mitra atan yurisdilsi mitra, baik
secara hilateral maupun multilateral melalul perangkat
hukum  wyang berlaku khusus [(ler-spesialist unrk
penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan
pajak, pcncegahan penggerusan  basis pemajakan dan
penggeseran laba,  pertukusran  informasi perpajakan,

bantuan penagiban pajak, dan kerja sama pecrpajoakan
lainnya.

Yang dimaksud dengan “perjanjien dan/ atal kesepakatan di
Lidang perpajakan” adalah perjanjian dan/atau kesepakatan
delam bentuk dan nama rectenty di bidanp perpajakan, vang

mengacu pada hulurm yany berlaku cicktif sebelum, sejal,
atau sctelah Undang-Undang ini berlaku.

Humf a

Yang dimaksud dengan “pajak berganda” adalah
pengenarn pajak vang dilalukan oleh dus atau lehib
nepgara atenl yuriediksi atas penghasilan vang sama yang
diperoleh fditerima olelhy subyek pajak vang sama dan
atas penghasilan yang sama yang dipereleh/diterima
oleh subjek pajak vang berbeda,

Yang ...
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Yang dimaksud dengan *pengelakan pajak”™ adalah
pengelakan, pengeelapan atau pengurangan pajak VHIIE
dilakukan secara ilegal oleh orang pribadi, badan atan
bentuk ussha totap denpan maksud untuk  tdak
membayar pajak di negara atan yurisdiksi manapun
atan mengurang pajak lerutang.

Huruf b

Yang dimakszud dengan “penpggerusan basis pemajakan
dan penggeseran laba” adalah strategl perencanaan
pajak  vang bertujuan  memanfatkan  interaksi
ketenturan pajak antarmegerafyurisdiksi vang berbeda,
yang salah setu caranya aclalah dengan memindahkan
laba ke negara atau yurisdiksi yang tidak mengenakar
pajak atau mengenakan pajak dengan tanf rendah dan
vang hidak ada atau kecil kontribusi kegistan substansi
ekonominya dengan tjuan untuk tidak membavar
pajak  di negara  atau yunsdiksi manapun  atay
mengurangi pajak vang terutang.

Hirul ¢

Yang dimaksud dengan  “portukarsn informasi
perpajakan”  adalah  pertukaran  informasi  vang
berkaitan dengan perpajakan antarnegara) vurisdiksi
sebapal pelaksanaan perjanjian internazional.

Hural d

Yang dimaksud denpgan *bantuzsn penagihan pajak”
adalah fasilitas bantuan penagihan pajak yang terdapat
di dalam perjanjian yang dapat dimanfaatkan oleh
Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra
atalr yurisdiksi milra  sccara resiprokal  untyk
melalcukan  penagihan  atas  uiang  pajak  yan
diadministrasikan oleh Direktur Jenderal Pajak atau
ntarilas pajak negara mitra atau yurisdiksi mirea.

Hurf! &

Cukup jclas.

Cukup jelas.

S No 156G A
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Arghka 11
Mazal 32C
Cukup jelas.

MPaszal 4
Angka l
Fasal 4A
Avar (1)
Dihapus.
Avar (2
Humal a
Dikapus.
Huruf b
hhapus.
Hurai c
Cukup jelas,
Huraf d
Cukup jelas.
Avat [3)
Huruf &
hhapus.
Huruf b
Dihapus.
Hurui e
Dihapus,
Huruf d
Dhapus,
Huruf &

Dihapus,

S No HISG00 A
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Hurul i
Jaza keapamaan mehpuati
1. fasa pelavanan rumah ibadah;
2. jasa pemberian khalbah atau dalowah;
3. Jasa penyelenggaraan kegialan keagamaan; dan
4. jasa lainnya di hidung keagamaan.
Huruf g
Chhapus.
Hurul h
Cukup jelas.
Huraf i
Dihapus.
Hurul
Pihapus.
Huruf k
Dihapus.
Huruf |
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Marul n
Cukup jeias.
Hural o
Dhhapus.
Hurul p
Dihapus.
Huruf g
Cukup jelas,

Angka 2 ...
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Ayat (1]
Cukup jelas.

Avar |2
Pajsk Pertambahan Nilai dikenalan atas konsumsi
Barang Kena Pajak dan/aran Jasa Kena Pejak di dalam
Deerah Fabean. Qleh karcna itn, atas ckspor Barang
Kena Pajak dan fyatau Jaza Kena Pajak untuk kensumsi
di luar Dacrah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai
dengan taril 0% [nol persen}.
Pengenaan  taril (s (nol  persen)  tidak  beesnt)
pembebeasan dari pengenasn Pajak Pertambmban Wilai.
Dengan demikian, Pajak Masukan vang telah dibayar
untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak vang berkaitan dengan kegiatan tersebut
dapat dikreditkan.

Avar [3)
Berdagarkan pertimbangan perkembangan  ckonomi
dan/arau  peningkatan  kebutuhan  dana  untuk
pembangunan, taril Pajak Pertambehan Nilar dapai
diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan
paling tinggi 15%: (lima belas peraen).

Ayat {4]

SH Mo 115492 A

Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat
Republik [ndoncsia” adalah alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Ralorat Republbk Tndonesia vang bersifat
tctap, vailu komisi yvang tugas dan kewenangannys
di tdeng keuangan, perbankan, dan perencanasn
pembangunan.

Angka 3 _..
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Avat [1}
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a.

Ayar {2
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iterl:
Pererapan tarif 12% {dua belas persen|

Penwuaaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena
Pajak dengan Harga Jual Rplo 000,000, 00 jsepuluh
Juta rupialy. Pajak Pertambahan Nilei vang terutang
= 12% x Rpl0.000.300,00 = Rp1.200.000,00, Pajak
rertambaban MNilad scbhesar Rpl.200.000,00 [satu
juta dua ratus tibu rumah) tersebut merupakan

Fajak Keluaran yang dipungut oleh Penpusaha Kena
Fajak A.

Fenerapan tanfl 12% idua belas persen)

Seseprang mengimpaor Barang Kena Pajak eecteniy
yvang dikenai taril 12% [dua belas persent dengan
Nilal Impor Rp 1000300000 isepulub juta rupaah).
Pajak Pertambaban Nilai yang dipungut melalm
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 124 x
Epl4.000.000,00 = Rpl. 200 000,00,

Penerapan larif 0% (nol persen)

Pengusaha Kena Pajak D melakukan ckspar Barang
kena Pajak dengan Nilei Eksper Rpl0.000.000,00
(sepulub juta rupiah). Pajak Pertambahan Nilai vang
terulang = 0% x Rpld.000.000,00 - Rpl00. Pajak
FPertamnbahan  Milai sehesar EpU,00 inol rupiahi
lersebut merupakan Pajak Keluaran.

Oihapus.

fvat (3]

Cukup jelas.

Angha 4
Pasa] 9
Axvart (1)

Dihapaas.

SK Mo 115695 A
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Avat (2}
Pembeli Barang Kena Pajak, pensrima Jaza Kena Pajak,
pengimper  Barang  Kena  Pajak, pihak wvang
mcmaniaatkan Barang Kcna Pajak Tidak Berwujud dari
luar [raerah Pabean, atau pihak vang memaniaatkan
Jasa Kena Pyak dar luar Daerah Pabean wajib
membayar Pajak  Pertambaban Wilai dan berhak
menernma bukt pungutan pajak. Pajak Pertambahan
Nilai yang scharusnyva  sudah  dibayar  tersebut
merupmlean Pajak Masukan bagl pembeli Barang Kena
Pajak, pcnerima Jasa Kena Pajak, penpimpor Barang
Kena Pajuk, phak yvang memanfaatkan Bareng Kena
Pajak Tidak Berwujud dari lwar Nasrah Pabean di dalam
Daerah Pabean, atau plhak yang memanfaatkan Jasa
Eena Pajak dan luar Daerah Pabean di dalam Dacrah
Fabean, yang berstatus secbapai Pengusaha Kena Pajak.
Pajpk Maszukan vang wajibr dibayar ersebut olch
Penpgusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak
Keluaran yang dipunguinya dalam Masa Pajak yang
sama.

Avar [2a)
Cukup jelas.

Ayat |2b)
Untuk  keperluan  mengkreditken  Pajak  Masukan,
Fengusaha Kena Pajak mengpunakan Faktur Pajak vang

memenuhl ketontuan sebapaimans dimaksud dalam
Fazal 13 ayart (5).

Helain itu, Pajak Masulkan yang akan dikreditkan juga
harus memenuhbi persyaratan kebenaran formal dan

material =ebagaimana  dimaksud dalam Pasal 13
avat [9].

Avat {3]
Culkup jelas.
Ayat {4}

Fajak Masukan yang dimaksud pada ayat ini aodalah
Pajrk Muszukan yang dapat dikreditkan.

Dalam ...

SK Mo | 15694 4
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Cralam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan
vang dapat dikreditken lebih besar daripada Fajak
Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tLidak
dapat dinunts kembali pada Masza Pajak yang
bersangkulan, wetapi dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya.

Contoh:

Masa Pajak Mel 2023

Fajak Keluaran

b2 OO0 00, (I}

Pajak  Masukan yang
dapatl dikreditkan

Pagak vang lebih dibayar

Rpd. 500 000,00 ()
Rp2. 500 000,00

Paj=k Vang leliih dibayar tersebut
dikompensazikan ke Maga Pajak Juni 2023,

Masa Paak Jum 2023

Fajak Keluaran ~  Rp3 000.000,00
Pajak  Masukan  yang

depat dikreditkan = Rp2d 00000000 ()
Pajak Yang kurang

dibayvar =  Kpl 000 000,00

Prjak yang lebih dibwyar
dari Masa Pajak Mei 2023
vang dikompensasikan ke

Masa Pejak Jum 2023 = Rp2 500000 00 [-)
Fajak vyaryg lemh dibayar
Masa Pajak Jun 2023 = Rpl.a00.000,00

Fajak vang lchih dikavar tersehur dikempensasikan
ke Masa Papak Juli 2023

Aveat 4a) ...
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At (23]

Kelebihan Pajak Masulkan dalam suatu Masa Pajak
SEBLIAL denpan ketentuan pada ayat (4}
dikempensasikan pada Masa Pajak berileutnva,.

Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada
Masa Pajak akhir tahun bhuku, kelebihan  Pajak
Mazulan tergebut dapal  diajukan  permohonan
pengemnbalian (restilasip,

Termasuk dalam pengertian akhir tahun bukwo dalam
ketentuan ind adalah Masa Pajak saat Wajikh Pajak
meclakukan pengakhiran usaha fbubary.

Ayat (4h]

Cukup jelas.
Asear (4c)

Cukup jelas.
Avat [¢d|

Dihapus.
Aval (4]

Lniuk mengurangt penvalahpunaan pemberian
 kemudahan percepatan pengembalian kelelihan pajak,
Dirckeur Jenderal Pajak dapal melakukan pemeriksaan

zetelah memberikan  pengembalian pendahuwluan
kelebihan pajak.

Ayat [41)

Dalam hal Direktar Jenderal Pajak setelah melakukan
perieriksaan menerbitkan  Surat  Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, sanksi kenaikan sebagaimana dimaksurd
dalam Pasal 17C ayat (3] Undang-Undang Momor &
Tahun L1982 tentang Ketentuan Umurm dan Tala Cara
Perpajakan dan  perubahannya  fidak  diterapkan
walaupun pada tahap sebelumnya sudah diterbitkan
Surat Keputusan Pengermbalian Pendabuluan Kelebihan
Pajak.

Sebaliknya, sanksi administrasi yang dikenakan scsuai
dengan Fasal 13 aval [2] Undang-Undang Momeor &
Tahun 1983 tentang Hetentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakean dan perubhahannya,

Apabila __.
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Apabila dalam pemeriksaan dimaksud  ditcmukan
adanyyu indikasi tindak pidana di bidang perpajakan,
kelentuan ind tidak berlaku,

Avar {5

Yang dimaksud dengan “penverahan vang terutang
pajak” adalabh penyerahan barang atau jasa yvang sesual
dengan ketentuan Undang-Undang ini dikenai Pajak
Pertambahan Nilai. Terdupat dua perlakuan Pajak
Masukan dtas penverahan yanp terutang pajak vaitu
dapal dikrocditkan afau tidak dapat dikreditkan.

Yung dimakzud dengan  “penverghan yang  tidek
terutang pajak” adalah penverahan barang dan jasa
vang tidak «dikepai Pajak Pertambahan  Nilai
schagaimans dimaksud dalam Pasal 4A dan yang
dibcbazkan dari pengenaan Pgjak Pertambaban Milai
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 16B. Pajak
Masukan utas penyerahan yang tidak terutang pajak
tidak dapat dikreditkan.

Pengusaha Kena Pajak vang dalam suatu hasa Pajak
melakukan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak
Masukannya dapat dikreditkan, penyerahan yang
lerutang pajak yveang Pajak Masukannya ddali dapat
dikreditkan dan penyerahan yang tidak terutang pajak,
hanya dapat mengkreditean Pajak Masukan yang
berkenaan dengan penveraban yang terutang pajak dan
Pajak  Masukannya cdupat dikreditkan,  Bagian
penyerahan yang terufang pajak tersebut harus dapat
diketahui denpan paesti dari pembukuan Penpgosaha
Kena Prjak.

Contah;

Fengusaha Kena Pajak melakukan beherapa tnacam
penyerahan, vaitu;

4. penyeraban yang terutang  pajak  dan Pygjak
Masukannyu dapat dikeedilkan dengan hargs jual
sebesar Rp23.000.000,00 {dua puluh lima juta
rupiah}  dengan  Pgjak  Keluaram  acbhesar
Rp2.000.000,00 {tiga jula rupiah) denpan asumsi
pengenaan tarf normal sebesar 12% (dua belas
parsen;

b. penyerahan ...
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b. penyershan  yang terutang pajak dan  Pajak
Masukannya tidak dapat dikreditkan dengan hartpa
jual  sehesar Rp20.000,000,00 (dua puluh juta
ruumah) dengan Pajak Keluaran st sHr
Rp400.000 00 {etmpat ratus ribu rupiah) dengan
nsumsl pengenasn tarll fnal sebesar 2% (dua
peraciy,

¢. pcuyerahan yang tidak tcrutang Pajak Pertambahan
Nilai sehbesar RpS 00000000 (lima jots rupah)
tanpa memungut Pajak Keluaran.

Jumlah Pajek Keluaran yang harus dipungat sebesar
Rp3.400.000,00 (tiga juta empal ratus ribu rupiah).

Fajak Masvkan yang dibavar atas perelchan:

3. Barang kena Pajak dangfatau Jasa Kona Pajak vang
berkaitan dengan penyerahan vang terutang pajak
dan Fajak Masukannya dapat dikredilkan sebesar
Rpl.300.000,00 {satu juta lima ratus ribu rupialiy;

b. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Yang
berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak
dan Pajak Masukannya tdalk dapat dikreditkan
sebesar Rpl 000,000, 00 (satu juta rupiah);

c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kcna Pajak vang
Iwrkaitan dengan penyerahan vang tidak terutang
rajak scbesar Rp300000,00 (tiga ratus riby rupiah).

Jumlah FPajak Masukan yang telah dibavar sebesar

Rp2. 800.000,00 {dua juls delapan ratus ritny rapiahy.

Menurut ketenfuan ini, Pajak Maszokan yang dapat
dikreditkan  dengan  Pajak  Keluaran  sebesar
Rp3 40000000 hanya sebesar Rpl.S00,000 00 vang
berazal dari Pagjak Masukan alas perelchan Barang
Kena Pajak dan/atau Jass Kena Pajak yang berkailan
dengun penyerahan vang tertang pajak.

Ayat [5]

Lalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yanp
terutang  pajak  dan  Pajak Masukannye  dapat
dikredilkan tidak dapat diketahul dengan pasti, cara
pefgkreditan Pajak Masukan dihitung Berdasarkan
pedoman penglreditan Pajak Masuken,  yang
dimaksudkan untulk memberikan  kemudahan  dan
kepastian kepada Pengusaha Kena Pajak.

Contoh: ..

S No | 5698 A



g5,

PRES HCXEH
REAJELIE. fHDOKMNESIA

.91 -

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan 3 (tiga) mecam
penycrahan, vair:

a. penyeraban  yang terutang  pajak  dan Pajak
Masukannys dapat dikreditkan sebesar
EpaS Od.0on,ad ftiga puluh Lma jula rupiah)
denpgan Pajak Keluaran sebesar Rpd. 200 000 00
lernpal Juta dua ratus ribu rupiah) dengan asumsi
pengenaan tarif normal 12% (dua belas persen):

i penyerahan  yang terilang pajak  dan  Pajak
Masukannya tidak dapat dikreditkan sebesar
Rp20 000,000,000 {dua pubub juta rupiahy dengan
I*ajak keluaran sebesar Rp400.000,00 {=mpat ratus
ribu rupigh| dengan asumsi pengenaan 1aril final 2%
idua pecsen);

<. penyeraban yang tidak terutang pmyak schbesar
Rpla000.000.00 (lima belas jula rupiahl tanpa
reermungut Pajak kKefuaran.

Jumnlah Pajak Keluaran vang harus dipunput sebesar
Rp+4.600. 000,00 jempat juta enam ratus nibu rupiah).

Fajak Masukan vang dibayar atas perolehan Bartang
kKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak vane berkaitan
dengan keseluruhan penyerahan sebosar
Hp2 50000000 [dua juta lima ratds tibu mapiah),
sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan
penyerahan yvang terutang pajak dan Fajak Masukannys
depat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti.
henurut  ketentuan  imi,  Pajak  Masukan  sehesar
R 500,000 00 {dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak
scluruhnya depal dikreditkan dengan Pajuk Keluaran
scbesar Rpd 60000000 jempat juta enam ratus ribu
rupiah).

Besarnya Pajek Masukan wvang dapal dikreditkan
dibitung berdasarkan pedoman pengkreditan Pajak
Masukan,

Avat [Ga)
Cukup jelas.

Avat [fb) ...

SK Mo 5™ A
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Avat {bbj)

Dihapus.
Avat |be)

Cukup jelas.
Ayat {fid)

Cubkup jelas,
Avat [Ge}

Cukup jrlas.
Avat 6l

Cukup jelas.
Axar [&gp

Cukup jelas,
Axat (7

Dibapuy.
Avat {7a)

Dihapus.
Avat (7h

Dihapus.
Avar [H)

Pajak Masuken pada dasarnya dapat dikreditkan
dengan Pajak Keluaran. Akan tetapi, untuk pengeluaran

vang dimaksud dalam ayat ing, Pajak Masukannya tidak
dapeal dikreditkan.

Huruf a
Dihapus.
Hurul b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung
berbubungan dengan  kegiatan usaha  adalah
pengeluaran unluk kegiatan produksi, distribuosi,
pemasaran, <an manajemen.

Kelentuan ..



PRESICHEM
REFUELMIE HDOMNESIA

O3

Ketenituan mi berlaku untuk semuoa bidang usaha.
Apar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus
memenuhi syarat bahwa pengeluaran  terselbul
berkaitan  dengan  adanya  penyeraban  Yang
terutang Pajak Pectambahan Nilai, Cleh karena i,
meskipun suatu pengeluaran elah memenuhi
syarat adanya hubungan langsung  dengan
kegiaran usaha, masih  dimungkinkan Pajak
Masulkan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu
apatnla pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya
dengan  penyerabhan yang  terutang Pajak
Pertambahan Milai.

Hurul ¢
Oihapus.
Hurui 4
Dhhapus.
Huruf e
Dibapss,
Hurul f
Cubkup jelas,
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Dihapus.
Huruf i
Dihapus.
Hurul |
Dihapus.
Avyat (7]
Cukup jelas,
Arat (9a)
Cubkup jelas.
Arrar {9y
Cukup |clas.

Ayat [9c) ..

S Mo [157TH A
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Avar (9]
Cukup jelas,
Ayat (10}
Mhapus.
Avar (11}
Drihapas.
Avart |12)
Dihapus,
Aval |13}
Chihapus.
Aovat 1144
Cukup jelas.
Angka o
Pasal 9A
Avart (1)

[ralam  rangka  memberilkkan kemudahan dan
penyvedéerhanaan adminiastrasi perpgjaksn scria rasa
keadilan, Menteri  Kewangan dapat menenwkan
besamnya Fajak Pertambahan Milai vang dipungut den
disetor oleh:

a. Pengusaha Kena Pajak wang peredaran usabanya
dalam 1 [satu] tshun buku tidak melebihi jumlah
terteny;

b. Pengussehu Kena Pajak vang melakukan kegiatan
usaha lertentu antara lain yang:

1. mengalami kesulilan . dalam
mengadminiscrasikan Pajak Masukan;

2. melakukan transaksi melaloy pihak ketiga, baik
penycrahan Barang Kena Pajak dan/fatau Jasza
kena Pajak mavpun pembayvarannya; atau

3. mermibky kompleksitaz proses bisnis sehingpga
pechgenaan  Pajak  Pertambahan RNilai  tidak
mermuapkinkan dilakukan dengan mekanisme
normal,

dan/atau

. Penguseha ...

Sl Mo L1570 A
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2. Penpglisaha Kena Pajak vang melakulkan penyerahan
Barany Kena Pajak tertenn dan/atau Jasa Kena
Pajak tertentu.

Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajalk rertentu
dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu” merapakan:

1. Barang Kera Pajak danfatau  Jasze Kena Pajak
yang dikenal Pajak Pertambahan Nilai dalam
rangka pecluasan basis pajak; dan

2. Barang Kena Payak wvang dibutuhkan  oleh
masyarakat banyvak.

Ayat {2
Cukup jelas.

Angka &
Pazal HEB
Avar il

Salah saty prinsip yang harus dipegang teguh di dalam
Undang-Unidang Perpajakan adslah diberlakikan dan
diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua
Wanh Pajak arav terhadap kasus-kasus dalam bidang
perprjekan yang pada  hakikstnya sama  dengan
berpegang teguh pads ketentuan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena ilu, scuap kemudahan dalam
dang perpajakan, jika henar-benar diperlukan, harus
mengacu pada kaiclah di atas dan perly dijapga agar di
dalam penerapannya tidak menyimpong dari maksud
dan tujuan diberikannya kerudahan tepsebagt.

Tujpan dan maksud diberikannya kemudahan pada
hakikainya untuk memberikan fasilitas perpajakan
vang  benar-benar diperlukan terutama untuk
berhazilnys sekter kegiatan ekonomi vang berprioritas
tinggi dalam skala nasicnal, menderong ekspor yang
merupakan priontas hasional di kawasan tertenty atau
teripatl  tortentu, mendorong  perkembangan Junis
usaha dan meninpglkatkan daya saing, membanty dalam
penanganan beticana  alam nasional dan hencana
nunalam nasional, serfta memperlancar pembanpanan
SELSETN

Ayal (1= ..,

K No 115703 A
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Avat [1a)
Huruf a

Kemudahat  perpagjaksn yang dibenkan untuk
mendorotig ekspor,  salabh satunya berupa
kernudtahan dalam mendukung kegiatan
pengusaha vang melakukan ekspaor.

Yang dimaksud dengan melakukan ekspor adalah
keglatan mengeluarkan  Barang Kena  Pajak
Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke haar
Daerah Pahean tanpa melaln penverahan kcpada
mhak lain.

Hurl b

Cukup jotas.

Hurtil ¢

Cukup jelas.

Hurai d

Cukup jelas.

Huml &

cCukup jelas.

Hiucul £

Culiup jelas.

Huruf g

Cukuyp jelas.

Huruf h

Cultuy jelas.

Iiuruf

Cukup jelas,

Huruf

Kemudahan perpajakan yang diberikan unruk
Lluju=an mendukong tersedianya baranpg dan jasa
tertentu vang bersifat strategis dalam rangka
pembangunan nasional dhiberiKan denpan sangat
sclekel dan terbatas, serta mempettimbangkan
dampaknya terhadap penenmaan negara.

Barang ...
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Farang Kena Pajpk tertentu dan/fatau Jasa Kena
Pajak lertentu yang dibcbaskan dary pengensan
Puajak Pertambahan Wilah, antara tam:

1. barang kebutuhan pokok  yang  sanest
ditruruhkan oleh rakyar banyak melipati:

a] beras:

b} gabah;
c]  jARUK;
d}  sagu;

g} hedelar;

f]  gar=m, bailk yang beryodium maonpun yang
tidak berrodium,

gl dagng, vairun daging segar vang tanpa
diclah, tetapi telah  melalui  proses
dizembelib, dikuliti, dipotong, didinginkan,
dibekukan, dikemas ataun tidak dikemeas,
digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan
dengan cara lain, dan/ataw direbus;

h} telur,  yaitu  telur yang  tidak  diolah,
termasuk telur Yang dibeesifkan,
diasinkan, atau dikemas;

| susu, vairn susu perabh bailk yang relah
melalui  proses  didinginkan  maupun
dipanaskan, lklak mengandung tambahan
gula atal bahan lainnya, dan/atau dikemas
atau tidak dikemas;

1l buah-buahan, wyaitu buah-buzhan  separ
vang dipetik, baik yvang telah melalui proses
dicucl, disertasi, dikupas, dipotong, diicis,
di-grading, danjarau dikemas ataa cdak
dikernas; dan

ki sayur-sayuran, yaitu sayursan scgar yang
dipetik, dicuci,  ditiriskan,  dan/atau
disimpan pads suhu rendah, tcrmasulk
sAayuran segar yang dicacah.

2 jasa ...
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2. jasa pelayanan kesehatan medis melipute

a] jasa keschatan tortentu, antara lain:

b)

1} jusa dokter umum, dokter spesialis, dan
dokter gigi;

2} jasa dokter hewan;

3b jasa ahli  keseharan  seperti o ahi
akupunktur, ahli gigi, ahb gizi, dan ahl
fisioterapi,

4y jasa kelndanan dan dukun bayi;
3 Jasy paramedis dan perawat,

&) Jasd rumah sakit, rumah bersalin, klinile
keschatan, laboratorium kesehatan, dan
Sanakoriun;

71 Jasa psikolog dan psikiater; dan

#) jasa pengobatatt alternatil, termasuk
vang dilakubkean oleh paranormal; dan

Jasa  kesehatan yang ditanpgung oleh
1arminan keschatan nasional.

3. jasa pelayanan sosial, meliput:

al

b

|

d]

€]

I}

Jasa pelayanan pantl asuhan dan panti
Jompo,;
Jaza pcmadam kebakaran,

Jasa pemberian pertolongan pada
kecelakaan,

jasa lembaga rehabilitasi;

Jasa penyediaan rumah duka atau jasa
peinakaman, termasuk krematoriong dan

Jasa di bidang olahraga,

vang hlak mencarn keontungan.

4. jasa keyangan, meliputr

a)

jasa menghimpun dana dari masyarakat
berupa giro, dopesito berjanghka, serlifikal
tleposite, tabungan, danjfacan beniuk lain
yang dipcrsamalan Jengan itw;

b) jasa ...
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bl jasa menempatkan dana, memingam dana,
alaw memingamkan dana kepada pihak
lain denpan menggunakan surat, sarans
telekomunikast magpun dengan wesel
unjul, cek, ataw sarana lainnya;

cl jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan
berdasarken prinsip syarnah, berupa:

1l sews wuna ussha dengan hak opsi;
2] anjak putang;

3] usaha kartu kredit; dan/atau

4] pembiayaan konsumen;

d] Jasa penvaluran pirjaman atas  dasar
hukutm gadai, iecrnasuk gadai syariah dan
lidusgia: dan

€] jasa penjaminan,

vang dimaksud dengan “jasa asuransi” adalah
JEsd pertangpungan yang melipuli asurans
kerugian, asuransi jiwa, dan rcasuransi, vang
dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polts asurans:, Udak termasuk jasa
PEOUNJENE ASUMENsS] SCpert] agen asuransi,
penilai kerupian  asuransl, dan  konsultan
BEITATISL

Jasa pendidikan, melipueti

aj Jasa penvelengparaan pendidikan sekolah,
scpertt jasa penyelenggaraan pendidikan
umutrn, peodidikan kejuraan, pendidikan
luar Faida 54, pendidikan kedinasan,
pendidikan keapamaan, pendidikan
akademik, dan pendidikan profesional; dan

b] jasa  penyclenggaraan  pendidikan luar
sekolah,

T.oeukup jelas:

8. jasa tenaga kerja, melipati:

al Jasa lcnaga kerja;

h] jasa ...
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bl jaza penyvediaan tenaga kerja sepanjang
pengusaha penyedia tenaga kerja tidal
bertanggung jawah atas hasil kegae dan
fenAgs kerja tersebil dan

¢} Jasa penyelenpgaraan pelatihan bagl tenaga
kerja.

Ayal {2}

Adanya perlakoan khusus berupa Pajak Pertambalian
MNilai yang rerutang, tetapi ridak dipunguf, diartikan
bahwa Pajak Masukan vang berkaitan  dengsn
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak wvang mendapat perlukuan khusus dimaksud
letap dapat dikreditkan,  Dengan demikian, Pajak
Pertambizhan Nilai tetap torutang, tetapi tidak dipungut.

Contoh:

Penpusaha Kena Pajak A memproduksi Barang Kena
Fajak vang mendapat lasilitas dari negara, yaitn Pajak
Pertambahan Milai vang terulang atas penyerahan
Barang kena Pajak lerschbul Udak dipungut.

Untuk  memprogdulkisi Barang Kena Pajak tersebut,
Pengusaha Eena Pajak A menggunakan Barang Kena
Pajak l=2in dan/atau Jasa kena Pajak sebagai bahan
baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai
komponcn aya lain.

Fada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau
Jaza Kena Pgak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A
rnembayar Pajak Pertambabhan Nilai kepada Penpusaha
Kena Pajak yang menjual arau menverahkan Barang
Kena Pajak dan/atau fasa Kena Pajak tersebot,

Fajak Pertambahan Nilai yanp dibavar oleh Pengusahs
Kena Pajak A kepada Penpusaha Kena Pajak pemasok
tcrscbut  merupakan Pajak  Masukan yang  dapat
thkrediitksan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan
tetap  dapat  dikreditkan  dengan Pajak Keluaran
walaupun Pajak  Keluaran  tersebut  mihil  karena
menikmati fasilitas Pajak Pertarmhbahan Nilai vdak

dipunput  dan negare  herdaverkan  ketentuan
sebagaimana dimaksod pada ayat (1)

Avat (3f ...
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Ayar (3]

Berheda dengan ketentuan pade  ayat [2), adanva
perlakuan khuwsus berupa pembebaoan dan pengenaan
Pajak Pertambahan Milak mengakibaltkan ldak adanva
Fajak Keluaran sehingea Pajak Masukan yang berkaitan
dengan penyerahan Barang Keona Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak yvanp meomperolch pembebasan wersebual
tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha Kena Prjak B memproduks Barang Kena
Pojal: vang mencdapar faxilitss dan negara, yaitul atas
penyveraban Darang hena Pajak lerscbul dibebashkan
darl pengenaan Palak  Pertambahan Milz, Untuk
memprodukst Barang Kena Pajak terscbut, Pengusaha
Kena Pajak B menpgunakan Barang Kena Pajak lain
dan/atau Jasa ¥ena Pajak sebapgai rahan balu, ahan
pembantu, barang madal, atan sebagal Komponen bava
lain. Pada waknDl membeli Baranyg Kena Pajak lain
danfateu .Jasa Kena Pajak tersebut, Penplisaha Kena
Pajak [ membayvar Puwjak Pertambahen Nilal kepada
Penpusdha Kens Papak yvaneg menjusl atau menyerahkan
Barang Kena Pajak dan/atauw Jasza Kena Pajak terschut.
Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh
Penpusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak
pemasock tersebut merupakan Pajak Masukan yvang
dapat dikreditkan, karena rtidak ada Pajak Keluaran
berhubung  diberkanoya fasihtas  dibebaskan dan
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1],
Pajak  Masuksn  lersebut menjadi tidak  dapat
dikreditkan,

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 160G

SK Na | [5709 A

Huruf a

Dazar Penpenaan Pajak Derupa nilai lain diberlakulkan
untuk menjannn Kepastian hukum dalam hal Harga
Jual, Nilar Penwganlian, Mila Impor, dan Nilai Ekspor
sebagar Dasar Penigenaan Pajak sukar ditctaphkan.

Hurul b ...
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Hurul d
Cukup jelas.
Hurul &
Cukup jclas.
Huruf £
Culup jelas.
Hurul g
Cukup jelas.
Huruf h
Clboup jelas.
Hurul s
Cukup jclas.
Paszal 5
Aovat (1)
Yang dimalksud dengan “belum menemukan data danfatau
infortras mengenal harta” adalah Direktur Jenderal Pajak belum
mylal melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak
Penghasilan terkait data dan/atau informast mengenal harta
tersebat,
Ayal (2]
Cukup jclas.
Ayal (3]
Cukup jelay.
Avat (4]
Culkup jelas.

Ayat (3] ...

SK No [ I5THOA
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Avat [3)

Culup jelas
Ayat [

Cukup jelas.
Avat [7

Yang dimaksud “kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya
alam” merupakan kegiaran pengolahan bahan baku sumber daya
alam menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang
menambah nilai bahan baku sumber dava alam  tersebut,
Contolinya: pengelabiun bilih conas menjadi ecnas mucni.

Yang dimaksud “seklor energi terbarukan® merupakan sektor
energi yang dihasilkun dari bahan babhan vang dapat teros
diperbarui. Contohnya: scktor enerpl tenaga surva.

Surat herharga negara meliputi suraft wtang negara dan surat
barhargy syanah nocgara.

Avat (8}

Cukup jelas.

Aval [9)

Cukup jelas.

Ayat (10

Pazal 5

Cukup jelas.

Avat [1}

Yang dimaksud dengan “surgt pemberitahuan penglingkapan
harla” adalah surat vang digunakan olch Wajib Pajak untuk
mengungkapkan paling sedikil identitas Wajib Pajak, harta,
utang, harta bersih, serta penphitungan dan permbayaran Pajak
Penghasilan teratang veng bersilar inal.

Avat [2)

Sk Mo LISTLT A

Bukti pembavaran Pajak Penghasilan berupa Surat Sctoran Pajak
atau sarana administrasi lain yang disamakan denpan Surat
Setoran  Fajak dan lelah mendapatkan validasi dari pihak

penerima  petnbayaran scsual dengan ketentuan  peratutan
perundang-undangan.

Aval 13 ...



-

?:‘-_

PRESIDEN
REPUBLIE THEDORESIEA,

- 104 -

Awat [3)

Cukup jelas.

Ayat {4)

Cukup jelas.

Ayet |5

Cukup jelas.

Ayat (6]

Tindak pidana vang diatur dalarm pasat ini meliputi tindak pidana
di bidang perpajakan dan tingdak pidana lain.

Avat (T)

Pazal 7

Cukup jelas.

Ayat [1)

Cukup jelas.

Avat [2)

Cukup jelas.

Avat {3}

Cukup jelas.

Ayat {4}

SK Mo HISTI2ZA

Sural  Ketctapan  Pajak  Kurang Bavar yang diterbitkan
berdazarkan ketentuan ayat ini hanya memuat pokok pajak yang
kurang dibayar dan tdak memuat sanksi  administralif,
mengingar besaran tarif atas tambahan Pajak  Penghasilan
dianggap termusuk sanksi ademimistratil.

Contah;

Fada ranggal 10 Januari 2022, Tuan A menyampaikan surat
pembentahuan pengungkapan harta atas harta bersih berups
uang tunai sebesar Rpl OG0.000.000,00 [satu miliar rupiah) FHILE
berada di Indonesia dan belum diungkapkan dalam surat
pornyataan. Tuan A juga menvatakan akan menginvestasikan
uang tunai lersebut ke dalam instrumen surat berharga negara.
OHeh karena itu, Tuan A meneraphkan taril Pajak Penghasilan ¥ang
bersifat Nnal sebesar A% (cnum persen) dalam progungkaper
harca hersih tersebut.

Fajak ...



X

s

PRESINEN
REPUBLIE IHDMGHESLA

- 105 -

Fzyak Penghasilan atas pengungkapan harta bersihe
ot X Hpl 005,000,000 00 = Rpd0, 000, G000, 00

Cralam hal diketahui bahwa Tuan A sampal dengan tanggal 30
September 2023 hanva menginvestasikan 40% {empat puluh
persety bagiat harla bersih vang diungkapkan pada tangeal 10
Januari 2022 ke dalam instrumen surat berharpa negsrs,
sehingga terdapat 60% {enam puluh persen) bagian harta bersih
yverg tidak dilnvestasikan.

Apalila Direktur Jenderal Pajak mencrbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar pada tangpal 4 Oktober 2023, perhitungan
dalam surat ketetopan pajak scbapai berikat:

1 bagian harta bersih yang tidak diinvestasikan ke dalamn sural
berharga negara;

0% K Rp b .000,000,000,30 = Rpata, 000 000, 0.
2. pengenaan rambahan Payak Penghasilan vang bersifat Gnal;
4,5% X Rpo00. 000,000 00 - Rp27.000.000,00,

Dalam hal Tuan A sampai dengan tangeal 30 September 2023
hanya menginvestazikan 40% {empat puluh persen] bagian harts
yang diungkapkan pada tengeal 10 Januari 2022 ke dalam
instrumen surat berharga negara, maka Tuan A dengan kehendal
sendil dapat  mengungkapkan  bagian  harta  yang  tidak
dinvestasikan tersebut kepada Direkeur Jenderal Pajak serta
menyeforkan sendir tambaban Pajak Penghasilan yang bersifat
final, dengan perhitungan scbagai berikut:

1. bagian harta bersih yvang tidak diinvestasikan ke dalam surat
berharps negara:

60% X Rpl.000.000.000,00 = Rped0, 000 000, 00
4. pengenaan tambahan Pajak Penphasilan vang bersifat final:
3o X Rpe0CG.000.000,00 = Rpl8.000.000,00.

Avar |3

Pasal 8

Cukup jelas.

Avar ]

=K Na | 15713 A

Culkup jelas.
Ayat [2) ..
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Aval 2}
Yang dimaksud dengan “utang” adalah jumlah pokek utang veng
bzlum dibayar yang berkaitan langsung denpan perolehan harta
Ayal (3]
Cukup jelas.
Ayat (4]

Ketentuan schagaimane distur pada ayat ini meliputi kewajiban
Payak Penghasilan, pemolonpan dan/alau pemungutan Fajak
Penghasilan, dan Pejak Pertambahan Nilai atas orang pribadi
yarg bersangkuran dan tidak termasuk kewayiban Wajilk Pyak
orang pritadi sebagal wakil atau Kuasa.

Pagal @
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat {1}
Cukup jelas.
Avat |2
Hural a
Cukup jclas.
Huril b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Ketenluan mencabut permohonan  sebagaimans  diatur
dalam hurufini meliputi permeohonan vang berkaitan dengar
Fajak Penghasilan, pemotongan danfalau  pemungutan
Pajak Penghasilan, dan Pajuk Pertambahan Nilai atas orang
pribadi yang beraangkutan untuk Tahun Pajak 201&, Tahun
Pajak 2017, Tahun Pajak 2014, Tahun Pajak 2019, dan/atay
Tahun Pajak 2020,

Awal [2] .

SK Mo L15T714 A
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Aval (3

Cukup relas.
Avat i4]

Cukup jelas.
Avat (5]

Termasuk dalam ketentuan ini yekni bagi Wajib Pajak orang
pribadi yang baru memperaleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada
tahun 2022 dan belum menvampaikan Surac Pemberitahuan
Tahunan Fajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajale 2020

Untuk dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan
harta, Wajib Prjak orang pnbadi harus  terlebib dahila
menyarnpaikat Sural Pemberitahuan Tahunan Pejak Penghasilan
crang pribadi Tahun Pajak 2020 denpan harta yang bersumber
dari penghasilan pada Tahun Pajak 20320,

Selaryutnya, harta bersih yang dimiliki selain yang dicantumbkan
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang
pribadi Tahun Pajak 2020 harus diungkapkan dalam  surat
pemberitabuan pengungkapan harea,

Ayat (G

Cukup jelas.
Aval (7]

Cukup jelas,
Avat (3]

Cukup jclas.

Pasal 11
Ayat 1]
Hutrul &
Cukup jelas.
Hurufl b
Cukup jelas.
Hlucal ¢

Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini meliputi tindalk
pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain.

Avat (2] ...

SH MNo 1153715 4
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Bat [2)

SK Ma L1570 A

Contoh:

Pada tanggal 10 Januar; 2022, Tuan B menyvampaikan surat
pemberitahuan pengungkapan harta atas harta bersih berupa
uang tunai sebesar Rp l.000.000.000,00 (saty miliar rupiah} vang
berada di Indonesia dan belum divwngkapkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribach Tahun
Fajak 2020. Tuan B juga menyatakan akan menginvestasikan
uang tuna tersebut ke dalam instrumen surat berbarga negara,
Oleh karenaitu, Tuan B memperoleh taril Pajak Penghagilan yang
berzifat final sebesar 12% {dua belos  persen)  dalam
pengungkapan harta bersih terscbut.

Pajak Penghasilan atas pengunpgkapan harta bersihe
1 2% x Rpl 000 000 000,00 = Rpl20.000.000,00

Dralam hal diketahui bahwa Tuan B masih memiliki harrg bersih
berupa weng 1unai sebesar RplO0.000.000,00 [seralus juta
rupiah} yang belum dinngkapkan dalam surat pemberitahuan
pengungkapan harta pada langgal 10 Januari 2022, maka apabila
Direktur Jenderal Pajek menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar pada tanggal 4 Februari 2023, perhitungan dalam
surdt ketetapan pajak sebapai berikut:

1. harta vang tidak diungkapkan dalam surat pemberilahuan
pcngungkapan harta dan dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifas final dlenpan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen);

3 x Bpl00.000.000,00 = Rp30,.000.000,00.
2. sankst admimstratf becupa bunga:
1% x 2 bulan x Rp.30,.000,000,00 = Rpa00, 000,00

3. Jumlah yang masib harus dibayar dalam Surat Keterapan
Fajak Kurang Bayar:

Hp30. GO0 000 QA + Rp&ud. 000,00 = Rpad. cu0. 000,00

Adapun jumlab hulan dalam pengenaan sanksi administratif
terscbut dihitung sejak berakhirnya Tahun Pajak 2022 yakni
ranggal 1 Janvan 2023 sampai dengan saat diterbithannya Surat
Ketetapan Pajuk Kurang Bayar vakni ¢ Februari 2023, sehingga
berjumlah 1 {sutu] bulan 4 [ermpat} hari, dengan bagian bulan
dihitung penuh menjadi 2 [duay bulan.

Asumsi ..
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Asumsi Menteri Kevangan menetapkan Lanf sanksi administeacil

berupa bunga berdasarkan Pasal 13 avat {2) untuk bulan Januari
2023 sebesar 1% [saru peraen).

axat (1)

Cukup jelas.

Avat [2]

Cikup jelas.

Ayar {3]

Cukup jelas.

Ayar (4]

S MG L153T7]7 4

Contoh:

Berdasarkan vontoh dalam penjelasan Pasal 11 ayar (2}, dalam
hal diketabi bahwa Tuan B sampai dengan tanggal 30 September
2043 hanya menginvestasikan 40% {cmpat puluh persen) bagian
tarta bersih vang diunghkapkan pada tangpal 10 Januari 2022 ke
dalam instrumen surat berharga negara, sehingga terdapat 0%

{tnam pulub  persen]  bagian  harta  hersih yang  tidalk
diinvestasikan.

Apabila Direkrur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar pada tanggal 15 Oktcher 2023, perhitungan
dalam surat ketetapan pajak sebaeai berikut:

1. bagian harta bersih vang tidak diinvestasikan ke dalam surat
berhargs negara:
6% x Rpl. 000.000,000,00 - Rp6aOO 000, 000,00,

2. pengenaan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final:
4,.3% x Rpet0. 00G.000,.00 « Rp27 000, 003,00,

Dalam bhal Tuan B dengan kchendak sendiri mengungkapkan
kepada Direkworat Jenderal Pajak mengenai bagian harta bersiby
yang tidak diinvestasikan tersebul serta mconvetorkan sendin
tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final, perhitungan
tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai berikut;

1. bagian ...
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1. bapian harta yanpg tidak diinvesiasikan ke dalam suarat
berttargs negara:

60% = Rpl. 000 000 (30,00 = Rpad0, 000 00,00,
2. pengenaan tambahan Pajak Penghasilan yang bersitat fral;
A% x Rpo00, 000 000,00 = Rple.000,.000,00.
Aval (5
Culup jelas,

Fasal 13
Ayat [1)

Berbagai inslrumen dapar diambil untuk mencapai target
Nationaily Determined Contnbution [NDC), di antaranva adalah

mengElinakan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) yang tecdiri
dari  imstrumen  perdagangan maupun  nonperdagangan.

Instrumen nonperdagangan di antaranya adalah pengenaan pajak
karhon,

Pajak karbon dikenakan dalam rangka mengendalikan emisi gus
rumah kaca untuk mendukung pencapaian NDC Incdonesia.

ND{Z atau kontribusi yang ditctapkan secarva nasional adalah
komitmen nazional bagi penanganan perubahan iklim global

dalam rangka mencapai tujuan Paris Agreement {o The Undted
Nations Fromework Convention on Climute Change {Persetujuan

Paris afas konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mengena Peraubahan Tklicm).

Tang dimaksud dengan “emisi karbon™ adalah emisi karbon
dicksida ekuivalen (COee).

Kntena dampak negatif bagi lingkungan hidup antaras lain:
4. penyusutan sumber days alam:

k. pencemaran lingkungan hidup; atau
. kerusakan lingkungan hidup,

Ayal [Z)
Cukup jelas.

Avat 13 ...

SHOMo T1ATIR A
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Peta julan {road map) pajak karbon memuat sebagai berikur:

A

Srategl Penurunan Emigi karbon

Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi as
rumah kaca sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dengan
kemampuan sendin dan 41% fempat puluh satu persen
dengan dukungan internasional pada tahun 2030 dan menuju
Net Zerg Frmssron (NZE) paling lamtat di tabhun 2060

. Sasaran Seltor Frioritas

Target penurunan emisi seklor energi dan transportas] seria
sektor kehutanan sudah mencakup 97% [sembilan puluhb
tujuh persent dari total target penurunan emisi NDC schingga
menjadi prioritAs ulama penurunan emisi gas rumah kaca.
Selain dua sektor terzebut aken mengikuti transformasi
mdustri nasignal berbasis energi bersih dan pajak karbon
menuju Indonesia Emas tahun 2045 dan NZE paling lambat
tahun 2064

. Memperhatikan Pembanpunan Encrgl Bara dan Terbarukan

Rauran kebijakan pajak karbon, perdagangan karbon dan
kebuyakan teknis seltorel di antaranya phasing out coal
pembangunan  energi baru dan  terbarukan, dan/atau
peningkatan  Keanckaragaman  hayati  diharapkan akan
mendukung pencapaian target NZE 2060 dengan  tetap
mengedepankan pomsip fust ond affordable transition bap
masvarakat dan memberikan kepastan iklim berusaha.

- Keselarasan Antarberbagai Kebijakan

Pzia jalan (road map pajak karbon akan memuat antara lain
strategl peouranan emial karbon dalam NDC, sasaran sektor
prioritas, dan/atau memperhatilan pembangunan energi bar
terbarukan dan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerinlakb.

Pengenaan pajak karbon dilaksanakan sebagai berikur:

.

Akl Mo [ 15710 A

Tahun 2021, dilakukan penpgernbangan  mekanisme
perdagangan karbon;

b. Tahun ...
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I, Tabuio 2022 sampm dengan 2024, ditcrapkan mekanisme
pajak yang mendasarkan pada batas emsi [cap ond tax) untuk
gektor pembangkit listrik terbatas pada Pembangkic Listrik
Tenapga Llap (PLTU) batubara;

c. Tahun 2025 dan seterusnva, implementas) perdapangan
karbon secara penul dan perluasan sekior pemajakan pajak
karbon dengan penahapan sesuai kesiapan sektor terkait
dengan memperhatikan antara luin kondisi ekonomi, kesiapan
pelaku, dampalk, danfatau skals,

Penerapman pajak karbon mengutamakan pengaturan atas subjel:
pajak badan.

Tanf pyjak karbon akan dibuat lebih tingg daripade atau sama
dengan harga karbon di pasar karkon domestik.

BAyvat (4]

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Raloeat Republik
[ndonesia” adalah alar kelengkapan Dewan Perwakilan Ralorat
Republik [ndonesia yang bersilal (etap, yaitu komisi vang tugas
dan kewethangaonmya di bidang keuwangan, perbankan, dan
perencanaan pembangunan,

Avar (5]

Yang dimaksud dengan "barang yang mengandung karbon”®
adalah barang yanp termasuk tapi tidak rerhalas pada bahan
bakar fosil vang menyebalikan emigi karbon,

Yang dinaksud dengan “aktvitas yang mconghasilkan emisi
karban” adalah aldivitas yuog menghasilkan atau mengeluarkan
emizi karbhon yYang berasal antara lan dan sektor energs,

pectaman, kehutanan dan perubahan lahan, industr, seria
limbah.

Termasuk dalam calkupan membell, yvaitu membell barang yang
menghasilkan emisi karbon di dalam negeri dan impor,

Ayat [B)

SK Mo LISTHI A

Perhitungan pajak karbon terutanpg aras kesclurubhan oilai
pembelian barang yang mengandung kurhon stau aktivitas vang
mcnghasilkan emizi karbon dengan mempertimbangkan nilai
faktor cmisi vang ditetapkan oleh kementerian  dan/atau
badan/lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan
melakukan penpgulouran nilai faktor emisi,

Yang . .-
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Vang dimalksud nilai faktor cmisi adalah rulai koefisien vane
menghubungkan jumlah emisi rata-rata vang dilepaskan ke
atroasler dan sumber tertentu relatil terhadap unic aktivitas atau
prases yang terkalt polepasan emisi karbor.

Aval (7]

Cukup jelas.

Avat [B]

Karbon dioksida ekuivalen [(CCue) merupakan representasi £misi
gas rumah kaca antera lain senyawa karbon dicksida (GO,
dinitro cksida [MNe0), dan metana {CHa}.

Yang dimaksud dengan “setara” adalah =atuan konversi karbon

dicksida ekuivalen {C0ze] antara lain ke satuan massa dan satuan
valume.

Avat [9)

Cukup jelas.

Avat [100]

Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indunesia® adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Ralogal
Republik Indonesia yang hersifar tetap, yaitu komisi yang tupas
dan kewenangannya Ji bidang kcuangan, perbanken, dan
porencanaan pembsangunan.,

Avat (11]

Yang dimaksud dengan *Dowan Perwakilan Ralorat Republik
[ndonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Ralgrac
Repubiik Indonesia yang bersifat tetap, yairu komisi yang tugas
dan kewenangannya di bidang kevangan, perbankan, dan
perencanaan pembangunan.

Ayat [12)

Sk Mo [ I5T21 A

Yang dimaksud dengan “pengendalinn perubahan iklim™ adalah
miligasl dan adaptasi perubahan iklim.,

Yang dimaksud "mutigasi perubshan iklim" adalah serangkaian
kegintan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi
gas Tumah kaca atau meninpgkalkan penyerapan emisi gas rumah

kaca sebagan bontuk upava penanggulangan dampak perubahan
iklim.

Yang ...
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Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim® adalah upaya
yang dilakukan  unfuk  memmgkatkan kemampuoan dalam
menyeauaikan  dim terbadap perubahan klien, terrmasul
keragaman 1ikhim dan kegadian alklim ekstom sehingga potenst
kerusakan skibat perubahan aklim berkurang, pelosang yang
ditimbulkan olsh perubahan 1klim dapat dimaniaatkan, dan
konsckucnsi yang umbul akibat perubahan iklin dapat diatasi.

Avat {13)

Yang dimaksud dengan “perdapangan emisi karbon™ adalab
mekanisme transaks: antara pelaku usaha danfatay kegiatan
vang memiliki emizi melebihi hatas ajas emisi yang dileniukan.

Yang dimaksud dengan “pengimbanpan emisi karbon™ (offset
ermisl karbon] adalab pengurangan emist karbon vang dilakukan
usaha danfzatag kegiatan untuk mengompensasl coise yang
dibuat di tempat lain.

Byat [19)

Cukup jelas.

Ayat [13)

Yang dimaksvud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
[ndonesia® adalab alat kelengkapan Dewan Perwakilan Raloyat
Republik Indonmesia yang bersifal (ewp, vaitn komisi yang tugas
dan  kewenangannya i bidang keuangan, perbankan, dan
perencanasn pembangunan,

Ayat (16)
cukup jzlas.
Pasal 14
Angka 1
Pasal 4
Awal (1)

SK. No L15TI2 A

Huruf i

YWang dimaksud denpan “ctil alkohol ataun etanol”
sdalah barang cair, jenuh, dan tidak berwarnas,
merupakan senyawa orgamk dengan mamus Kimia
CaHsOH, wang diperoleh baik secara peragian

dan/atau penyulingan  maupun  secara  sintesa
kimiawi.

Huruf b ...
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Hural Iy

vang  dimaksud  dengan  "minuman vang
mengandung etil alkehol" adalah semuz barang
cair  veang lasim  disebut  minuman  vang
mengandung etil alkohol vang dihesilkan dengan
cara peraglan, peoyuwlingan, atau cara lainnya,
antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan
Yang sejenis.

Yang dimaksud dengan “konsentrat o ovang
mengandung el alkohoel” adalah bahan yang
mengandung cuil alkohal vang digunakan sebagai
bahan baku alswy  beshan penolong  dalam
pembuatan  minuman  yang mengandung el
alkahal.

Hurul ¢

Yang dhmaksad dengan “sigaret” adalah  hasil
tembakau yang dibuat dari tembakeau rajangan
yang dibvalat dengan kertas dengan cara dilinting,
untuk  dipakay, tanpa meogindshkan  bahan
petiggantl alau bahan pombantu vang digunalen
dalam pemmbuatannya.

Sigaret terdin dan sigarct krewek, sigaret putih, dan
zigaret kelembak kemenyan.

Sigarel  kretek  adalah sigaret vang dalam
pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau
baplannya, batk asli maupun  firban taonpa
memperhatikan jumnlahnva.,

Sigarct  putih adalah  sigarer  vang  dalam
pernbuataniya tanpa dicampur] dengan cengkih,
kelembalk, atau kemenyan.

Sigaret putih dan sigaret kretek terdin dan sigaret
vahg dibrdal dengan mesin atau yang dibuat dengan
rara lain, daripada mesin.

Yang ...
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Yang dimaksud dengan sigarct putih dan sigaret
kretek yang dibuat dengan mesin adalah zigaret
pulth - dan sigaret kretek yang  dalam
pembuatannya mulai dari pelintingan,
pecmasangan  filter, pengemasannys  dalam
kemasan untuk penjualan eceran, sampal dengan
pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau schagian
mengpunakan mesit.

Yang dimaksud dengan sigarct putih dan sigarct
kretek vang dibuwat dengan cara lain daripada
mesih adalab sigaret punh dan sigaret kretek yang
dalam  proses  pembuatannya mulai dar
pelinlingsan, pemasangan filter, pengemasan dalam
kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan
polekatan pita cukar, tanpa mengeunakan mesin,

Sigaret kelemnbak kemenyan adalab siparet yang
dalam pembuataneys dicampur dengan kelembak
dan/atau kemenyvan asli mauwpun tiruan tanpa
memperhatikan jurmlahrya.

Yang dimaksud dengan “ccrutn” adalah hasil
tembubay vang dibuat dan lembaran-lemhbaran
daun tembakau dinns atau tidak, dengan cars
digulung demikian rupa dengan daun lembakau,
untuk dipakai, tanpa wmengindehkan bahan
pengganti atau bahan pembantu yang digunakan
dalam pemlriatannya,

Yang dimaksud dengan “rokok daun™ adalah hasil
tembrakau vang dibuat dengan daun nipah, Jdaun
Japung  {klobot], ataun sejenisnva, dengen cara
dilinting, wntuk dipaka:, tanpa mengmndahkan
bahan pocnggantl atau bahan  pembantu yeng
digunakan dalam pembuatannya.

Yarg timaksud dengan “tembakau irig” acdalah
hasil embakau yang dibuat dari daun embakan
yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan
bahan pengpanti atau baban pembantu yang
dipunakan dalam pembualannya.

Yang ...
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Yang dimaksud dengan rokok elekinik™ adalah
hazl tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk
lainniya, yang berasal dan pengolahan daun
ternbakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau
cara latn sesuai dengan perkembengan tekoclog
dan selera konsumen, tanpa mengindahkan hahan
perigganti atau  bahan  pembanty dalam
pembuatannya, yang discdiskan untuk konsumen
akhit dalatm kemasan perjualan eceran yang

dikeor &1y dengan Cara dipanaskan
menggunakan alat pemanas clcktrik kemudian
dihsap.

Yang dimaksud dengan  “hasil  pengolahan
tembakau lainnya® adalah hasil tembekay yang
dibuat dari daun tembakau selain yang diselut
dalam hurul ini yang dithar secara lain sesual
dengan perkembangan  teknologi  dan  selera
komsumen, lanpd menglndahkan bahan pengpanti
Atal bahan pembantu yang digunakan dalam
permbuatannya.
Aval (1)

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Raloyat

Fepublik Indoncsia” adalah alar kelengkapan Dewsan

Ferwakilan Rakyat Republik [ndonesia yang bersifat

tetap, valtu kemizsi vang tvgas dan kewenangannya di

bidang kevangan, perbankan, dan  perencanaan

pembanglinar.

Angha 2
Pasal 40B
Avat [1)

Yarg  dimaksud  dengan “penelitian dugaan
pelunggaran™ adalah segala upaya vang dilakukean clel
prjabat Bea dan Cukai terhadap orang, tempat, Baranyg,
dan =sarana pengangkut seperti meminta keterangan
dari pthak-pihak terkait, memeriksa barang, memerikss
lempat/ bangunan, memeriksa sarana pengaogkar,
memeriksa pembukuan dan pencalatan, dan/atac
tindakan lainnva berdasarkan peraturan perundang-
undangan dalam rangks mencar dan menpumpulkan
bahan dan keterangan untuk mencntukan terjadi atau
tidaknya pelanggaran i bidang cukai baik administracif
AU pidana.

Ayat{3) ...
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Ayat {2}
Cukup jelas.

Ayat {3}
Hal i dhimaksudkan agar pendekatan penegakan
hukum di bidang cukal bersifat restorotive fustice yairy
pendekalan penegakan hukum yang l=tsih
mengutamakan pemulihan hak-hak ateu  kondisi
korban, dimana dalam tindak pidana i bidane cukal
vang berperan sebagai korban adalah negara, Karena

negara kehilangan haknya yaitu penerimaan negars o
bidang cukai.

Avat (3)
Cukup elas.
Avat (31

Yang ¢imaksud dengan “barang-barang lain™ adalah
barang selain barang kena cukal yvang tersanphkat dalac
Lindak pidana yang terjadl, seperti sarana pengangkure,
peralatan komumkasi, rrnecliz atay tempat
pelylmpanan, serta dokumen dan saral .

Ayat |]
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 54
Avat {1}
LCukup jclas.
Ayat [Z2)

Sanksi admimstratif berupa denda sebesar 4 jempat)

kali dari nilai cukai yeng scherysnya dibayar dinilai
cukup untuk memberikan penjetaan dan merupakan

wujud keseimbangan antars restorative justice dan fiseal
FECOINCTY.

Ayat [3)
Culup jelas.

Ayal (4 ...
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Ayat {4}

Hepl perkara yang sudeh dilimpahkean ke pengadilan,
pembayaran sanksi adminiatratif berupa denda aras
penghentian penyidikun sebapaimana dimaksud pada
ayat (1} menjadi periimbangan bagi penuntul umum
untuk menvusun dakwaan tanpa disertal dengan
perjatuhat pidang badan.

Sanksi administratif berupa dendn yang lelah dibayar
aleh reedakwa terscbut, akan diperhitungkan sebagal
pernb@yuran atas pidana denda yang dijatuhkan oleh
hakum.

Avat (5]

Fembayaran sanksi administratilf berupa denda yang
dilakukan oleh tersangka atau terdalowa vang belum
memenuhl jumlah sesual Ketentuan  sebapaimana
dimaksud pada ayat (2), akan diperhitungan svebagai
pembayaran ataz pidana denda yang dijatuhkan oleh
hakirn, sedangkan kekurangannys akean dibebankan
kepoda lerdakowa.

Ayat (6)
Cukup jclas.
Ayar [7)

Yang dimalksud dengan “barang-bareng lain™ adelah
barang selain burang kena cukai vang tersanpkut dalam
tindale pidana yang terjadi yanp telah  ditakukan
penvitaan oleh Penyidik Pegaws: Neger Sipil Dircktorat
Jenderal Bea dan Cukail, seperti sarans pengangkout,

peralaran kemunikasi, medig atau tempat
penyimpanan, scrta dokumen dan surat.

Aval [H)
Cukup jelas.

Awat [9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukun jelas.
Fasal 16 ...
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Fasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Culkup iclas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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